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Bismillahirrahmanirrahim
Hasil karya ini saya persembahkan khusus untuk
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Tercinta “Hj.Hadijah Nahrawi”.
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Motto:
»Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
vang beriman diantaramu dan orang-orang yang

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(AFMujadalah:11)
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BAB1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai peranan dan arti yang sangat
penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Pengertian
tanah dalam hal ini adalah: "Tempat bermukim bagi umat manusia disamping sebagai
sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani”.! Disamping
itu tanah dapat pula dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat “permanent” karena
memberikan sesuatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang
dan pada akhirnya tanah pulalab yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi
sebagian ymat manusia. Dalam era globalisasi dewasa ini, masalah-masalah yang hidup
dan berkembang di dalam masyarakat terasa semaki kompleks dan dinamis. Hal ini
disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin modern sebagai akibat pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mengakibatkan adanya
perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Pembangunan selaiu membawa
perubahan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti:politik,
ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga stabilitas pertahanan dan keamanan negara.
Perubahan yang diinginkan mengarah kepada usaha mencapai masyarakat adil dan
makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dalam kaitan ini masalah

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak bias dipisahkan dari masalah tanah.

lAbdun'ahman, Beberapa Aspek Temtang Hukwum Agrarvia Seri Hukwm Agraria V, Alumni,
Bandung, 1980, h.1,
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Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena
sifatnya  vang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang dalam keadaan yang
bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang
menjadi lebih menguntungkan. Di samping karena sifatnya, juga merupakan suatu
kenvataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal bagi persekutuan, memberikan
penghidupan kepada persekutuan, dan juga tempat warga persekutuan yang meninggal
dunia dikebumikan. Di lingkungan hukum adat, otoritas berada dibawah berbagat
persekutuan hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Bagi persekutuan-persekutuan
hukum Indonesia vang kecil (terutama yang bersifat teritorial) dan hampir seluruhnya
bertittk tumpu pada pertanian ite, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat
mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang terikat. Tanah
merupakan modal utama, bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah itu, bahkan
merupakan satu-satunva modal * Berkaitan dengan hak ulayat, Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960, tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agararia (UUPA) diakui ¢ksistensi
dari hak-hak masyarakat Hukum Adat atas tanah, yang secara jelas dicantumkan dalam
Pasal 3 UUPA yang berbuny::

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak

Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum

Adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan Nasional dan Negara vang berdasarkan atas persatuan bangsa

serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan
lam yang lebih tingg1™

Melihat kenyataan masyarakat Hukum Adat khususnya di Bahi, maka antara

persekutuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan vang erat sekali serta

bersifat religius magis. Hubungan yang erat imi meyebabkan persekutuan memperoleh

man Sudivat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981 h 1.
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hak untuk menguasai tanah dalam arti memanfaatkan tanah, memungut hasil dari
tumbuh-tumbuban yang hidup diatas tanah itu, serta berburu terhadap binatang-binatang
yang hidup disitu. Hak persekutnan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak uiayat .’
C.Van Vollen Hoven memberikan istilah teknik terhadap hak persekutuan dengan istilah
“beschikking rechf” sedang tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan “beschikking
ring™. Hak dari persekutuan terhadap tanah yang didudukinya, dalam Undang-undang
Pokok Agraria digunakan istilah Hak Ulayat. Sesuai dengan ketentuan konversi dari
UUPA yang tercantum dalam Pasal II dengan sebutan Tanah Hak atas Druwe Desa.
Keberadaan tanah adat ataw tanah ulayat di Bali lebih memasyarakat dengan sebutan
“tanah desa”. Tanah desa ini dapat dibedakan menurut jenisnya yaite: Druwe Desa atau
Tanah Druwe termasuk diantaranya tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan/setra, dan
tanah bukti, Tanah Laba Pura termasuk diantaranya tanszh yang khusus untuk tempat
bangunan Pura dan tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperinan Pura, Tanah
Pekarangan Desa (PKD), serta Tanah Ayahan Desa (AYDS).’ Berdasarkan kenyataan,
banyak tanah-tanah adat yang penguasaanya oleh Desa adat diserahkan kepada Krama
adat (warga Masyarakat Adat) disertifikatkan menjadi hak milik perseorangan, sehingga
eksistensi tanah adat dapat berubah status dan fungsinya menjadi bekas tanah adat.

Guna mengatur masalah tanah hak ulayat, Pemerintah Propinsi Tingkat I Bali
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2001 mengatur tentang Desa

Pakraman. Peraturan Dacrah tersebut telah mencabut Peraturan Dacrah Propinsi Tingkat I

*Surojo Wignyodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982,
h.157

*Djaren Saragih, Penganiar Hukum Adat Indonesia Edisi IT, Tarsito Bandung, 1984, h.74

°T Made Suasthawa Dharmayuda, Stems dan Fungsi Tanah Adat Bali setelah berialamya UUPA,
Cetakan I, CV_Kayumas, Denpasar, 1987, h.40
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Bali Nomor: 06 Tahun 1986, tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai
kesatuan masyarakat Hukum, Adapun Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bal: Nomor:
06 Tahun 1986, memberikan pengertian Tanah Ayahan Desa (AYDS) adalah: Tanah
yang berada di Desa Adat dan/atau dimiliki oleh Desa Adat serta diatur penggunaanya
berdasarkan adat, termasuk untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah dan
Pembangunan di desa/Kelurahan. Sedangkan Perda Nomor: 3 Tahun 2001, menyebutkan:
Tanah Ayahan Desa ini sebagai Tanah Ayahan Desa Pakraman, yaitu: tanah milik Desa
Pakraman baik yang berada di dalam maupun di luar Desa Pakraman.

Dalam kenyatagnnya kedua peraturan tersebut tidaklah jauh berbeda hanya saja
penyebutan istilah Desa Adat yang diganti di dalam Perda Nomor: 3 Tahun 2001 menjadi
Desa Pakraman, Adanya tanah-tanah seperti Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayaban
Desa (AYDS) di Bali mempunyai nilai Religius Magis, artinya keberadaan tanah-tanah
tersebut mempunyai hubungan dengan upacara-upacara keagamaan (Agama Hindu)
yang dilakukan oleh setiap Desa Adat Bali. Dalam pemanfaatan tanah - tanah tersebut
memperlihatkan dalam tiga bentuk yaitu tanah adat berfungsi ekonomis, sosial dan
keagamaan. Ketiga fungsi ini menurut bukum adat saling menunjang, seperti dikatakan
oleh I Gusti Gede Putra:

“Bagi Krama Desa yang mendapat tanah adat, khususnya Tanah Pekarangan Desa

(PKD) dan Tanah Ayzhan Desa (AYDS) diwajibkan untuk ngayah kepada Desa

Adat, semua beban ini merupakan imbalan atas tanah adat yang diberikan kepada

Krama Desa oleh persetujuan Desa Adat. Kehidupan semacam ini merupakan

cerminan dari pelaksanaan seutuhnya dari Tri Hita Karana yang merupakan

landasan filosofis dari Desa Adat di Bali,”®

Menurut Ter Haar masyarakat tersebut mempunyai hak atas tanah itw dan

*I Gusti Gede Putra, Tatr Tuntun Miwah Midabdabin Desa Adat Ring Bali, Jawatan Agama Hindu
dan Budba Propinsi Bali, 1973, h.2-3.

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

menerapkannya baik keluar mavpun kedalam (keberlakuan hak ulayat). Atas dasar
kekuatan berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak
untuk menikmati tanah tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang
sama dan sebagai satu kesatuan bertanggung jawab terhadap perilaku menyeleweng yang
dilakukan oleh orang asing tersebut. Atas dasar kekuatan berlakunya kedalam masyarakat
mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya sesuai
dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukkan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-
hak pribadi serta menarik bagian tanah tertetntu dari hak menikmatinya secara pribadi,
untuk kepentingan masyarakat secara langsung memiliki keberlakuan.”
Dengan berlakunya hak unlayat tersebut, tiap-tiap anggota persekutuan berhak untuk
mengadakan hubungan hukum dengan tanah serta dengan segala sesuatu yang ada diatas
tanah ulayat. Apabila anggota-anggota ulayat mengadakan hubungan hukum dengan
tanah ataupun dengan isi dari tanah ulayat, maka anggota tersebut mempunyai
hubungan tertentu dengan tanah ulayat. Hubungan tersebut dapat berupa hak-hak atas
tanah dan kalau yang mengadakan hubungan hukum tersebut adalah perseorangan, maka
timbullah hak perseorangan atas tanah ®* Mengingat penting dan eratmya hubungan tanah
bagi kehidupan manusia, maka setiap orang tentu memerlukan tanah, akan tetapi tidak
setiap orang dapat memiliki tanah karena berbagai faktor sepertikkemampuan finansial
yang tidak mampu membeli bagi yang ekonominya lemah atau alasan efisiensi keuangan
bagt perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi disuatu tempat.

Manusia menurut kodratnya akan selalu hidup bersama dengan manusia lainzya

(berinteraksi) oleh karena itu manusia disebut sebagai mahluk sosial yang menurut

"Made Suasthawa Dharmayuda, Op.C#, h.16
*Djaren Samagih, loc.Ciz, h 81
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Aristoteles disebut dengan: “Zoon Politican” yang berarti manusia selalu hidup bersama
dalam suatu pergaulan hidup™. Wujud dari hubungan antar manusia itu adalah beraneka
macam, salah satu dari hubungan tersebut adalabh dalam bentuk perjanjian. Dalam hal ini
tentu akan terjadi interaksi antara pemilik tanah dengan calon pembeli atau antara
penyewa tanah dengan yang menyewakan. Akibat dari perbuatan ini maka akan tampak
pengaruh dari hukum perjanjian. Mengenai rumusan perjanjian dapat dilihat dalam
ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai
berikut: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satn orang atau lebth
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Apabila dicermati dari definis
hukum perjanjian tersebut dengan dikaitkan penulisan ini, khususnya perjanjian sewa-
menyewa tanzh adat bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak
dan satu kewajiban dan adanya hubungan hvkum yang menyangkut hukum kekayaan
antara dua orang atau lebih, yang mana terdapat 2(dua) pihak yang saling berinteraksi
yaitu: Pihak yang menyewakan (Desa Adat) dengan Penyewa.

Berkenaan dengan sewa menyewa tanah Pasal 44 ayat (1) UUPA menentukan:
Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak atau
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar
kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Apabila diperhatikan penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA yang menyatakan,
Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan sebagai pemilik tanah,

maka berdasarkan Pasal 2 ayat(4) UUPA masyarakat hukum adat (desa adat) sebagai

°lda Ayu Astika, I Made Tjatra Yasa, Ngakan Kett Dumia, Penganar Sosiologi, Senat
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1988, h.1
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yang diberi kuasa oleh Negara selaku pelaksana (pengelola), apakah itu berarti sama
halnya desa adat tidak berhak untuk menyewakan tanah karena desa adat bukan sebagai
pemilik tanah (belum adanya penunjukkan desa adat sebagai badan hukum yang berhak
memiliki tanah hak milik), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963
tentang penunjukkan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Adapun
batasan badan hukum menurut R.Subekti, adalah: “Suatu badan atau perkumpulan
vang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta
memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim™® Dalam
hubungan ini Wirjono Prodjodikoro mengemukakan badan hukum adalah: “Badan yang
disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan
yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang
lain atau badan lain” "

Dari pendapat-pendapat. di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan
hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:

-Perkumpulan Orang (organisasi);

~-Dapat melakukan perbnatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan

hukum (rechtsbetrekking);

-Mempunyai harta kekayaan sendiri;
-Mempunyai pengurus;

-Mempunyai hak dan kewajiban;

-Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan."

Bila dilihat secara “sekilas” memang Desa Adat sudah termasuk sebagai badan
hukum akan tetapi belum adanya penunjukkan dari Pemerintah tentang Desa Adat

sebagai badan hukum yang boleh memliki hak atas tanah, maka akan menimbulkan

“Chidir Ali, Badan Hukum, Cet kedua, PT. Alumni, Bandung, 1999, h.19
"ibid, h.20
2rbid, h.21
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ketidakpastian hukum bagi Desa Adat dalam melakukan hubungan hukum, misal:sewa-
menyewa kepada pihak lain. Dari kenyataan yang ada di masyarakat, seperti di Desa
Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, eksistensi Desa adat terhadap hak
menguasai tanah adat tetap diakui, seperti perbuatan hukum perjanjian sewa-menyewa
tanah adat yang dilakukan oleh Desa Adat atas tanab desa. Hal mana bisa dilihat dalam
Putusan Reg. No.599 K/Pdt/1996 (Inkracht) yang memenangkan desa adat dan
membolehkan menyewakan tanah adat. Untuk menjamin kepastian hukum dalam
melakukan perbuatan hukum khususnya sewa-menyewa tanah adat, karena belum adanya
penunjukkan Desa Adat sebagai badan hukum yang boleh memilki hak atas tanah,
maka diperlukan pengkajian mengenai pengaturan tanah adat dan kewenangan desa
adat, tanpa mengesampingkan fungsi ekonomis dari tanah tersebut. Penetapan Desa Adat
sebagai badan hukum yang boleh memiliki hak atas tanah, diperlukan untuk
mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada krama adat (masyarakat
hukum adat) dalam berbagai aspek kehidupan baik menyangkut hubungan dengan Ida
Sanghyang Widi Wasa, dengan sesama manusia dan hubungannya dengan alam
sekitarnya yang disebut di Bali “Tri Hita Karana” yang mana merupakan landasan
filosofis dari Desa Adat di Bali.

Dari latar Belakang Permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah sebagai benkut:

a. Bagaimanakah pengaturan tanah adat yang dikuasai oleh desa adat di Bali?

b. Apa prinsip hukum penutupan perjanjian sewa-menyewa tanah adat di Bali?
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2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
2.1. Tujuan Penelitan
a.) Meneliti serta mengkaji tentang bagi pengaturan tanah adat yang dikuasat oieh
desa adat di Bali.
b.) Meneliti dan mengkaji tentang prinsip hukum penutupan perjanjian sewa-
menyewa tanah adat di Bali yang dilakukan oleh desa adat di Bali.
2.2. Manfaat Penelitian
a) Memberikan gambaran dan kejelasan terhadap pengaturan tanah adat
yangdikuasai oleh desa adat di Bahi.
b.) Memberikan gambaran dan kejelasan terhadap prinsip hukum penutupan

perjanjian sewa-menyewa tanzh adat di Bali.

3. Kajian Pustaka

Keberadaan Desa Adat khususnya di Bali masih diakui keberadaanya oleh warga
desa walaupun perkembangan jaman sudah berubah dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur pemerintahan desa silih berganti. Kenyataan ini menunjukkan
bahwa warga desa khususnya di Bali berupaya untuk melestarikan Desa Adatnya masing-
masing dan tidak tergantung dari campur tangan pemerintah."

Adapun pengertian desa-adat sendiri yang terdiri dari dua suku kata yakm

desa dan adat. Istilah desa mempunyai beberapa pengertian., yaitu:

Desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang luas dengan batas-batas tertentu
meliputi kompleks tempat tinggal, sawah, tegalan, dan kubu-kubu (pondokan-

“Ida Bagus Putu Sudiarsha, Eksistensi Yuridis Tanah Ayahan Desa di Propinsi Bali, Tesis
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, h.12.
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pondokan). Dalam pengertian yang lebih sempit, desa adalah merupakan pusat
kediaman kelompok masyarakat yang disebut krama desa. Disini pengertian desa
itu tidak meliputi tanah sawah, tegalan, dan kubu-kubu, schingga pengertian desa
dalam hal ini lebih ditujukan kepada orangnya yang menjadi krama desa."

Sedangkan kata adat sendiri mengandung pengertian yaitu:

Kata adat bukanlah kata yang berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa
daerah di Indonesia, melainkan berasal dari kata dalam bahasa Arab yang menurut
Van Vollenhoven berarti kebiasaan. Dalam bahasa-bahasa Indonesia pada
berbagai suku atau golongan, dipakar istilah-istilah yang bermacam-macam yaitu
di daerah Gayo: odot; di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur: adat atau ngadat;di
daerah Minangkabau: lembago atau adat-lembago; di dacrah Minahasa dan di
daerah Maluku dipakai istilah adat-kebiasaan; di daerah Batak Karo dipakai
istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan. Di Bali kata
adat mulai dikenal sejak zaman penjajahan Belanda sekitar permulaan abad ke-20
yang diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat
yang berlangsung secara turun—temurun.Demikian pula istilah desa adat, baru
dipopulerkan sejak zaman pemeriniahan Belanda di Bali dan untuk
membedakannya dengan desa dinas yang dibentuk oleh Belanda.”

Adat sebagaimana telah diuraikan berasal dari aturan-aturan atau kebiasaan yang
dianggap telah patut yang disepakati bersama sebagai aturan tata-tertib dalam kehidupan
bermasyarakat dan diserta: dengan adanya tindakan atau sanksi yang dilaksanakan oleh
Kelihan Adat (di beberapa desa disebut Bendesa Adat atau Kelithan Desa). Sanksi adat
ada yang berwujud denda dan sebagian besar bersifat psikologis seperti misaloya:
disisthkan dalam masyarakat, tidak diajak bicara, tidak diikut sertakan dalam kegiatan
masyarakat dan lain sebagainya yang kesemuanya itu merupakan suatu sanksi sosial.'®
Dengan adanya sanksi adat tersebut, maka istilah desa adat mempunyai hukum adat yang
sebagian besar tidak merupakan hukum tertulis. Maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa

pengertian desa adat secara garis besarnya adalah:

“Kantor Gubemur Propinsi Daerah Tingkat I Bali Seksi Kepala Biro Bina Sosial dan Mental
Spirimal,lgnvenmﬁsasi Aspek-Aspek Nilai Budaya Bali, Denpasar, 1982, h.12.
Thid, h 8
"*Hasii Wawancara dengan | Ketut Warkadea “Kelian Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan™, tanggal 7 juli 2003
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Segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berazazkan pandangan
hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suat
kediaman bersama. Desa adat merupakan suatu kesatuan, suatu tata susunan yang
tertentu, baik keluar maupun kedalam. Masyarakat hukum desa atau desa adat
juga melingkupi kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak diluar wilayah desa
yang sebenarnya yang lazim disebut dukuh atau pondok/kubu, tetapi yang juga
tunduk pada pemimpin desa adat bersangkutan."’

Sesuai dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia, bahwa di Bali sekarang
terdapat dua jenis desa yaitu: desa dinas dan desa adat. Desa dinas adalah merupakan
kesatuan wilayah administrasi terkecil dalam suatu susunan wilayah pemerintahan
Negara Republik Indonesia. Kepala desa dinas dahulu disebut Perbekel, yang sekarang
disebut Lurah, dan berkedudukan scbagai aparat pemerintah di desa yang berfungsi
melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Akan tetapi yang dimaksud desa menurut Undang-
undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah desa dinas. Meskipun
demikian baik desa dinas dan desa adat sama-sama telah mempunyai otonomi, yang asli
berdasarkan hukum adat setempat. Sehingga desa dinas dan desa adat adalah sama-sama
sebagai desa otonom.

DiBali Kepala Desa Dinas adalah menyangkut urusan pemerintahan terendah
dibawah Camat. Sedangkan wrusan vang berkaitan dengan adat dan agama
diselenggarakan oleh Desa Adat atau Desa Pakraman. Tetapi Kepala Desa Dinas tetap
mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan dan bertanggung jawab di
bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan. Ini berarti masalah masalah agama dan adat

telah tercakup didalamnya. [tulah sebabnya di dalam praktck dalam penanganan masalah

adat dan agama, antara Desa Dinas dengan Desa Adat di Bali tegale suasana

"Kantor Gubernur Propinsi Daerah Tingkat [ Bali Seksi Kepala Bire Bina Sosial dan Mentai
Spiritual, Op.Cir, h.14
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koordinatif.'"® Kedua jenis desa itu merupakan organisasi terkecil yang meliputi
sekelompok masyarakat yang mendiami atau bertempat tinggal dalam satu wilayah
tertentu, yang antara keduanya itu terdapat variasi hubungan sebaga berikut:

I.Ada satu desa dinas yang sama wilayahnya dan pendukungnya dengan satu desa
adat.

2.Ada satu desa dinas yang meliputi beberapa desa adat.

3.Ada beberapa desa dinas yang berada dalam satu wilayah desa adat.

4.Ada wilayah desa dinas yang meliputi sebagian desa adat tertentu dan sebagian
lagi desa adat lainnya.”

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep desa menurut Undang-undang Nomor
22 tahun 1999 Pasal | huruf o menentukan bahwa desa atau yang disebut dengan nama
lain selanjutnya disebut desa, adalah: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dam mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan
nasional dan berada di daerah kabupaten. Dari pengertian tentang desa yang dirumuskan
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pasal 1 huruf o, maka dapat ditarik kesimpulan
yaitu;
Adanya pengakuan dari pemerintah mengakui kebinekaan asal-usul dan adat
istiadat dalam pembentukan desa adat, kesatuan masyarakat hukum (adat) dan
merupakan badan hukum (subjek hukum) yang dapat melakukan perbuatan
hukum, diakui dalam sistem pemerintahan nasional, tetapi tidak sebagai perangkat
pemerintahan yang langsung berada di bawah Camat/Bupati. Desa adalah
pemerntahan yang otonom. Kepala Desa bertanggungjawab pada rakyat melalui
Badan Perwakilan Desa (BPD) serta wajib lapor mengenai pelaksanaan tugasnya
kepada Bupati Berbeda dengan kelurahan yang wmerupakan perangkat

kecamatan, dan lurah bertanggung jawab kepada Camat dan berada di Daerah
Kabupaten, ini memberi isyarat bahwa di daerah perkotaan (kotamadya) tidak

"*Hasil Wawancara dengan 1 Ketut Warkadea “Kelian Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan™, tanggal 7 juli 2003

“Hasil Wawancara dengan I Gusti Ngureh Sudirima “Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Pemerintah Kabupaten Buleleng”, tanggal 8 Juli 2003
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dibentuk Pemerintahan Desa tetapi kelurahan, ™

Adapun pengatran desa adat juga diatur di dalam Perda Nomer 3 tabun 2001
yang menggantikan Perda Nomor 06 tahun 1986 tentang kedudukan fungsi dan peranan
desa sebagat kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Bali tidak berlaku lagi
dan istilah desa adat diganti dengan istilah desa pakraman yang sebenarnya pemah
dipakai sebelum munculnya istilah desa adat. Batasan tentang Desa Pakraman menunut
Perda Nomor 3 tahun 2001 nampak tidak ada perbedaan sama sekali dengan batasan desa
adat menurut Perda Nomor 06 tahun 1986. hal ini nampak dari pengertian Desa
Pakraman.

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang

mempunyai safu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat

Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atan Kahyangan Desa

yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak

mengurus rumah tangganya sendiri.™

Begitu juga diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem
pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia mengakui eksistensi dan otonomi desa
adat, yang menyebutkan:

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan

mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan
hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.>

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dan Undang- Undang Dasar 1945 tentang desa dan batasan

“Made Suasthawa Dhammayuda, Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali,
Cet. I, PT.Upada Sastra bekerjasama dengan Yayasan Adi Karya IKAPI dan FORD FOUNDATION,
Denpasar, 2001, h.12.

“'Made Rimbawa, Desa Pakraman Kendala dan Hambatan Dalam Penerapannya, Makalah
disampaikan melalui Paruman Prajuru Desg Pakraman, Buleleng, 2003, h.1.

ZKantor Gubemur Propinsi Daerab Tingkat I Bali Seksi Kepala Biro Bina Sosial dan Mental
Spiritual, Cp.Ciz, h.11
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tentang Desa Adat beserta penjelasannya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu
masith mengakui keberadaan “Desa Adat” sebagai desa otonom dan tetap dihormati
sebagai persekutuan hukum yang asli yang mempunyai karakteristik tersendiri dan serta
mempunyai kewenangan untuk mengatur kewenangan rumah tangganya tersendiri yang
dalam hal ini dilakukan oleh kelian adat sebagai pemimpin di desa adatmya masing-
masing. Dengan diakui keberadaannya serta dihormatinya kedudukan persekutuan hukum
itu mengandung arti diakuinya persekutuan hukum tersebut dalam kehidupan bernegara
di Indonesia, bahkan ditegaskan lagi bahwa segala peraturan Negara yang mengenai
daerah akan tetap mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Jadi jelaslah bahwa
persekufuan hukum yang berupa desa adat di Bali telah mendapat tempat dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang berupa pengakuan terhadap otonominya yang
bersifat ash.

Mengingat Desa Adat sebagat persekutuan hukum adat mempunyal peran yang
sangat penting terbadap hak-hak atas tanah adat. Maka kedudukan tanzh dalam hukum
tanah adat mempunyai peranan yang sangat sentral, karena kenyataan menunjukkan
bahwa tanah disamping sebagai tempat tinggal juga merupakan sumber kehidupan
manusia, tempat roh-roh leluhur dan roh-roh yang melindungi masyarakat hukum adat.
Hal im menunjukkan adanya keterikatan persekutuan hukum adat dengan tanah adat yang
ada diwilayahnya.

Menurut I Made Suasthawa Dharmayuda:

“Bagi Masyarakat Hukum Adat, maka tanah mempunyai fungsi sangat

penting, tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Tanzh merupakan dimana warga

masyarakat Hukum Adat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan
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kehidupan baginya™”

Berdasarkan kertentuan Pasal 2 (4) UUPA menyebutkan bahwa: Hak menguasai
dari Negara tersebut di atas pelaksanaanya dapat dikuasai kepada daerah-daerah
Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah. Pengertian menguasal dar Negara disini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2)
UUPA meliputi kewenangan untuk:

a.Mengatur dan menvelenggarakan peruntukkan, penggunaan persediaan dan

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

b.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum, antara orang dengan

bumi, air, dan mang angkasa;

c.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan hukum vang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.™

Dari  ketentuan tersebut dapat ditarik suvatu kesimpulan bahwa adanya
pendelegasian dari Pemerintah Pusat sebagai wakil Negara kepada daerah Swatantra juga
masyarakat hukum adat dalam hal penyelenggaraan hak menguasai dalam artian
melakukan perbuatan hukum yang menyangkut pemakaian tanah. Akan tetapi perlu
diketahui bahwa di dalam memori penjelasan atas UUPA dalam penjelasan umum 11
tentang dasar-dasar dari hukum agraria nasional, perkataan dikuasai tersebut diatas
bukanfah dimiliki, Untuk itu dalam ketentuan konversi Pasal II ayat 1 Undang-undang
Pokok Agraria disebutkan hak atas druwe desa bila dikonversi menjadi hak mlik,
sepamjang pemegang haknya memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik atan
kecual jika yang mempunyat hak tidak memenuhi syarat, sebagai yang tersebut dalam

Pasal 21 UUPA jis Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 mengatur tentang

’ijade Suasthawa Dhamayuda, Op.Cir., h.9.
“Ibid
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penunjukkan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah sebagai berikut:
a.Bank-Bank yang didirikan oleh Negara.
b.Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan
Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (LN.1958 nomeor 139).

c.Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah
mendengar Menten Agama.

d.Badan-badan sosial vang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agrana setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial

Dari ketentuan tersebut nampaklah bahwa desa adat belum ditunjuk sebagai
subyek hak yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Oleh karena desa adat belum
ditunjuk sebagai subyek hak yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, bagaimanakah
halnya dengan perbuatan hukum tentang perjanjian sewa-menycwa tanah adat yang pada
kenyataanya dilakukan oleh desa adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan *

Menurut Wirjone Prodjodikuro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah;
“ Merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua
pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan
suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji itu.” Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Yahya Harahap,
perjanjian adalah: “ Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau
lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestatie dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestatie”.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam Pasal 56 tentang ketentuan-ketentuan
peralihan UUPA menyatakan:

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat

. TR
Thid
“Hasil Wawancara dengan I Made Ardana “Kuasa Hukum" dari Desa Adat Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan, tanggal 8 Juli 2003
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(1), belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat
setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak atas tanah yang memberi
wewenang sebagai mana atan mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketemtuan undang-
undang m.

Mengingat Pasal 56 merupakan pasal peralihan untuk menentukan hukum
manakah yang berlaku sepanjang belum diadakan peratuiran-peraturan tersendiri tentang
manakah yang beriaku sepanjang belum diadakan peratuiran-peraturan tersendiri tentang
hak milik yang dinyatakan akan diadakan menurut Pasal 50 ayat 1. Dalam hal ini maka
hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang
memberi wewenang yang mirip dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 20 tentang hak
milik adalah yang berlaku, penunjukkan hukum adat sebagai hukum yang harus berlaku
memang sesuai dengan ketentuan konsiderans dan Pasal 5 UUPA. Maka dari pada itu
periu adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menunjuk Desa Adat
sebagal badan hukum yang boleh memiliki hak milik atas tanah sehingga adanya
kepastian hukum oleh Desa Adat dalam melakukan perbuatan hukum dan bukan hanya
mengakui pengaturan tanah adat itu sendiri karena karena kedua hal tersebut bagaikan
dua mata sisi uang yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisabkan, yang mana

tanah adat merupakan sebagai “obyek hukum™ tentu memerlukan Desa Adat sebagai

“subyek hukum” dalam pengaturannya.

4. Metode Penelitian
a.) Pendekatan Masalah
Penelitian yang dipakai dalam penulisan thesis ini adalah penelitian hukum

normatife, dengan metode pendekatan yuridis dogmatik (statute approach) dan
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(Case Approach) yaitu terhadap putusan hakim yang menyangkut sewa-menyewa
tanah khususnya tanah adat di Bali, untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas,
yaitu mengkaji permasalahan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang
berlaku, dan putusan hakim. Dengan memakai pendekatan ini diharapkan dapat
memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaturan tanah adat yang dikuasai
oleh desa adat di Bali dan penutupan perjanjian sewa-menyewa tanah adat di Bali
yang dilakukan oleh desa adat dalam hal ini tentunya kelian desa adat sebagai
pemimpin.
b.) Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan thesis ini adalah bahan hukum
primer dan sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan (Library research) dan
Penelitian lapangan (Field research). Bahan hukum primer yaitu berupa berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan hakim, buku-buku, majalah,
artikel, dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan Bahan hukum sekunder berupa
penelitian lapangan yang dijadikan obyek penelitian adalah desa adat kecamatan
kubutambahan melalui wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan
penulisan thesis ini.
¢.) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melatui Studi Kepustakaan, baik bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara atau melalui tahapan-
tahapan kegiatan yaitu pertama, menginventarisir bahan-bahan hukum yang ada dan
selanjutnya mengidentifikasi serta mengklarifikasikannya sesuai dengan kebutuhan.

Daiam pemiiithan bahan-bahan dimaksud dilakukan melalui seleksi yang ketat, dan
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bahan-bahan hukum yang digunakan hanyalah bahan hukum vang relevan dengan
obyek penelitian,
d.} Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dart bahan hukum telah terkumpul, kemudian bahan hukum dimaksud diolah
dengan cara mengedit, mengoleksi serta menghubungkan antara bahan hukum yang
satu dengan bahan hukum yang lainnya dan kemudian menyusunnya secara
sistemnatis dalam rangka mempermudah proses analisis. Setelah melalui proses
pengolahan kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan mempergunakan
metode kualitatif yaitu dengan memberi arti dan menginterpretasikan data serta
kemudian menyajikannya secara deskriptif dalam bentuk uraian yang logis dan

sistematts.

5. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dani:
Bab T  Pendahuluan, yang terdii dart Latar Belakang Permasalahan dan
Rumusannya, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Metode
Penelitian yang meliputi: Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Prosedur
Pengumpulan Bahan Hukum serta Pengolahan dan Analisis Bahan
Hukum. Pada bagian akhir bab ini dikemukakan juga tentang Sistematika
Penulisan yang dapat dipergunkan sebagai pedoman dalam penyusunan
tulisan mi.
Bab I Pengaturan tanah adat yang dikuasai oleh desa adat di Bali, yang terdiri dari

pengaturan tanah adat sebelum berlakunya UJUPA, pengaturan tanah adat
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sesudah berlakumya UUPA, dan hak dan kewajiban desa adat terhadap
tanah adat.

Bab @I Prinsip hukum Penutupan perjanjian sewa-menyewa tanah adat di Bali,
yang terdini dari keabsahan pefjanjian sewa-menyewa tanah adat dan
penyelesaian sengketa tanah adat.

Bab IV Penutup, vang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
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PENGATURAN TANAH ADAT YANG DIKUASAI OLEH DESA ADAT DI BALI

1. Pengaturan Tanah Adat Sebelum Berlakunya UUPA

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah merupakan hal yang sangat
penting bagi kehidupan manusia. Maka dan itulah sangat dibutuhkan pengaturan lewat
hukum termasuk didalamnya hukum adat. Periode sebelum tahun 1960 yakni sebelum
berlakunya Undang-undang No. 5 Tabhun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria di Indonesia terjadi pluralisame hukum yang menjadi dasar bagt hukum
pertanahan yaitu Hukum Adat dan Hukum Barat, akan tetapi dalam penulisan ini lebih
menekankan pada tanah adat yang tunduk pada hukum adat. Dengan adanya hukum yang
mengatur tentang pertanahan maka timbullah hak-hak yang berkenaan dengan tanah,
yang disebut hak-hak atas tanah. ¥ Hak —hak atas tanah menurut Hukum Adat adalah hak
untuk menggunakan tanah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
masyarakat, serta ditaati oleh masyarakat yang menjadi anggota/krama desa adat yang
bersangkutan .

Berdasarkan pengertian hak tanah menurut Hukum Adat dikenal bermacam-
macam hak atas tanah sepert1:

1. Hak persekutuan atas tanah.

2. Hak perseorangan atas tanah.

Ad.]. Hak persekutuan atas tanah

Djaren Saragih, Loe.Cit.
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Sebelum memberikan pengertian tentang hak persekutuan atas tanah, para sarjana
memberikan istilah hak persekutuan ini dengan bermacam-macam istilah yang berbeda-
beda seperti Mr.C.Van Vollenhoven: beschikkingsrecht; Mr.R.Soepomo: hak pertuanan

Istilah-istilah seperti diatas diterjemaltkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan
istilah Hak Ulayat dimana para sarjana memberikan rumusan sebagai berikut:

a. Mr.C.Van Vollenhoven; mengatakan hak ulayat adalah suatu hak atas tanah
danl persekutuan-persekutuan hukum hanya di Indonesia yang tak dapat
dilepaskan untuk selama-lamanya dan yang mempunyai dasar keagamaan
(Religie).

b. Mr.C.C.J. Maassen en A.P.G.Hens; hak ulayat adalah hak persekutuan hukum
(umpama desa) menmurut hukum adat, vatuk mengunasai tanah dalam
lingkungan daerahnya, untuk kepentinganm para anggotanya, atau untuk
kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa
dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan
tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi
disitu dan belum dapat disclesaikan.”

¢. B.Ter Haar Bzn; hak ulayat adalah hak persekutuan hukum atas tanah yang
berlaku baik ke dalam maupun ke luar.

d. Mr.R Soepomo; dalam bukunya pada pidato permmlaan memegang jabatan
Guru Besar di Perguruan Tinggi Hukum (R.H.S.) di jakarta pada tahun 1941
yang berjudul “Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat”
memakai istilah “hak Pertuanan Desa™ *

Berdasarkan pendapat dari para sarjana tersebut maka ciri hak ulayat tersebut
pada prinsipnya mengandung hak dan kewajiban ke dalam dan ke Inar yaitu hak dan
kewajiban ke dalam maksudnya hak ulayat harus dapat menjamin kehidupan anggota
dalam lingkungan ulayat seperti tiap-tiap anpgota berhak memanfaatkan tanah di atas
tanah ulayat,

Demikian juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan tanah ulayat untuk

*R.Van Dijk, Penganior Hukun Adar Indonesia, terjemahan A Soehardi, Sumur, Bandung, 1979,
h.56.

_Z:R.Susanto, Hukum Pertanahan (Agraria), Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h.23.

Orbid.
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kepentingan bersama misalnya untuk tempat ibadah, tanah pekuburan dan kepentingan
lain yang bertujuan untuk kesejahteraan persekutuan juga persekutuan harus bertanggung
Jawab atas pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di lingkungan ulayat.

Hak dan kewapban ke luar maksudnya adanya ketentuan bagi orang luar dan
persekutuan untuk minta ijin terlebih dabulu dari kepala persekutuan bila dalam
persekutuan mereka akan mengelola tanah, maka mereka diwajibkan membayar kerugian
sebagai pengakuan hak persekutuan.

Sebagaimana diketahui bahwa di Bali yang menguasai tanah adat adalah Desa
Adat, kemudian karena sesuatu hal tertentu ada penyerahan kepada perseorangan
kelompok warga desa untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya misalnya untuk
mendirikan Pura, tanah bukti dan sebagainya. Maka tak dapat dipungkiri ajaran agama
Hindu merupaskan dasar keyakinan masyarakat Adat Bali, telah memberikan corak
tersendiri yang melandasi hampir semua pola kehidupan masyarakat adat.

“Ditinjau dari sejarahnya, cikal bakal desa adat di Bali dapat diketahui dari

kedatangan Rsi Markhandya pada masa Bali kuno pemerintah desa adat

mandiri, yang ditandai oleh kemampuannya untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat berdasarkan awig-awig yang dibuat oleh warga desa

sendiry”

Awig-awig (aturan-aturan) itu merupakan patokan mengenai apa yang boleh
dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat, schingga aturan-aturan itu membatasi sikap,
tingkah laku dan perbuatan manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya. Aturan-

aturan itu ludup dan berkembang di dalam masyarakat serta diterima sebagai suatu

1 Nyoman Sirtha, Desa Adat dan Hukum Adat serta Jenmis-jenis Tanah Adat, Makalah
disampaikan dalam rapat kerja tentang pelestarian tanah-tansh adapt di Bali yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Propinsi TK.I Bali, di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Propinsi Bali, tanggal 3 Januari
2002, h.2.
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keharusan oleh anggota masyarakat, karena setiap dari mereka menganggap akan
pentingnya suatu pembatasan ity sebab suatu kehidupan yang bebas tanpa batas tidak
dikenal di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu setiap anggota masyarakat merasa
terikat dalam suatu kehidupan bermasyarakat serta mereka merasa perlu adanya
pembatasan guna lancarnya kehidupan bermasyarakat dan terselenggaranya kepentingan
anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kesadaran teatang adanya aturan-
aturan vang hidup dan mengikat dalam hidup bermasyarakat adalah merupakan syarat
untuk terciptanya suasana kehidupan yang tertib, aman, dan damai.

Mengingat bahwa masyarakat adalah dalam proses kehidupan yang berkembang
dan aturan-aturan hidup yang ada diharapkan dapat menyesualkan diri dengan
perkembangan masyarakat, maka bentuk-bentuk aturan tertulis tidak cukup mempunyai
kemampuan guna menyesuaikan diri dengan kepentingan masyarakat. Karena itu aturan
hukum yang tidak tertulis yang lmidup dan berkembang dalam masyarakat yang pada
mulanya berupa kebiasaan-kebiasaan dan yang kemundian menebal menjadi adat-istiadat
dan akhirnva terwujud dalam aturan hokum adat adalah merupakan gejala yang tetap
mempunyai eksistensi sepanjang masa.

Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat pada masyarakat. Ia
bukan orang seorang yang pada azaznya bebas dalam segala tingkah laku perbuatan asal
saja tidak melangar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya, Menurut hukum
adat, seorang manusia adalah warga golongan, teman masyarakat dan tiap-tiap warga itu
mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam

golongan atau persekutuan vang bersangkutan,
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Berdasarkan kenyataan tersebut terwujudnya suatu desa adat di Bali bukan saja
merupakan persekutuan territorial dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama
dalam bermasyarakat, namun juga merupakan persekutuan dalam kepercayaan memuja
Tuban. Dengan lain perkataan bahwa identitas desa adat di Bali mempunyai tiga unsur
yaitu: wilayah, masyarakat yang menempati wilayab itu dan tempat suci untuk memuja
Tuban/Hyang Widhi sebagai pujaan bersama menurut keyakinannya. Perpaduan ketiga
unsur itu secara harmonis sebagai landasan terciptanya rasa hidup yang aman, tentram,
dan damai lahiriah dan bathiniah di alam kehidupan desa adat disebut “Tnhitakarana™
yang berarti tiga penyebab kemakmuran.

Penjabaran Trihitakarana itu adalah sebagai berikut:

1 Bhuwana adalah alam yang merupakan territorial atau wilayah suatu desa adat
meliputi tempat tinggal, sawah, dan tegalan yang batas-batasnya dapai
dibedakan dengan wilayah desa adat yang lain.

2 Kelompok manusia yang bermasyarakat yang bertempat tinggal di dalam
wilayah desa adat yang disebut krama desa.

3. Tempat suci uniwk memuja Tuhan/Hyang widhi sebagai pujaan bersama yang
diwujudkan dalam Kahyangan Tiga yaitu: Pura Desa, Pura Pusch, dan Pura
Dalem. Selain Kahyangan Tiga, babwa di dalam suatu desa adat kadang-kadang
ada juga Pura lainnya yang menjadi milik desa adat.™

Implikasi dann pada ketiga uasur itu adalah: krama desa sebagai kelompok
manusia yang bermasyarakat memerlukan bhuwana atau alam tempatnya untuk berpijak
dalam menempuh hidupnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam; manusia hidup di alam
dan dari alam. Maka dari itu dalam desa adat terjadi hubungan serasi antara krama desa
dengan wilayahnya, di mana mereka bertempat tinggal. Manusia yang hidup di dalam

suatu wilayah desa adat, tidak bisa hidup menyendiri tanpa berhubungan dengan manusia

“Kantor Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Bali Seksi Kepala Biro Bina Sosial dan Mental
Spirttual, Op.Cit, h.26
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lainnya yang juga sama-sama mendiami wilayah desa adat bersangkutan. Maka itu
terjadilah hubungan harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya
di dalam suatn desa adat, karena diikat oleh faktor kesamaan tempat tinggal dalam
suatu wilayah dan faktor kebutuhan manusia yang selalu memeriukan komunikasi
harmonis dengan sesamanya.

Manusia hidup tidak cukup hidup dengan kebahagiaan lahiriah saja melainkan
memerlukan kesejahteraan rohami, manusia berkiblat kepada Tuban Yang Maha
Esa/Hyang Widhi sebagai sumber kesejahteraan rohani. Hyang Widhi merupakan sebagai
pemberi perlindungan kepada manusia, pemberi tunfunan dalam manusia menempuh
kehidupan dan pemberi kebahagiaan lahir dan _bathin. Hyang Widhi adalah asal dan
tujuan akhir dari kehidupan manusia. Maka dari itulah Hyang Widhi selalu dimohom
agar mengayomi kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara berkelompok
dalam desa adat. Atas dasar pandangan itu, maka sctiap desa adat di Bali mempunyai
Kahyangan Tiga seperti disebutkan tadi. Dengan tercakupnya unsur ketuhanan di dalam
kehidupan desa adat di bali, maka desa adat di Bali mencakup pula pengertian sosio-
religins. Maka dani itu implikasi antara adat dengan agama Hindu di Bali adalah erat
sekali, sehingga sulit memisahkan secara tegas upsur-unsur adat dengan unsur-unsur
agama, karena adat-istiadat di Bali dipancari oleh agama Hindu dan aktivitas agama
Hindu didukung oleh adat-istiadat di masyarakat.

Di dalam aktivitas kehidupan masyarakat Bali, bahwa masalah-masalah
keagamaan di masyarakat ditangani oleh lembaga-lembaga adat seperti desa adat, banjar,
dan subak. Jalinan yang erat antara adat-istiadat dan agama Hindu di Balt yang dalam

kehidupan sehari-har berorientasi kepada ajaran agama merupakan salah satu faktor yang
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menyebabkan kokohnya persatuan dan kesatuan desa adat di Bali dan menciptakan
suasana hidup rukun, tentram dan damai serta penuh dengan kegotong-royongan.
Lngkup dinamika gotong-royong dilihat dalam kaitannya dengan sistem ckonomi, sistem
teknologi, sistem kemasyarakatan dan agama Hindu yang dianut oleh krama desa di Bali.

Desa adat mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa, sebagai
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat meliputi materiil dan
spinitual. Peranan ini terjalin dengan hakekat pembangunan nasional yang merupakan
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia, yang mengandung arti:

1.Adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam

seluruh kegiatan pembangunan.

2.Pembangunan itu merata untuk seluruh masyarakat dan selurub tanah air.

3.Yang dibangun adalah seluruh manusia dan masyarakat Indonesia, schingga

pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia serta
masyarakat maju sejahtera yang tetap berkepribadian Indonesia.*

Dalam pandangan hidup desa adat di Bali vang sangat dipengaruhi serta dijiwai
oleh kebudayaan Bali dan agama Hindu, terkandung suatu konsep dasar mengenai
kehidupan yang dicita-citakan dan yang dianggap baik di dalam masyarakat. Pada
hakekatnya pandangan hidup yang demikian memberikan penilaian yang tinggi terhadap
azaz kebersamaan dan azaz berbakti. Kedua azaz ini berpangkal pada pandangan hidup
masyarakat yang menganggap bahwa manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi
hidup bersama dengan komunitinya, masyarakatnya dan alam sekitamya. Alam
pemikiran seperti itu disebut sistem makrokosmos, dimana manusia merasakan dirinya

hanya sebagai suatu unsur kecil saja yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam

*Kantor Gubemur Propinsi Daerah Tingkat I Bali Seksi Kepala Biro Bina Sosial dan Mental
Spirituai, Op.Cir, h.29 .
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semesta yang maha besar. Azaz kebersamaan mendorong manusia untuk berorientasi
kepada sesamanya. Azaz berbakti membangkitkan rasa pengabdian. Dalam sistem
kepercayaan masyarakat Bali, rasa bakti itu diwnjudkan dalam bentuk “Yadnya™ yang
ditujukan baik terhadap Tuhan/Hyang Widhi, terhadap manusia maupun terhadap alam.
Pandangan hidup seperti itulah yang menjadi pedoman desa adat di Bali untuk
menggerakkan dan mewujudkan perbuatan-perbuatan konkrit dalam wujud suka-duka,
gotong-royong, tolong-menolong, maupun kegiatan kerja bakti dalam berbagai segi
kelidupan desa adat meliputi ekonomi, teknologi, kemasyarakatan, dan keagamaan.
Istilah lain yang lazim dipakai untuk mewujudkan gotong royong itu adalah “salunglung
sabyantaka yang artinya bersama-sama dalam keadaan senang dan bersama-sama pula
dalam keadaan susah”
Dani kenyataan tersebut, maka kehidupan desa adat mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. Mengatur hubungan krama desa dengan Kahyangan;
2. Mengatur pelaksanaan Pancayadnya agama Hindu dalam masyarakat;
3. Mengatur penggunan kuburan;
4. Mengatur hubungan antara sesama krama desa;
5. Mengurusi tanah, sawah, dan barang-barang lainnya milik desa adat:
6. Menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap hukum adat.
7. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam masyarakat.
8. Membernikar perlindungan hukum bagi krama desa.
9. Mengikat persatuan dan kesatuan antar sesama krama desa dengan cara gotong
royong dalam bidang ckonomi, teknologi, kemasyarakatan, dan keagamaan.
10.Menunjang dan mensukseskan program pemerintah dalam memajukan desa,
pendidikan, dan perekonomian **

Demikianiah ajaran agama Hindu meresapi kehidupan masyarakat Bali umumnya

dan desa adat khususnya yang merupakan falsafah hidup sosial yang mendalam, sehingga

*1bid, h.30.
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menjadi ciri khas kepribadian masyarakat Bali yang bercorak sosio-religius. Secara
menyeluruh ajaran agama Hindu di Bali di samping memberikan bimbingan ke arah
kesempurnaan hidup, namum juga merupakan orientasi yang meluas terhadap serba
hidup, asal, dan akhir dari kehidupan di alam nyata dan tidak nyata. Demikianiah pula
hubungan timbal-balik, kerja-sama, koordinasi dan korelasi dari kehidupan menyeluruh,
terdapat dalam ajaran agama Hindu, yang memberi tuntunap serta sun teladan hidup
masyarakat. Hal itu tertuang dalam bentuk wadah dan usaha yang teratur dalam hidup
bermasyarakat dengan cara mewujudkan organisasi desa adat, banjar, dan subak yang
tertib dalam melaksanakan tata krama pergaulan di masyarakat. Dalam hal ini tidakiah
berarti, bahwa desa adat di Bali menolak kemajuan zaman, melainkan menerimanya
secara selektif untuk memperkaya kebudayaan sendiri, tanpa mengorbankan nilai-nilai
kepribadian bangsa. Dengan demikian maka dapatlah dipahami, bahwa desa adat di Bali

mengikuti kemajuan secara positif.

Ad.2. Hak perseorangan atas tanah
Dengan berlakunya hak ulayat maka tiap-tiap anggota persekutuan berhak untuk
mengadakan hubungan bukunm dengan tanah heserta semua isinya vang ada di atas tanah
ulayat tersebut. Terhadap hubungan hukum tiap-tiap anggota persekutuan, maka lahirlah
hak perseorangan atas tanah seperti misalnya: hak milik
Dalam Hukum Adat dikenal dua macam hak milik yaitu:
a.Hak mbk terikat/terkekang (ingeklemd indlands bezitsrecht) maksudnya adalah
dibatasi oleh hak lain misalnya milik komunal atas tanah, dimana sebidang
tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa. Tanah milik bersama ini di
Bali disebut “Druwe Desa™.

b.Hak milik tidak tenkat/bebas (indlands bezitsrecht) adalah hak milik dari
perseorangan yang tidak ada campur tangan dari hak-bak desa, baik dalam
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penguasaan, pengelolaan maupun dalam pemindah-tanganannya, misalnya:
sawah milik, sawah yasa dan lain-lain **

Mengenai hak atas Druwe Desa, tanah adat (Tanah Druwe Desa di Bali) ada
bermacam-macam jenisnya, terkait dengan fungsi tanah tersebut dalam masyarakat adat
sebagai wilayah territorial dan yang merupakan salah satu harta kekayaan desa adat.

Adapun jenis-jenis tanah adat yang ada di Bali dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Tanah Druwe Desa, vaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat
yang diberikan kepada krama desa (warga desa) untuk mendirikan perumahan
yang luasnya hampir sama. Kalau tanah-tanah Druwe Desa ini berupa tanah
pertanian (sawah,ladang) akan digarap oleh krama desa dan penggarapannya
diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok
yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada desa adat. Yang
termasuk tanah Druwe Desa adalah:
a.Tanah Pasar, yaitu tanah yang diapakai untuk pasar.
b.Tanah Lapang, vaitu tanah yang dipakai untuk lapangan, baik untuk
kegiatan olah raga maupun kegiatan lainnya.

c.Tanah Kuburan/Setra, vaitu tanah yang dipergunakan untuk kuburan atau
menanam mayat,

d.Tanah Bukti, yaitu tanah-tanah pertanian (sawah,ladang) yang diberikan
pada perangkat pejabat Desa atan pengurus Desa. Tanzh bukti ini mirip
dengan tanah bengkok di jawa.

2. Tanah Laba Pura, adalah tanah-tanah yang dulunya milik Desa (dikuasai Desa)
yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura. Tanah Laba Pura atau
Pelaba Pura ini ada dua macam yaitu:
a.Tanah yang khusus untuk tempat bangunan Pura, dan
b.Tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan Pura, misalnya

untuk pembiayaan upacara-upacara rutin dan biaya memperbaiki Pura, tetapi
sekarang tanah-tanah Laba Pura ini menjadi atas nama Pura. Demikian pula
di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan
oleh Kantor Agrara di dalam rangka realisasi Proda (Proyek Daerah
Agraria), juga tetap atas nama Pura.

3. Tanah Pekarangan Desa (PKD}, adalah merupakan tanzh yang dikuasai oleh
Desa yang diberikan kepada Krama Desa (Warga Desa) untuk tempat
mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir
sama untuk tiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal
dengan “ayahan”) pada Krama Desa yang menempati tanah itu ialah adanya
beban berupa tenaga atau mateni yang dibenikan kepada Desa Adat.

4. Tanah Ayahan Desa (AYDS), adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai
oleh Desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing Krama

**M.Suasthawa. Dharmayuda. Loc.Cit., h.24.
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Desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban untuk memberikan
“ayahan” berupa tenaga maupun materi kepada Desa Adat.*

Berkaitan hak milik tidak terikat (bebas) sudah tidak ada campur tangan hak-hak
desa atau hak ulayat, maka hak milik bebas ini bukan termasuk kedalam tanah adat,
walaupun kenyataannya tunduk pada Hukum Barat. Tanah adat yang disebut juga tanah
ulayat, yang mempunyai makna tanah-tanah yang ada sangkut pautnya dengan hak ulayat
(hak-hak desa/persekutuan) dan kepada pemegangnya terikat untuk melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh desa adat dan atau ditetapkan dalam awig-
awig desa adat. Dalam hukum adat yang termasuk tanah adat adalah tanah-tanah hak
ulayat (hak persekutuan) dan hak perseorangan (hak milik terikat), sedangkan hak
perseorangan yang tidak terikat bukanlah disebut sebagai tanah adat. Sampai batas imi
maka tanah-tanah adat dapat diberi batasan tanah yang bukan milik perseorangan, tetapi
milik kaum,suku,desa dan sebagainya.’’

Antara desa adat dengan tanah selalu ada hubungan, oleh karena setiap warga
desa adat memikul kewajiban-kewajiban yang patut dipenuhi atau dilaksanakannya.
Keawajiban dalam hidup bermasyarakat pada dasamya merupakan kewajiban sosial yang
patut dilaksanakan oleh manusia sebagai mahluk sosial yang menginginkan keserasian
dan keseimbangan hidup sebagai landasan untuk mewujudkan ketentraman, keadilan, dan
kesejahteraan lahir-bathin dalam persekutuan hidup bersama.

Secara garis besarnya kewajiban warga desa adat meliputi:

1. Melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa). Ayahan desa berupa:

kerja-bakti memperbaiki/membangun pura milik desa adat, menyelenggarakan

upacara Dewayadnya (ngodalin) di Pura milik desa, Pitrayadnya,
Manusayadnya, dan Resiyadnya. Menyelenggarakan penguburan jenazah

Ibid, h 40
bid, h.24
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anggota krama desa. Membantu anggota krama desa dalam keadaan susah;

2. Menyelenggarakan tugas-tugas krama desa rutin secara bergiliran, misalnya:
menjadi kesinoman, menyelenggarakan aci (upacara kecil, seperti masageh,
mabanten sodan) pada hari-hari tertentu secara periodik yang dilakukan secara
bergilir dilingkungan anggota krama desa dengan sistem urak. Berkewajiban
mengeluarkan papeson (wajib materi) untuk kepentingan krama desa dan
melaksanakan tugas-tugas lainnya dari krama desa adat, menyelenggarakan
pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, dan melaksanakan
tugas-tugas lainnya bagi desa adat;

3. Wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang beriaku bagi desa adat
yaitu: awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, paswara, dan sima yang
telah berlaku. Selain itu warga desa adat berkewajiban pula menjaga
keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya, dan
melaksanakan suka-duka (gotong-royong) antara sesamanya.™

Mengenai wajib kerja dan wajib materi untuk desa adat, menurut awig-awig

(peraturan adat) di Bali secara garis besarnya ada pengecualiannya yaitu:

1. Bagi para Sulinggih (pendeta) dibebaskan dari wajib kerja dan wajib materi,
karena kedudukan seorang Sulinggih adalah dipandang suci dan patut
dihormati oleh krama desa. Di samping itu seorang Sulinggih, bertugas
melakukan “Lokaphalasraya” yaitu menyelesaikan upacara keagamaan di
masyarakat, dan berfungsi sebagai “Guruloka” yaitu pemimpin masyarakat di
bidang keagamaan dan kerohanian;

2. Bagi anggota krama desa yang janda, dibebaskan dari wajib kerja pria dan
wajib materi dikenai hanya setengahnya. Demikian pula bagi anggota krama
desa yang duda, dibebaskan dari wajib kerja wanita dan wajib materi dikenai
hanya setengahnya.

3. Bagi mereka yang yatim piatu dan belum kawin, demikian pula bagi mereka
yang tua renta dan tidak mempunyai siapa-siapa, dibebaskan dari wapb kerja
dan wajib materi.*

Adapun hak-hak warga desa adat adalah:

1. Berhak untuk memilih kepala desa adat;

2. Ikut serta dalam sangkepan (rapat) desa adat;

3. Ikut serta dalam pemerintahan desa adat bersama-sama dengan Prajuru lainnya,
berhak dipilih sebagai Prajuru dan lain-lainnya;

4, Berhak menggunakan fasilitas milik desa adat;

5. Berhak minta bantuan tenaga untuk keperluan menyelenggarakan upacara
agama.®

Tesis

f:Hasil Wawancara dengan Made Rimbawa “Kelian Desa Adat Buleleng”, tanggal 8 Juli 2003
Ibid
O1bid
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2.Pengaturan Tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA

Pada jaman Penjajahan kolomial Belanda dabhulu, penduduk Indonesia dibagi
menjadi 3 golongan yaitu:

1.Golongan Eropah dan yang dipersamakan dengan mereka (yaitu orang-orang

Jepang).

2 .Golongan Timur Asing, masing-masing dengan hukumnya sendiri.

3.Golongan Indonesia Asli (Bumi Putra).

Pembagian tersebut mengakibatkan adanya dua macam hukum yang berlaku bagi
mereka yaitu: Hukum Barat dan Hukum Adat. Dari adanya pembagian itu tentu saja
membawa pengaruh pada Hukum Agraria, yaitu adanya dua macam bukum tanah:

a.Hukum Tanah Barat yang menyebabkan adanya hak atas tanah Barat.

b.Hukum Tanah Adat yang menyebabkan adanya hak atas tanah Adat.

Setelah Negara Indonesia merdeka dirasakan tidak sesuar lagi, dan mengena:
pembagian golongan-golongan penduduk Indonesia harus dihapuskan. Penghapusan
tersebut sudah barang tentu membawa pengaruh pada hukum agrarian. Sehingga Hukum
Agraria yang ada, yaitu ciptaan dari Pemerintah Belanda jelas tidak sesuai fagi dan petla
dibentuk Hukum Agrana Nasional, yang berlaku bagi semua penduduk Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Indonesia berusaha
membentuk Hukum Agraria Nasional yang bersifat “Unifikasi” artinya berlaku untuk
semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Hasil dari usaha tersebut melahirkan suatu
Undang-undang yaitu Undang-undang No.5 tabun 1960 tentang “Peraturan Dasar
Undang-Undang Pokok Agraria” yang berlaku mulai tanggal 24 September 1960 (LN

1960 No.104 TLN No.2043).
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka UUPA mempunyai peran yang sangat
penting dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia, karena UUPA mengandung nilai-
nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berpri-
kemanusiaan dan berkeadilan sosiai. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan UUPA
yang bermakna:

1.Tanah dalam tatanan yang paling tinggi dikuasai oleh Negara dan digunakan

untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

2.Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;

3.Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa, oieh sebab itu tanah tidak boleh

diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan;

4.Setiap warga Negara vang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan

sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesvai dengan kelestanan
hagkungan hidup dan produktifitas sumber daya alam;

5. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.*!

Dari hal tersebut diatas tampak bahwa UUPA mengakui hukum adat atas tanah
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Hukum Adat tanah ini oleh UUPA telah
dijadikan dasar dari pada Hukum Agraria Nasional. Dengan dijadikannya dasar hukum
adat sebagai Hukum Agrana Nasional, maka sudah barang tentu akan berdampak cukup
besar pada perangkat peraturan perundang-undangan Agraria Nasional secara
keseluruhan. Dengan berlakunya UUPA menurut Wirjono Prodjodikuro, maka Negara
Indonesia membuka jalan yang tegas bagi perkembangan hukum di Indonesia ke arah
tetap berlakunya hukum adat sebagai intt hukum bagi segenap penduduk Indonesia pada
khususnya.”? Sedangkan Soeripto menyatakan bahwa dalam UUPA tersebut dapat

diketemukan suatu bukti tentang suksesnya usaha.pemakaian hukum adat dan sebagai

“Brahmana Adhie dan Hasan Bhasti Waita Manggala, Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan
Hok-Hak Atas Tanah Ditinjan Dari Aspek Bukum, Sosial politik, Ekonomi, Hankam, Teknik, Agama, darn
Budaya, Cetakan I, Maadar Maju, Bandung, 2002, h.76.

*“wirjono Prodjodikaro, Rancangan Undang-undang Hukwm Perjanjian, Kongres Hukum dan
Masyarakat, Jakarta, 1981, h.105
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hasil usaha menyelamatkan Pancasila dalam pembangunan dan pembinaan tata hukum
Nasional.®

Dalam UUPA hak-hak atas tanah adat tersebut digunakan istilah hak ulayat. Hak-
hak atas tanah termasuk kekayaan alam yang terkandung di daiamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara dan pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah-
daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperiukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah (Vide Pasal 2 avat (1 dan 4)). Hak-hak atas tanah adat di Bali mempunyai
karakteristik karena mempunyai sifat relegius, sosial, dan ekonomus. Sehubungan hal
tersebut ciri-ciri hukum tanah adat meliputi tiga hal, yaitu:

1.Adaaya persekutuan hukum adat sebagai subyek komunal;

2.Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan tanah

komunal;
3.Adanya persekutuan hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu atas tanah.
tersebut.*

Berkaitan dengan pengaturan tanah uwlayat (tanah adat), UUPA mengakuinya,
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan mengmgat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan

hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang

kenyataanntya masih ada, harus sedermkian rupa sehingga sesuai dengan

kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa

serta fidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan

lain yang lebih tinggi”.*

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut, menuwrut Boedi Harsono,

hak ulayat diakui oleh UUPA, akan tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat yaitu mengenai

SSoeripto, Hukum Adat dan Pancasila dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, Fakultas
Hukum Universitas Jember, 1570, h.28

“Ibid, h.30

* Iman Sudiyat, Loc.Cit.
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eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya.

“Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataanya masth ada (Pasal 3). di

daerah-daerah di mana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di

daerah-daerah di mana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak

ulayat baru. Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa
serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang

lebih tinggi” *

Hal senada juga diucapkan oleh Menteri Agraria Sajarwo di dalam sidang
DPRGR tertanggal 14 September 1960, bahwa hak ulayat yang diakui adalah hak ulayat
yang nyata-nyata masth ada, artinya yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan.*

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Parlindungan menyatakan bahwa Pasal 3
i harus dikaitkan kepada Pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlakunya hak-hak
ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur
oleh Pasal 3 tersebut yaitu:

1. Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup)

2. Harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional/Negara

3.Tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain.®

Dari apa yang diuraikan diatas, dapat distmpulikan bahwa keberadaan tanah adat
setelah berlakunya UUPA masih tetap diakui status dan fungsinya oleh Peraturan
perundang-undangan dan masyarakat hukum adat di Bali. Hal ini dapat dilihat dari
kenyataan yang ada, masih banyak tanah-tanah adat yang dikuasai oleh Desa Adat secara

langsung maupun yang telah diserahkan kepada krama desa (warga desa) untuk dikelola,

“Boedi Harsono, Hukum Agrana Indonesia, Bagian Pertama, Sejarah Pemyusunan Isi dan
Pelaksanammya, Jambatan, Jakarta, h 197-198

*"H Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indenesia,
Edisi [, Cetakan ke I, Akademika Pressindo, Jekarta, 1994, h 39,

“ Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1978, h.13

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

37

akan tetapi penguasaannya tetap dalam penguasaan desa adat. Dibawah int dapat dilihat
hasil penelitian jenis-jenis tanah adat di dua Kabupaten di Bali, yaitua Kabupaten Gianyar
dan Buleleng.

Di Kabupaten Gianyar jenis-jenis tanah Desa Adat dapat dilihat pada tabel I, yaitu
Tanah Pekarangan Desa (23,90 %), Tanah Ayahan Desa (33,07 %), Tanah Laba Pura
(51,17 %), dan Tanah Desa (27,10 %).

Tabel I: Tanah Desa Adat Pada Setiap Desa Adat di Kabupaten Gianyar

[NO [ Kecamamn | DesaAdat | PKD AYDS | LABA | TANAH
| n % % | PURA% | DESA%

I. I Sukawati | 32 5,14 % 657% i 933% 1 331%
2. | Blahbatuh i 36 322% 332% 1 721% | 501%
3. | Gianyar ,l 39 261% ! s98% [ 607 % 509%
4 | Ubud { 32 1,9% ! s503% | 887 % 208 %
1.5. | Tampak Siring ! 34 2,13 % 318% | 669 % 333%
| 6. | Tegalalan 35 2.55%
| 7. ! Payangan 47 5,73 %
‘z | Jumlah 265 4 3307% | 5117% 2710 %

Dt Kabupaten Buleleng jenis-jenis tanah Desa Adat dapat dilihat pada tabel I,
yaity Tanah Pekarangan Desa (36,87 %), Tanah Ayahan Desa (29,67 %), Tanah Laba
Pura (73,65 %), dan Tanah Desa (35,94 %). Dan data-data tersebut diatas ing
menunjukkan masih adanya tanah-tanah adat di Kabupaten Buleleng dan Gianyar serta
keberadaan dari desa adat selaku penguasa dari tanah adat masih diakui keberadaannya.

Tabel II: Tanah Desa Adat Pada Setiap Desa Adat di Kabupaten Buleleng

[NO | Kecamamn | DesaAdat | PKD | AYDS : LABA | TANAH
] S S L% 4 % o PURA%  DESA%

U | Tejakula | T TS 1T 7% 873 % | SAV% |
2.\ Kubutambahan | 29 " 812% ' 332% | 715% | 431%

3. !Sawam 130 | 467% | 372% . 817 % | 29%

4. ' Buleleng | 18 | 2,02% | 441% ¢ 912% | 198%

5. [ Sukssada | 15 | 313% | 258% ! 519% | 433%

6 |Bamjar | 14 L 632% | 1L74% 749 % 1,02%
(7 i Semrit T T g T T 400% 3,55% 511 % 2,03%

8. | Busungbiu 10 | 281% 145% . 1002% . 615%

9 | Gerokgzk 11 | 1.90% 1,39% 1 1267 % | 171%
t | Jumiah ____d_j 165 | 3687% 2967% 1 1365% ., 3594% i

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

38

Apabila dicermati dari keberadaan tanah-tanah adat di Bali khususnya untuk Desa
Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan maka dapat ditarik suatu kesumpulan
bahwa tanah-tanah adat yang ada lebih banyak dipergunakan pemanfaatannya untuk
keperluan Religius, akan tetapi penggelolaannya diserahkan kepada Desa Adat.* Hal
tersebut dapat dilihat secara terperinci pada (lampiran) tabel daftar tanah Pelaba Pura
Desa Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, yang telah saya lakukan suatu
penchtian lapangan (research), berdasarkan surat dari Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIV Bali, Nusa Tenggara, Tim-Tim.
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. 8.1069/WPJ.14/KB.0204/1991.
Berkaitan dengan keberadaan tanah adat maupun penguasaan tanahnya oleh desa
adat, maka dikeluarkanlah suatu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor.5 Tabun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang “Pedoman
Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat™, dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan:
“Hak ulayat dan serupa ite dari masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut hak
ulayat) adalah kewenangan yang menurnt hukum adat yang dipunyai masyarakat
hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para
warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam
wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari
hubungan secara lahiriah dan bathiniah secara furun temurun dan tidak terputus
antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan™
Mengenat pelaksanaan pengusaan hak ulayat ditur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Peraturan Mentert Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut antara
lam:

(1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan

“Hasil Wawancara dengan 1 Ketut Warkadea “Kelian Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan”, tanggal 7 juli 2003
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oleh masyarakat hukum adat yang beréauglcluan menurut ketentuan bukum
adat setempat,

(2) Hak ulayat masyarakat hukumn adat dianggap masih ada apabila:

a.Terdapat kelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hulum adatmya
sebagai warga bersama sutu persekutuan tertentu, yang mengakui dan
menetapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan
sehani-harj:

b.Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan mdup warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya
sehari-hari.

c.Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan
penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum adat.

Penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebuh lanjut mengenai tanah
ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria diatas dilakukan oleh Pemerintah daerah
dengan menyertakan para pakar hukum adat, dan masyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut tanah adat yang ada di bali dapat
dikatagorikan sebagai tanah ulayat, maka pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah
yang bersangkutan.

Pedoman tersebut hanya terbatas pada penentuan masih adanya hak ulayat dan
pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat yang bersangkutan. Mengenai keberadaan
Desa Adat sendint sebagai yang “menguasai” atas tanah desa itu sendin diatur di dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.3 tahun 1997 tentang “Pemberdayaan dan
Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat”, dalam Pasal 8 ditentukan bahwa:
lembaga adat berkedudukan sebagar wadah organisasi yang berada di luar susunan
orgamisasi Pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Dacrah
Tingkat II, Kecamatan, dan/atau Desa Kelurahan,

Pengakuan lembaga adat sebagai lembaga otonom bukanlah diartikan sebagai

“Negara dalam Negara”, karena lembaga adat berada di wilayah kekuasaan Negara
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Republik Indonesia, tentn harus tunduk pada peratwran perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah, disamping itu pernbinaan (dalam artian pemberdayaan,
pelesiartan, dan pengembangan) dilakukan oleh Gubemur di wilayah Propinsi Daerah
Tingkat [, Bupaty/Wali Kotamadya di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11,
Camat di wilayah Kecamatan, Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Kepala Adat di wilayah
adat. Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah,
perbedaan itu diselesatkan secara musyawarah wmufakat. Apabila tidak berhasil
diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan olelt kepala wilayah dan lembaga adat yang
lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat
setempat. ™
Kenvataan yang ada di masyarakat Bali bahwa tanah desa tanah Laba Pura, 1anah
PKD, dan tapah AYDS masth ada, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan masth
adanya tanah ulayat yang diknasai oleh Desa Adat (lihat tabel). Hal ini juga menunjukkan
bahwa Desa Adat selaku lembaga adat yang otonom masth tetap diakui keberadaanya
oleh masyarakat Bali, dan bahkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali ingin tetap
melestarikan tanah ulayat (tanabh desa) dan desa adat selaku penguasa dari tanah nlayat ™
Hal tersebut dapat dilihat dalam Perda Nomor. 3 tabun 2001 tentang “Desa Pakraman™
dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 9 ayat (3) menyatakan:
Pasal | angka 4 bahwa: Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di
Propinst Bah vang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata

krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun
teraurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa

®Desa Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Daesah TK 11 Buleleng, Awig-awig, Desa
Kubutambahan, 1990, h.{9.

“Hasil Wawancasa dengan Gede Sukrada “Tokoh masyarakat” Desa Adat Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan, tanggal 8 Juli 2003
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yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri
serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 9 ayat (3) bahwa; Setiap pengaliban/perubahan status harta kekayaan desa
pakraman harus mendapat persetujuan paruman.

Paruman desa disimi  mempunyai pengertian  adalah  paruman
permusyawaratn/permufakatan krama desa pakraman/banjar pakraman yang mempunyai
kekuasaan tertinggi di dalam desa pakraman/banjar pakraman (vide Pasal 1 angka 13).

Dalam hal ini tampak adanya usaha pelestarian dari Peraturan Perundang-
undangan dan yang khususnya Perda tersebut guna mempertahankan keberadaan desa
adat serta aset-aset tanah yang dimilikinya, guna mencegah masalah yang dapat
mengakibatkan terjadinya sengketa antar warga adat maupun dengan luar warga adat itu
sendiri. Maka pengaturan terhadap tanah-tanah adat khususnya Perda Nomer.3 tahun
2001 adalah sangat tepat dalam kerangka kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan
atas tanah-tanah adat.*

Berkaitan dengan hal tersebut I Ketut Wiana mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut:

“Bahwa untuk tanah-tanabh PKD dan AYDS yang masih ada hendaknya dapat

dipertahankan melalui desa pakraman dengan menggunakan awig-awig desa

pakraman sebagai wadah hukumnya. Tanah-tanah PKD dan AYDS yang masih

ada segera disertifikatkan atas nama Desa Pakraman, sehingga usaha secara diam-

diam untuk menjadikannya sebagai hak milik pribadi dapat dicegah sedini

mungkin. Tanah PKD dan AYDS yang berfungsi untuk memelihara dan

mengembangkan kebudayaan Hindu Bali yang sangat khas iu harus

dipertahankan dan jangan dibiarkan kebobolan terus menjadi hak milik pribadi.”*
Hal senada juga dikemukakan oleh Ida Bagus Wiyasa Putra, yaitu:

{1acil Wawancara dengan I Ketut Warkadea “Kelian Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan”, tanggal 7 Juli 2003.

#1 Ketut Wiana, Eksistensi Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan Desa Ditinjau Dari
Aspek-aspek Agama Hindu, Makalah pada Seminar Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan Desa
ditinjau dari Aspek Agama Hindu, Aspek Lembaga Desa (Desa Adat) dan Aspek Hukum Adat Bali, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, Inco Perumka, 1995, h.7
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“Adanya ketegasan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang
dilarangnya tanah adat untuk dijual, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan dari
Pasal 9 ayat (3) peraturan daerah tersebut, dimaksudkan agar setiap orang yang
menguasai tanah desa adat dengan hak milik, (termasuk tanah AYDS) masuk
menjadi warga adat, schingga fungsi pengawasan desa batk terhadap wilayah
maupun orang dapat berjalan sebagaimana harusnya filosofi, syarat termitorial desa
pakraman (desa adat), harus punya wilayah ™

3.Hak dan Kewajiban Desa Adat Terhadap Tanah Adat

Tanah sebagaimana diketahui dalam masyarakat hukum adat mempunyal arti
tersendiri bilamana dibandingkan dengan harta benda lainnya, karena tanpa tanah tidak
mungkin kehidupan akan berlangsung. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia
mengakibatkan tanah betul-betul difungsikan untuk kehidupan manusia, batk secara
tersendiri maupun secara hersama-sama. Untuk dapatnya pemanfaatan tanah dilakukan
secara maksimal, maka oleh masyarakat diadakan pengaturan-pengaturan sedemikian
rupa dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Pengaturan-pengaturan tersebut dalam kehidupan masyarakat adat masuk dalam hukum
adat tentang tanah, yang menetapkan hak dan kewajiban-kewajiban tertentu atas tanah.*

Datam hukum adat dapat dilihat ketentuan pokok bahwa tanah berada dalam
kekuasaan persekutuan hukum berlandaskan azaz kebersamaan vang disebut dengan hak
ulayat, ini berarti bahwa tanah di wilayah persekutuan hukum diatur penggunaan dan
penguasaannya oleh persekutuan vang bersangkutan. Namun sejak tahun 1960 hukum
tanah di Indonesia mendapat penataan sesuai dengan cita-cita bangsa yang dilandasi oleh

persekutuan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UUPA menyatakan, bahwa atas dasar

Ida Bagus Putu Sudiarsha, Loc.Cir_h 43
*1 Ketut Wirta Griadhi, Laporan Pergeseran Status dan Fungsi Tanah Adat Dalam Kehidupan
Masyarakat di Bali dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Desa, Denpasar, 1985, h.1.
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ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1,
bumi,air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada
tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekusaan seluruh rakyat.
Dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat 1| UUPA bukan berarti Negara dapat sepenuhnya
melaksanakan kekuasaan tersebut, untuk itulah sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 3
UUPA pelaksanaan hak menguasai dari Negara tersebut dapat difaksankan kepada
daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, begitu pula tetap
diakuinya hak ulayat sepanjang menurut kenyataanya masih ada, asal tidak bertentangan
dengan kepentingan Nasional.

Atas dasar Pasal 2 ayat 3 UUPA, menunjukkan hak persekutuan hukum atas tanah
masih cukup kuat hal ini berarti bahwa persekutuan hukum diberi kewenangan
menguasal tanah wilyahnya sepanjang memang ada, tetapi harus disesuaikan dengan
kehidupan bernegara. Kewenangan menguasai dari persekutuan hukum (desa adat) atas
tanah yang dikuasainya, diatur juga dalam Permendagri Nomor.3 tahun 1997, yang
memberi mmusan hak dan wewenang sebagai berikut:

(1).Mewakili masyarakat adat kelvar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut

kepentingan dan mempengaruhi adat;

(2).Mengelola hak-hak adat dan/atau harta benda kekayaan adat;

(3).Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan

kebiasaap-kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan kewajiban lembaga adat dirumuskan:

(1).Membantu  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

{(2).Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;

(3).Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan

masyarakat adat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesaman
bangsa.*

*Made Suasthawa Dharmayuda, Loc.Cit., h.62

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

44

Berkenaan dengan dirnmuskannya hak, wewenang, dan kewajiban desa adat oleh
Permendagri Nomor.3 tahun 1997, maka kiranya telah sejalan dengan apa yang
dirumuskan cleh Awig-awig Desa Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Hal

int dapat dilithat pada awig-awig Desa Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan,

yaitu:
Pawos 23: (1)Prajurnw/Dulu Desa wenang ngetangan pamupon laba Pura,
lansepanunggalan druwe desa;

(2)Pikolin lan pamuponnya kaanggen prabea piodalan saha
wewangunan ring Pura;

(3)Nyabran  Sangkepan Desa, Dulu pengemong druwe
ngawentrenang pariindik munjuk lungsuring padruwe ring karma
desa;

(4) Sakalueiring druwen desa, patut wenten Hikitannya.

(5) Tan kalugra ngadol utam ngesahang padruwen desa yan tan
kasungkemin antuk krama desa;

(6) Sahaning ilikita rakeya, saha pamelasnya kasaksian oleh Jero
Pasek

Terjemahan bebasnya adalah:

Pasal 25 (1)Prajuru desa wajib mengelola hasil-hasil dan laba Pura dan milik

desa lainnya;

(2)Pendapatan hastl-hasil desa dimanfaatkan untuk membaya
upacara keagamaan dan pembangunan di pura

{3)Setiap rapat desa, pengurus vang bertugas mencatat hasil-hasil
milik desa wajib disampaikan dalam rapat desa

(4)Semua milik desa wajib ditnventarisir dan diketahui oleh ketua

{5)Tidak diperkenankan menjual/memidahtangankan manakala
belum mendapat persetujuan dari rapat desa (paruman desa)

(6)Semua persetujuan itu harus disaksikan oleh ketua (Jero Pasek)

Dengan adanya pengaturan dari desa adat terhadap tanah druwen desa ini, maka
dapat dicegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan dan

kesucian tanah dan desa pada umwomnya. Sedangkan terhadap tanah Laba Pura, desa

*"Desa Adat Kubumambahan Kecamatan Kubutambahan Daerah Tingkat TI Buleleng, Awig-awig,
Desa Kobutambahan, 8 September 1990, h.6

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

45

berkewajiban untuk memelihara, yang tercantum dalam awig-awig desa, maksudnya agar
diketahui jumiah dan luasnya, misalnya seperti yang telah dilakukan oleh Desa Adat
Kubutambahan yaitu jumlah tanah Laba Pura berjumlah: 416,765 Ha yang terdiri dari
tanah carik dan tanah tegal, juga telah adanya usaha dari desa adat, untuk memohon
sertifikat guna mendapatkan bukti hak sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri
SK No. 556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986 tentang Penunjukkan Pura sebagai
Badan Hukum Keagamaan vang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Sedangkan hak
desa adat terhadap tanah Laba Pura adalah mengelola tanah Laba Pura agar menjadi
bermanfaat.”® Namun ada juga tanah Laba Pura yang berupa tanah sawah dan sebagian
tanah tegalan yang ada di Desa Adat Kubutambahan yang pengelolaannya tidak langsung
dilakukan oleh desa adat, maka diserahkan pengelolaannya kepada warga desa, namun
warga desa yang menguasainya harus tunduk pada peraturan desa yang telah ditetapkan.
Tanah Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Kubutambahan, saya jumpai
kewajiban desa terhadap tanah karang desa ini adalah memelihara maksudnya
menjaga keutvhan tanah, misalnya dalam awig-awig desa ada disebutkan barang
siapa yang menempati tanah karang desa, wajib membayar pajak ke desa dan
tenaga apabila desa memerlukan, demikian juga apabila warga yang menempati
tanah karang desa kemudian pindah ke lain desa untuk mencari pekerjaan,
kemudian tanah yang ditempati itu tidak ada ahli warisnya, maka warga desa
tersebut wajlb menyerahkan tanah tersebut kembali ke desa adat. Hak desa
terhadap tanah pekarangan desa adalah mengelola, maksudnya membuat menjadi
bermanfaat seperti menyewakan tanah tersebut dan hasil sewa tersebut masuk
dalam kas desa.*
Menyimak dari awal pengaturan tanah adat sebelum berlakunya UUPA maupun
setelah berlakunya UUPA dan hak dan kewajiban desa adat terhadap tanah adat

khususnya pada masyarakat Bali, baik ditinjau dari UUPA beserta Peraturan Perundang-

**Hasil Wawancera dengan I Ketut Warkadea “Kelian Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan”, tanggai 7 Juli 2003.
*Ibid.
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undangan lainnya dan ditegaskan kembali dengan Perda sebagaimana tersebut diatas
adalah suatu pertanda bahwa keberadaan tanah-tanah adat masih tetap eksis (ajeg)
meski jaman telah berubah. Maka sudah sudah selayaknya desa adat sebagai lembaga
sosial religius dapat ditetapkan sebagai badan hukum yang boleh memiliki hak atas tanah.
Sehingga terhadap tanah-tanah adat tersebut dapat disertifikatkan atas nama desa adat,
dan dengan begitu dapat dihindari/dicegah upaya dari perorangan (krama desa adat)
untuk menjual/memindahtangankan. Sebagai gambaran keberadaan tanah-tanah adat

yang ada di Bahi dapat dilihat bagan dibawah ini, sebagai berikut:

Tanah Laba Purba T. Perorangan Tanah Ulayat Desa
Terkekang
y
SK. Mendagri No. SK Tergantung kuat Kalau tidak
5356/DJA/1986, tentang lemahnya hak ulayat ditunjuk sebagai
penunjskan Pura Badan Hukum
sebagai Badan Hukum
Keagamaan yang dapat
mempunyai hak milik
atas tanal kuat lemah
k4
Ketentuan Konversi v
y (VI
Hak Miiik Pura Tanah Negara
\ 2
Hak Pakai Hak Milik
(41{1) UUPA) {20{1) UUPA)
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Bila dilihat dart bagan diatas, maka membiarkan desa adat dalam satatusnya yang
mengambang akan berpengamh terhadap keberadaan hak ulayat desa. Pada akhirnya
akan menyebabkan berkurangnya kekayaan desa adat dan ini tentu memganggu
kelestarian desa adat di Bali. Dengan melemahnya hak ulayat desa akan menyebabkan
makin kuatnya hak individual terhadap tanah.”™*

Pemerintah harus konsisten dengan ketentuan Pasal 3 UUPA yang mengakui
keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada. Di Bali, hak ulayat tidak saja
ada tetapi kenyataannya masih kuat diatur dalam hukum adat® Dengan demikian
pemerintah tidak ada alasan untuk tidak menunjuk desa adat sebagai masyarakat hukum

(badan hukum) yang dapat memiliki tanah.

“Hasil Wawancara dengan I Gusti Ngursh Sudirama “Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Pemerintﬁh Kabupaten Buleleng”, tanggal & Juli 2603
Ihid
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BAB I

Prinsip Hukum Penutupan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Adat di Bali

1. Keabsahan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Adat
Berbicara mengenai prinsip hukum dari suatu perjanjian, tentunya terlebih dahulu
kita harus mengetahui pengertian dari perjanjian. Mengenai rumusan perjanjian dapat
dilihat dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi
sebagai beriikut: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebth mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikuro, yang dimaksud dengan perjanjian
adalah:
“ Merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan
antara dua pthak, dalam mana suath pihak berjanji atau dianggap berjanji
untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak
lain berhak mepuntut pelaksanaan janji itu.”
Lebih lanjut juga diberikan pengertian perjanjian menurut Yahya Harahap, adalah;
“Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang
memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestatie dan sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestatie”.
Setelah mengetahui pengertian dari perjanjian yang dinyatakan oleh Pasal 1313
BW dan pendapat dari para ahli hukum sebagaimana diuraikan diatas, tidak serta merta
seseorang yang ingin membuat suatu perjanjian bebas dalam menentukan isi dan bentuk

dari perjanjian tersebut, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat prinsip-prinsip hukum

48
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yaitu sahnya suatu perjanjian. Adapun Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjainjian |
disebutkan dalam Pasal 1320 BW vaitu:

I.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2.Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3.Suatu hal tertentu; dan

4.Suatu sebab yang halal.

Berikut akan diuraikan satu-persatu dari keempat syarat untuk sahoya suatu
perjanjian secara gars besarnya, sebagai berikut:
ad.l. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mercka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak
yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling
menyetyjul kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada
paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas
maupun secara diam-diam 5

Persoalan yang sering timbul dalam hubungan ini adalah, kapan saatnya
kesepakatan itu terjadi? Persoalan ini tidak akan timbul bila jika para pihak yang
membuat perjanjian ifu pada saat bersama-sama berada di suatu tempat dan disitulah
dicapai kata sepakat. Hal mana dalam kasus antara Desa Adat dengan PT Kartika Citra
Lestari dalam Putusan Reg. No. 599 K/ Pdt/ 1996 (Inkracht) mengenai kapan saatmya
kesepakatan itu terjadi tidak menjadi persoalan karena para pihak yang membuat
perjanjian itu pada saat bersama-sama berada di suatu tempat, hal tersebut dibuktikan
dengan adanya Akta Notaris Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris Sucipto, mengenai

Perjanjian Sewa Menyewa. Maka dalam hal ini untuk kesepakatan kiranya

“Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet. IV, PT. Alumni, Bandung,
2000, h.214.
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tidak menjadi perscalan, dengan perkataan lain, bahwa butir pertama telah terpenuhi
antara kedua belah pihak.
ad.2. Cakap untuk membuat suatu perfainjian

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan
hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh
suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuate perbuatan tertentu. Dalam
konteks penulisan tesis imi yaitu berwepangkah desa adat dalam melakukan perjanjian
sewa menyewa tanah adat, sedangkan desa adat belum ditunjuk darn swatu peraturan
perundang-undangan selaku badan hukum yang boleh memiliki hak atas tanah? Untuk
menjawab hal tersebut, akan diuraikan dibawah ini. Mengenai perjanjian sewa menyewa
tanah, sesvai dengan Pasal 1319 BW, yang menyatakan: Semua perjanjian, baik yang
mempunyai nama khusns, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu,
tunduk pada peraturan-peraturan nmum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.
Apabila sudah diatur secara khnsus maka ketentuan-ketentuan umum itu tidak berlaku.
Dalam ilmu hukum hal ini disebut adagium “lex specialis derogat legi generali”

Maka setelah dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960,
hal yang terkait mengenai tanah diatur di dalam UUPA, maka ketentuan-ketentuan di
dalam BW tidak berlaku lagi, akan tetapi sepanjang belum diatur, maka ketentuan-
ketentuan di dalam BW masih berlaku. Berhubungan dengan sewa menyewa tanah yang
difakukan oleh desa adat, maka di dalam penjelasan Pasal 44 dan 45 UUPA yang
menyatakan, Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan sebagai
pemilik tanah. Dalam Penjelasan Pasal 44 dan 45 tersebut tidak menyebutkan secara

tegas, apakah selain dari Negara dengan perkataan lain organ pemerintahan di bawah
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Negara juga tidak boleh menyewakan tanah? Dengan menggunakan penafsiran ;_ezara
extensif dari aturan tersebut, tentu kiranya terjawablah secara pasti, adalah termasuk
seluruh dari organ pemerintahan terbawah sampai dengan Negara selaku organ
pemerintahan tertinggi tidak berwenang untuk menyewakan tanah.
Bagaimana halnya dengan keberadaan dari desa adat di Bali, apakah termasuk
organ pemerintahan terbawah dari Negara? Berdasarkan Undang-undang Nomor 22
tahun 1999 Pasal | huruf o, desa adat di Bali bukanlah termasuk katagori organ
pemerintahan terbawah dari Negara, dengan perkataan lain keberadaan desa adat
diluar struktur pemerintahan. Hal ini janganlah diartikan sebagai di dalam Negara ada
Negara (Vide Pasal 8 Pemendagri Nomor.3 tahun 1997) karena kondisi yang ada di Bali
berbeda, karena untuk masalah-masalah administratif tetap dipegang penuh oleh desa
dinas sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 22 tahun 1999 Pasal 1 huruf o,
sedangkan untuk urusan keagamaan dan sosial dilaksanakan oleh desa adat.
Lebih lanjut mengenai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1963 tentang penunjukkan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah,
adalah:
a.Bank-Bank yang didirikan oleh Negara.
b.Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan
Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (LN.1958 nomor 139).
c.Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah
mendengar Menteri Agama.
d.Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Bila dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, maka desa adat

belum ditunjuk sebagai badan hukum yang boleh memiliki hak atas tanah. Maka dalam

“Made Suasthawa Dharmayuda, Loc.Cit.
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hal ini timbu! suatu pertanyaan lagi, apa landasan hukum yang dipakai oleb Desa Adat
Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan dalam melakukan perjanjian sewa menyewa
tanah adat yang dituangkan di dalam Akta Notaris Nomor 44 yang dibuat dihadapan
Notaris Sucipto.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kiranya terlebih dahulu harus
mengetahui pengertian, macam-macam badan hukum, dan syarat-syarat dari badan
hukum itu. Mengenai pengertian badan hukum menurut R.Subekti, adalah: “Suatu badan
atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti
seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di
depan hakim™* Dalam hubungan ini Wirjono Prodjodikoro mengemukakan badan
hukum adalah: “Badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat
bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan
perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain™ *

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan
hukum, yaitu:

-Perkumpulan Orang (organisasi);

-Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan

hukum (rechtsbetrekking);

-Mempunyai harta kekayaan sendiri;

-Mempunyai pengurus;

-Mempunyai hak dan kewajiban;

-Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.®

Sedangkan macam-macam badan hukum menurut Pasal 1653 BW, dapat dibagi

atas 4 macam yaitu:

“Chidir Ali, Loc.Cit
Srbid
S rbic
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1.Badan hukum yang diadakan oleh Pemenntab/kekuasaan umum (Zadelijk
lichaam op openbaar gezag ingesteld), misalnya Daerah Tingkat I, Daerah
Tingkat IT/Kotamadya, Bank-bank vang didirikan oleh Negara dan sebagainya.

2.Badan hukum yang diakui oleh Pemerintab/kekuasaan umum (Zadelijk lichaam
op openbaar gezag erkend), misalnya perkumpulan-perkumpulan, gergja dan
organisasi agama dan sebagainya.

3.Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan (Zadelijk
lichaam als geoorloofd)

4 Badan hukum vyang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak
bertentangan dengan undang-undang, dan kesusilaan (Zadelijk lichaam op een
bepald oogmerk ingelsted), seperti PT, Partai Politik, perkumpulan asuransi,
perkapalan, dan lain sebagainya.”’

Adapun syarat-syarat badan hukum yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan
sebagai badan hukum menurut doktriz adalah sebagai berikut:

1.Adanya harta kekayaan terpisah:
Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan
pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintabh untuk suatu tujuan
tertentu. Adanya harta kekayaan im dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai
twjuan tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini,
meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan
harta kepunyaan pribadi anggota-anggotanya itu. Perbuatan pribadi anggota-
anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya perbuatan badan
hykum yang pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-angotanya;

2.Mempunyai tujuan tertentu:
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersiil yang
merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukvm. Jad: bukan tujuan untuk
kepentingan satu atau beberapa orang amggotanya. Usaha untuk mencapai
tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya.
Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam
angaran dasar badan hukom yang bersangkutan;

3 Mempunyai kepentingan sendiri:
Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang
dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak
suycktif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan
hukum mempunyai kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta
mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.
Kepentingan sendiri dari badan hukum im harus stabil, artinya tidak terikat pada
suatu wakfu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang;

4 Ada organisasi yang teratur:

“Riduan Syahrani, Op.Cir,, h.58
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Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis, karena itu sebagau subyek
hukum disamping manusia. Badan hukum melakukan perbuatan hukum dengan
perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dan
manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih,
diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan
lain atau keputusan rapat anggota yang tiada lain daripada pembagian tugas.
Dengan demikian badar hukum mempunyai organisasi.®

Berkenaan dengan uraian diatas mengenai pengertian dari badan hukom, macam-
macamnya, dan syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, maka kiranya
bagaimana keberadaan dari desa adat di Bali, apakah sudah termasuk katagori sebagai
badan hukum?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dipaparkan kondisi dari
desa adat i Bali dibawah ini, sebagai berikut:

Bila dilihat dari uraian diatas mengenai pengertian badan hukum dan syarat-syarat
untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, maka desa adat di Bali sudah termasuk
katagori badan hukum hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya awig-awig
(peraturan-peraturan) desa adat yang mengatur segala kepentingan dari desa adat. Hal
mana secara khusus dapat dilihat dari Awig-awig Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan, antara lain menyebutkan:

L. Perkumpulan Orang (organisasi):

Dapat dilihat dalam susunan pengurus di Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan, dengan mengetahui dan dicatatkan oleh Bupati Kepala Dacrah
Tingkat IT Buleleng, tertanggal 16 Desember 1992, antara lain: Penghulu Desa

Adat, Penyarikan Desa, Petengen Desa, Prawayah Dulu Kiwa Tengen,
Prawayah Bahu Kiwa Tengen, Tamyang Kolem Kiwa Tengen, dan Krama Desa
Negak;
2.Mempunyai harta kekayaan terpisah dari anggotanya:
Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pawos 24, yaitu:
(1)Piolih-olih saking Pelaba Pura;
(2)Urunan Krama Desa Adat;
(3)Paica saking Guru Wisesa;

“1bid, h.62
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(4)Paica-paica sane tiosan, sane patut;
(S)LPD.
Terjemahan secara garis besarnya adalah:
(1)Hasi! Pelaba Pura;
{(2)Iuran dari Krama Desa Adat;
(3)Bantuan dari Pemerintah;
(4)Bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat dan bersifat “halal” dan;
(5)Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
3. Mempunyai hak dan kewajiban:
Kewajiban dari pengurus Desa Adat, terdapat di dalam Pawos 25, yang mana
telah diuraikan pada bab sebelumnya (hat.47)
Sedangkan Hak dari Pengurus Desa Adat adalah:
Mengenai Hak dani Pengurus Desa Adat untuk Desa Adat Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan tergantung seberapa besar kewajiban yang ia
laksanakan (tidak diatur secara terperinci), sebagai contoh untuk Krama Desa
Negak (legislatifnya/DPR) yang merupakan sebagian besar menjadi pengurus
mendapatkan hak untuk mendapatkan tanah milik desa akan tetapi hanya
sebatas untuk memanfaatkannya saja bukan untuk dimiliki dan seberapa luas
tanah yang ia dapat tidak diperinci secara jelas.
Terkait dengan hal tersebut, Menurut Drs I Gusti Ngurah Sudirama adalah:
“Tidak diaturnya secara terperinci di dalam awig-awig desa adat mengenai hak-
hak desa adat adalah semata-mata hanya untuk mengikuti perkembangan
aspirasi warga masyarakat, sehingga diharapkan awig-awig (aturan) tersebut
berlaku secara sosiologis (diikuti dan ditaati warga)™
4. Mempunyai tujuan tertentu dan Mempunyai kepentingan sendiri:
Tujuan dibentuknya desa adat dan kepentingannya dapat dilihat dari fungsi desa
adat. Adapun fungsi dari desa adat telah dipaparkan pada bab sebelumnya (hal
29), yang secara garis besarnya bergerak dalam 3 aspek yaitu: Sosial, Religius,
dan ekonomi dalam bingkai menunjang dan mensukseskan program pemerintah
dalam memajukan desa, pendidikan, dan perekonomian;
5.Dapat digugat atan menggugat di depan Pengadilan atas nama Desa Adat:
Mengenai desa adat selaku “badan hukum” yang dapat digugat atau menggugat
di depan pengadilan atas nama desa adat, dapat dibuktikan dengan adanya 2
keputusan desa adat dari pengadilan yaitu: Pengadilan Negeri Singaraja pada
tahun 1959 dalam perkara Desa Bebetin® dan Putusan Reg. No.599 K/Pdt/1996
(Inkracht), yang mana untuk kedua keputusan tersebut hakim tidak meminta
surat kuasa lag: dari angota-anggota desa. Hal tersebut membuktikan adanya
pengakuan dart hakim akan sifat dari badan hukum dari desa adat yang ada di
Bali.

Berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan dari desa adat di Bali sudah
termasuk klasifikasi badan hukum dan untuk macam-macam badan hukum menurut Pasal

1653 BW, desa adat di Bali masuk katagori Badan hukum yang diakui oleh
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Pemerintah/kekuasaan umum (Zadelijk lichaam op openbaar gezag erkend), yang mana
desa adat di Bali memperolch sifat badan hukum tersebut berdasarkan perkembangan
sejarahnya. Desa-desa di Bali dari dahulu kala, sebelum timbul kekuasaan raja-raja,
sudah mempunyai pengurus sendiri. Lebih lanjut mengenai dasar hukum yang dijadikan
pyakan oleh desa adat dalam melakukan perbuatan hukum sewa menyewa tanah hak
milik adat adalah Pasal 56 j.o Pasal 3 UUPA, dan Pasal | angka 4 Perda Nomor 3 tahun
2001.

Bila dilihat dari dasar hukum yang dijadikan pijakan oieh desa adat tersebut diatas
dan uraian scbelumnya mengenai landasan filosofis yang dijadikan pijakan dalam
mengambil suatu tindakan, fungsi dan sejarah dari desa adat, kiranya sangat jelas bahwa
desa adat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tanah adat telah sah dari segi cakap
untuk membuat suatu perjanjian. Akan tetapi guna menjamin kepasatian hukum yang
diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan seyogyanya Pemerintah Cq Departemen
Kehakiman (d/h Gubemur Jendral-Pasal 1 Stb 1870 No.64) menetapkan/menunjuk
keberadaan dari desa adat di Bali scbagai badan hukum keagamaan yang boleh memiliki
hak atas tanah, karena merupakan syarat mutlak untuk dapat dikatakan sebagai badan
hukum adalah adanya pengaturan dalam hukum positif yang berlaku pada suatu negara
tertentu, pada waktu tertentu, dan pada masyarakat tertentu.
ad.3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatm

perjanjian. Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini

BGede Panetje, Aneka Cataton Temtang Hukum Adat Bali, Cet. I, Guna Agung, Denpasar, 1989,
h.8.
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harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnva tidak
ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya
dalam Pasal 1334 ayat (1) BW ditentukan, bahwa barang-barang yang baru akan ada
kemudian hari juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian.
Terkait dengan Pasal 1334 ayat (1) BW, menurut Wirjono Prodjodikuro, adalah:
“Barang yang belum ada yang dijadikan obyek bisa dalam pengertian mutlak
(absolut) dan bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada dalam pengertian
mutlak misalnya: perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang
berbunga. Sedangkan belum ada dalam pengertian relatif misalnya: perjanjian jual
beli beras, beras yang diperjual-belikan sudah berwujud beras, tapi pada saat
perjanjian diadakan masih milik orang lain pamun akan menjadi miliknya
penjual.™
Kemudian dalam Pasal 1332 BW ditentukan, bahwa barang-barang yang dapat
dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
Lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagat
barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian (Vide
Pasal 521,522, dan 523 BW). Sehubungan dengan sewa-menyewa vyang dilakukan
oleh Desa Adat dengan PT. Kartika Citra Lestari mengenai butir “suatu hal tertentu”
telah terpenuhi antara kedua belah pihak, hal itu dapat dilihat didalam Akta Notaris
Nomor 44, yang dibuat dihadapan Notaris Sucipto. Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa,
yang menyebutkan “obyeknya™ secara jelas yaitu tanah adat vang dikuasai oleh Desa

Adat Kuobutambahan Kecamatan Kubutambahan dan batas-batas tanah vang akan

disewakan.

“Wirjono Prodjodikaro, 4sas-asas Hukum Perjanjian, Cet VIL Sumur Bandung, Jakarta, 1973,
h.28.
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ad.4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk
sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW, menyatakan bahwa suatu
perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab vang palsu atan
terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pembentuk Undang-undang membayangkan 3
macam perjanjian yang mungkin terjadi, yakni : (1) perjanjian yang tanpa sebab, (2)
perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atan terlarang, dan (3) perjanjian dengan suatu
sebab vang halal.™

Pengertian perkataan “sebab” menurut para ahli hukum, maka dapat disimpulkan,

yaitu sebagai berikut:

1.Perkataan “sebab” sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam
pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu
pengetahuan lainnya.

2.Perkataan “sebab” itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong
seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal bathin yang
tidak diperdulikan oleh hukum.

3 Kemungkinan perjanjian tanpa sebab vang dibayangkan dalam Pasal 1335
BW adalah suatu kemungkinan yang tak akan terjadi, karena perjanjian itu
sendiri adalah isf bukan tempat vang harus diisi.

4 Perkataan “sebab” secara letterlijk berasal dari perkataan “oorzaak” (bahasa
belanda) atau “causa” (bahasa latin) yang menurut riwayatnya teranglah bahwa
yang dimaksud dengan perkataan itu dalam perjanjian adalah “tujuan’ yakni apa
yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian. Dengan
perkatan Jain “sebab” berarti isi perjanjian itn sendiri.™

Dalam hubungan ini yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinvatakan

dalam Pasal 1336 BW yaitu: jika tidak dinyatakan sesuatn sebab, tetapi ada sesuatu sebab

yang halal, ataupun jika sebab yang lain daripada yang dinyatakan, persetujuannya

"Riduan Syahrani, Op.Cit,, h.220
PNieuwenhuis, MrJH, Hoofdstukken Verbintenmissen Rrecht, terjemahan Djasadin Saragih,
Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (tanpa penerbit), Summbaya, 1985, h.25
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namun demikian adalah sah. Menurut para ahli dikatakan, bahwa sebab dalam Pasal 1336
BW itu adalah kejadian yang menyebabkan adanya hutang misalnya jual beli barang atau
perjanjian peminjaman uang dan sebagainya. Sehingga yang dimaksud dengan
persetujuan dalam Pasal 1336 BW itu tidak lain adalah “surat pengakuan hutang”, bukan
perjanjiannya sendiri. Maka surat pengakuan hutang yang menyebutkan sebabnya
(causanya) dinamakan cautio discreta, sedangkan yang tidak menyebutkan sebabnya
{causanya) dinamakan cautioindiscreta.™

Lebih lanjut dalam Pasal 1337 BW menentukan bahwa sesuatu sebab dalam
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum. Terkait dengan hal tersebut diatas, kiranya perjanjian sewa-menyewa yang
dilakukan oleh Desa Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan dengan PT.Kartika
Citra Lestari untuk butir keempat mengenai “suatu sebab yang halal (causa)” juga telah
terpenuhi, hal mana dapat dilihat dalam Akta Notaris Nomor 44 mengenai Perjanjian
Sewa Menyewa, yang menyebutkan hak dan kewajiban para pihak antara lain
menyebutkan: tenggang waktu perjanjian sewa menyewa, besarnya uang sewa, adanya
penyerahan barang (tanah adat) oleh pihak yang menyewakan, adanya jaminan dari
pihak yang menyewakan bahwa tanah tersebut tidak dalam gangguan dan atau sengketa
dari pihak manapun, adanya kebebasan dalam hal pemanfaatan tanah oleh pihak yang
menyewa dalam batas-batas tertentu, dan lain-lain

Demikianlah syarat-syarat harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian pada
umumnya sebagaimana dikehendaki Pasal 1320 BW. Guoa mepjamin kepastian hukum

dalam melakukan perbuatan hukum, karena belum adanya penunjukkan Desa Adat

"Riduan Syahrani, Op.Cit., h.221
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sebagal badan hukum yang boleh memilki hak atas tanah, maka pemerintah dalam
hal in: harus segera menunjuk desa adat selaku badan hukum yang boleh memilik hak
atas tanah karena keberadaan desa adat di Bali lebih banyak berkecimpung di dalam
kegiatan sosio religius yang dipergunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan
mutu pelayanan kepada krama adat (masyarakat hukum adat) dalam berbagai aspek
kehidupan baik menyangkut hubungan dengan Ida Sanghyang Widi Wasa, dengan
sesama manusia dan hubungannya dengan alam sekitarnya yang disebut di Bali “Tri Hita

Karana” yang mana merupakan landasan filosofis dari Desa Adat di Bali.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Secara lahiriah manusia mempunyai sifat ingin tahu, sifat manusia ini disebabkan
oleh rasa kagum, karena ragu-ragu, atau belum faham terhadap fenomena-fenomena yang
dibadapi. Bila ia sudah mengetahui akan sesuatu, baik itu karena penyelidikan atau
karena diberitahukan, maka ia menjadi mempunyai pengetahuan, dan terpenuhilah sifat
ingin tahunya. Dalam kaitannya dengan hal di atas, manusia ingin tahu pula mengenai
bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam masyarakat. Keinginan ini berwujud sebagai
suatu hasrat untuk mengetahui kaidah-kaidah yang secara sadar atau tidak sadar telah
mengatur perilaku mereka. Bahkan secara tidak sadar manusia dalam berprilaku sehari-
hari telah menggunakan pola-pola tertentu, baik karena proses alami maupun karena
pendidikan yang diperolehnya, pola yang diikuti pada hakekatnya adalah struktur dari
kaidah-kaidah untuk hidup dan struktur kaidah yang merupakan patokan untuk berprilaku

sehingga manusia dapat hidup secara wajar dan pantas.
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Arstoteles seorang filosof Yunani menyatakan manusia adalah mahluk bergaul,
manusia tidak dapat hidup mandirt (Zoonpoliticon), atas dasar hal tersebut, telah
melahirkan pengertian “Individu, masyarakat, dan Negara™. Perhubungan vang
dilakukan oleh manusia telah melahirkan interaksi sosial dalam masyarakat, yang mana
interaksi sosial tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi saling berbenturan
antar kepentingan, karena masing-masing individu mempunyai cara dan kaidah vang
berbeda-beda dalam memandang suatu permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut
diatas, maka perlu adanya suatu aturan hukum yang mengatur kepentingan tiap-tiap
mdividu dalam hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan adanya ketertiban,
kefentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Keberadaan dari hukum adat dalam
masyarakat desa adat di Bali, sangatlah dibutuhkan karena hukum adat secara
substansi mengambil pijakan/landasan dari “Trihitakarana”, sehingga masyarakat di Bali
sampal sekarang yang pada kenyataannya masih mentaati dan menjunjungnya.”

Adapun pengertian dari hukum adat itu sendiri menurut beberapa sarjana, yaint
sebagai berikut:

1.Supomo, dalam karangan beliau “Beberapa catatan mengenai hukum adat”

memberikan pengertian mengenai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-
peraturan legislatfe (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang
meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, akan tetapi ditaati oleh
masyarakatmya berdasarkan keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai
kekuatan hukum;™

2.Sukamto, dalam bukunya “Meninjau hukum adat Indonesia” mengartikan

hukum adat sebagai kompleks adat-adat, yang kebanyakan tidak dikitabkan,

tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, dan mempunyai
akibat hukum;”

™ Nengah Lestawi, Hukum Adat, Cctakan ke [, Paramita, Surabaya , 1999, h.1

"Hasil Wawancara dengan 1 Ketut Warkadea “Kelian Desa Adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan”, tanggal 7 Juli 2003

Surajo Wignyodipure, Loc.Cir., h. 14

" Nengah Lestawt, Op.Cit., h.4
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3.Mr ] H.P.Bellefroid dalam bukunya “Inleidingding Tat de Rechtsweens Schap
in Nederland”, menyatakan hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun
tidak diundangkan oleh penguasa tetap dihormati oleh rakyat dengan keyakinan
bahwa peraturan-peraturan itu berlaku sebagai hukum ™

Dari pengertian-pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh beberapa

sarjana, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1.Hukum adat tumbuh dan berkembang meliputi tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari-hari di masyarakat.

2 Hukum adat sebagian besar tidak tertulis dan ditaati oleh rakyat berdasarkan
keyakinan akan rasa keadilan yang diberikan, dan mempunyai akibat hukum
(sanksi).

Adapun mengenai substansi dari delik adatitu, menurut Ter Haar mengartikan

suatu delik sebagai:

“Tiap-tiap ganguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang
materiil dan inmateriil milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang
menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan
akan dan harus dapat dipulihkan kembali, macam serta besarnya reaksi ditentukan
oleh hukum adat yang bersangkutan, lazimnya ujud reaksi itu adalah pembayaran
delik dalam bentuk uang atau barang”™.

Jadi menurut pengertian Ter Haar di atas, untuk dapat disebut delik adalah:

“Perbuatan itu harus mengakibatkan dalam kegoncangan neraca keseimbangan
masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-
peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila
norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan kesopanan dalam masyarakat

331 79

dilanggar™.
Lebih lanjut juga ditegaskan oleh Soejono Soekanto, yaitu;

“kasus adat diartikan scbagai trouble case, yaitu kasus sengketa yang menjadi
kompetensi lembaga-lembaga adat dalam penyelesaiannya, dan batasan sengketa

Brbid.
PIbid, h.63
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disini sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-

kelompok yang mengadakan hubungan, oleh karena hak salah satu pihak

terganggu atau dilanggar™.®

Dari substansi delik adat yang diberikan oleh beberapa sarjana, maka dapat

ditarik suatu kesimpulan yaitu: Pada dasarnya delik adat merupakan suatu tindakan yang
melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga
menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang
bersangkutan, guna memulihkan kembali ketentraman serta keseimbangan itu maka
terjadilah reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan vang bermaksud
mengembalikan ketentraman tersebut, dan batasan sengketa yaitu: adanya ketidakserasian
antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan, oleh
karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.
Keberadaan hukum adat disini tumbuh, berkembang, dan dipertahankan pada
lapisan lokal yang sering disebut “hukum dari bawah™ (customary law). Negara juga
mempunyat kekuasaan untuk mengatur seluruh warga negaranya melalui peraturan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undamgan yang dikeluarkan oleh Negara
sermng diistilahkan “hukum dari atas™ (statutory law).

Disamping harus taat pada hukum adat dan hukum Negara, setiap orang juga
harus tunduk pada hukum agamanya. Dengan demikian menurut teori keanekaragaman
sistem hukum (theory of multiplicity legal system) dari antropolog hukum Leopold
Paspisil, menyatakan: “setiap orang selalu terikat pada berbagéi sistem hukum, oleh

karena ia terlibat lebih dari satu lingkungan masyarakat hukum”. Hukum adat sebagai

%[ Made Suasizhawa, Loc.Ciz, h 97
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hukum lapisan bawah” sudah barang tentu harus menyesuaikan diri pada “hukum lapisan
atas” yakni hukum Negara dan hukum agama. Idealnya hukum adat harus berlandaskan
pada hukum agama. Sebagaimana orang Minangkabau (yang beragama Islam) menyebut
“Adat Basandi Syarak” yang artinya hukum adat berdasarkan syariat (hukum Islam).
Demikian pula masyarakat Bali (Hindu} menyatakan “Sima manut Gama”, hukum adat
harus sesuai dengan hukum agama Hindu.

Terhadap hukum Negara, maka hukum adat sebagai hukum tingkat bawah tidak
boleh bertentangan dengan hukum yang diatasnya. Dalam hal imi berlaku azaz hukum
Lex Superiori derogat Legi Inferiori, yang maksudnya ketentuan hukum yang Iebih tinggi
tingkatannya mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah. Jadi bila terdapat
pengaturan persoalan yang sama antara hukum adat dengan hukum Negara, maka
ketentuan hukum negaralah vang diberlakukan. Lebih-lebih ada ketentuan hukum adat
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sudah tentu ketentuan hukum
adat dikesampingkan. Mengenai eksistensi dan kewenangan lembaga-lembaga adat
dalam menyelesatkan sengketa adat, secara yuridis kedudukan lembaga-lembaga adat
(desa adat)di Bali sangat kuat, karena mendapat dasar pijakan pada Permendagri
Nomor.3 tahun 1997, yaitu Pasal 8. Pengakuan lembaga adat sebagai lembaga otonom
bukan berarti “Negara dalam Negara”, karena lembaga adat berada di wilayah kekuasaan
Negara Republik Indonesia, tentu tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan Pemerintah, disamping itu pembinaan (dalam arti pemberdayaan, pelestanan,
dan pengembangan) dilakukan oleh Gubernur di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I,
Bupati/Wali Kotamadya di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I, Camat di

wilayah Kecamatan, dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayah Desa/Kelurahan,
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Kepala Adat di wilayah adat. Otonomi dari desa adat juga diatur di dalam Perda Nomor.
3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dalam Pasal 1 angka 4.

Dilihat dari organisasi pemerintahan, maka penjelasan Pasal 7 ayat (1) dari Perda
Nomor.3 tahun 2001, menentukan:

Desa pakraman disamping sebagai kesatuan masyarakat hukum juga sekaligus
merupakan suatu organisasi pemerintahan yang berdiri sendiri, “Desa pakraman
berfungsi dan berperan mengatur kehidupan krama desa” yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh prajuru desa.

Adapun tugas-tugas dari prajuru desa pakraman berdasarkan Perda No.3 tahun
2001 dalam Pasal 8 ditentukan sebagat berikut;

a.Melaksanakan awig-awig desa pakraman;

b.Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, sesuvai
dengan sastra agama dan tradisi masing-masing,

¢.Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian-penyelesaian sengketa-sengketa
adat;

d.Mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum
baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman desa;

¢.Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman;

f Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman.

Lebih lamjut dalam Rancangan Juklak Perda Nomor 3 Tahun 2001 tersebut
disebutkan bahwa.

Desa pakraman mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat dan

agama Hindu di lingkungan desa pakraman melalui Prajuru dan atau Kerta Desa,

atau dengan istilah lain. Istilah lain dimaksud disini kiranya tidak berbeda dengan
apa kenyataan yang ada sekarang di beberapa desa pakraman dengan awig-
awignya seperti Peradilan Desa atau Hakim Perdamaian Desa.

Peradilan Desa/Hakim Perdamaian Desa mendapat pengakuan hukum setelah
ditambahkanya Pasal 3a RO (Rechterlifke Organisatie) yang diundangkan dengan
Staatsblad 1935 No.102, yang antara lain menyebutkan: mengakui keberadaan
Pengadilan desa melalui perundang-undangan. Menurut Pasal 3a RO ini seorang hakim

desa (dorps rechter) menjatuhkan keputusan menurut hukum adat.
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Kedudukan hakim (perdamaian) desa tersebut sebenarnya tlda.Kliﬂ'SE_iBjA' dengan

hakim pengadilan negeri. Hal ini antara lain disebabkan menurut Pasal 3a RO ayat (2)
tersebut, tidaklah mengurangi hak dari pihak yang berpekara untuk mengajukan
perkaranya kepada hakim biasa. ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 1 ayat (3)
Undang-undang Drt. No.l Tahun 1951, maka tidak sedikitpun mengurangi hak
kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di
desa-desa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3a RO. Ketentuan tersebut sejalan dengan
apa yang telah diatur di dalam awig-awig desa adat Kubutambahan Kecamatan
Kubutambahan, antara lain:

Palet 2 Pawos 54 (4): Sang ayat palas merabian patut atur supeksa pailikitan Riyin
ring sang rumawos (Pangadilan Negeri) wastu tinas
apadang pamutusae kebawos nyapian wawu nyiarang
kawentenanya ring paruman desa keni pemeli kulkul manut
perarem ®

Secara garis besarnya tejemahannya menyatakan:

“Para pihak yang berpekara setelah didamaikan melalui paruman desa

(musyawarah) tidak mcn_capai kata sepakat dan ingin melanjutkan perkaranya ke

Pengadilan Negeri, pibak dari desa adat tidak mempersoalkannya/memberikan

kebebasan para pihak™.

Menindak lanjuti uraian diatas, Hakim Pengadilan Negeri tidak terikat oleh

keputusan hakim perdamaian desa, mereka hanya diharuskan memperhatikan keputusan
tersebut. Akan tetapi suatu keputusan desa, tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan

Negeri, demikian menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1958 dan

*Desa Adat Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Daerah Tingkat I Buleleng, Awig-awig,
Desa Kubutambahan, 8 September 1990, h.6
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diperkuat lagi oleh Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya
No. 1644K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991, yang dalam putusannya menyatakan: tidak
menerima tuntutan jaksa kepada terdakwa karena penjatuhan sanksi oleh kepala adat
selaku hakim perdamaian desa kepada terdakwa yang melakukan delik adat, sebab
terdakwa sebelumnya telah dijatuhi sanksi adat oleh kepala adat dan sanksi tersebut telah
dilaksanakan oleh terdakwa. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut terlihat
bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Badan Peradilan Tertinggi di
Indonesia sampai saat i masih menghormati putusan/penetapan kepala adat (prajuru
desa) yang memberikan “Sanksi Adat” terhadap para pelanggaran norma hukum adat.
Badan peradilan umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya kepada si
pelaku yang melanggar hukum adat tersebut untuk kasus yang sama atau dengan kata lain
menganut azaz “ne bis in idem”, dengan cara memberikan hukuman penjara. Dengan
menggunakan penafsiran secara A Contrario dapat dikatakan bahwa bila kepala adat
tidak pernah memberikan sanksi adat terhadap si pelanggar hukum adat, maka hakim
badan peradilan negara berwenang penuh menggadilinya berdasarkan atas ketentuan
Pasal 3 ayat (3b) dari Undang-undang No.1/Drt/1951.

Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem Precedent, kiranya
pandangan Mahkamah Agung tersebut di atas dipakai sebagai pedoman oleh badan
peradilan selama ini di dalam menangani konflik adat dengan penjatuhan pidana (penjara
atau kurungan tetap) oleh masyarakat adat di Bali dipandang kurang adil, karena pidana
dipandang belum mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat
perbuatan si pelaku. Mengingat hukum pidana dengan sanksi berupa pidana dipandang

sebagai “Ultimum Remedivm”, maka penerapan sanksi adat sebagai sanksi alternatif
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harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam rangka sistem peradilan pidana. Hal tersebut
dapat dilihat di dalam rancangan Undang-undang hukum pidana dengan memasukkan ke
dalam konsep KUHP buku 1, satu jenis pidana tambahan yaitu berupa pemenuhan
kewajiban adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (4) dan (5) jis Pasal 88.
Adapun Pasal 88 menyebutkan: Hakim dapat menctapkan kewajiban adat setempat yang
harus dilakukan oleh terpidana. Penjelasan dari Pasal 88 adalah sebagai berikut:
Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat ini hanya dapat dijatuhkan
apabila secara nyata keadaan setempat menghendaki hal yang demikian itu dan
apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kegoncangan serius dalam
masyarakat setempat dan tidak melanggar azaz-azaz kepatutan, dan kesusilaan.
Menanggapi Penjelasan Pasal 88 tersebut, menurut I Made Ardhana menvatakan:
“Bila jemis pemenuhan kewajiban adat ini pantinya dapat diterima, hendaknya
diusahakan untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan
manusiawi, namun sifat aslinya sebagai instrument tradisional, sebagai sarana
mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu tetap dipertahankan.
Dengan demikian sifat sanksinya ini tidaklah bersifat pembalasan atas apa yang
telah dilakukan oleh si pelaku.®
Dengan demikian tidak terlalu berlebihan bila disarankan untuk terus membina
dan mengefektifkan berfungsinya lembaga peradilan desa yang secara konkrit de facto
dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat. Masalah-masalah yang berhubungan dengan adat
dan agama yang muncul di tingkat pedesaan akan sangat efektif ditangani oleh Prajuru
sebagai hakim-hakim desa yang sudah sangat “kenal” dengan hukum adat setempat.

Adapun pola penyelesaian sengketa adat secara umum, ada 3 pola menurut

Soerjono:

“*Hasil Wawancara dengan I Made Ardana “Kuasa Hukum®’ dan Desa Adat Kubutambahan
Kecamatan Kubutambahan, tanggal 8 Juli 2003
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1 Negosiasi:Perundingan  diantara  pihak-pthak  yang berselisih  dengan
menggunakan carg-cara mereka yang dianggap baik;
2. Mediasi:Kepala Adat bertindak sebagat mediator atauz penengah bagi pihak-
pihak yang bersengketa;
3.AjudikastKepala adat bertindak sebagat hakim yang akan membenkan
keputusan terbadap perkara yang diajukan ®
Untuk kasus-kasus adat yang ada di Bali pola-pola penyelesaian di atas masth
relevan untuk digunakan *Bagi kasus-kasus yang masih pada tingkatan infralegal atan
belum menyentub ketentraman desa, menggunakan cara-cara negosiasi atau kalau
diminta kepala adat hadir maka ia bertindak sebagai penengah (mediator) yang tidak
memberi keputusan tetapi bertindak mengarahkan, memberi pertimbangan dan ikut
membert jalan keluar yang sepantasnya. Berbeda kalau kepala adat (prajuru) bertindak
sebagai ajudikator (hakim) maka tentu harus memberl keputusan. Apakah itu perkara
yang menyangkut pidana atau perdata, kepala adat harus menangani berdasarkan kaidah-
kaidah hukum adat setempat, Keputusan yang memberi hukuman (pidana) adat, hanya
dimungkinkan sebatas dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan “religio magis”
atay mengembalikan tatanan adat vang tergangpgu®Sesuai dengan Pasal 161 a,R Bg,
keputusan hakim desa (dorprechter) wajib diketahui oleh hakim Pengadilan Neger, bila
perkaranya dilanjutkan ke PN. Begitu juga sebaliknya, apabila perkaranya langsung
dibawa ke PN, maka hakim PN dapat menyerahkan kasusnya kepada Pengadilan vang
dilakukan oleh kepala adat (dorpjustitie), Cara-cara seperti ini telah lama diterapkan di

daerah Sumatera. Akapkah di Bali, PN mau “bersahabat” dengan Pengadilan Desa

{Kertha Desa)? Hasilnya memang sangat tergantung dart kebijaksanaan hakim.

® Made Suastahawa, Zoc.(iz., h.99
#Hasii Wawancara dengan [ Made Ardana “Kuase Hukum" dand Desa Adat Kuabutambahan
Kecamatagsn Kubutambahan, tanggal 8 Juli 2003
Thid.
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BABIV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan pengkajian yang dilakukan
dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berkut:

1. Berkaitan dengan pengaturan tanah ulayat, UUPA masih mengakuinya, sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut “Dengan mengingat
ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu
dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa sehinga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang
berdasarkan atas persaman bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Pada kenyataannya
keberadaan tanah-tanah adat yang ada di Bali di bawah penguasaan persekutuan
hukum adat masih tetap eksis meski jaman telah berubah dan keberadaannya masih
kuat diatur dalam hukum adat. Penguasaan atas tamah yang dilakukan oleh
persekutuan hukum, berlandaskan pada Pasal 2 ayat 3 UUPA, bahwa persekutuan
hukum diberi kewenangan menguasai tanah wilyahnya sepanjang memang ada, tetapi
harus disesuaikan dengan kehidupan bernegara. Kewenangan menguasai dari
persekutuan hukum (desa adat) atas tanah yang dikuasainya, diatur juga dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1997, yang memben rumusan hak dan
kewajiban sebagai berikut; (1) Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal

yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat; (2).Mengelola hak-hak adat
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dan/atau harta benda kekayaan adat; (3).Menyelesaikan perselisihan yang
menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan
kewajiban lembaga adat dirumuskan: (1).Membantu kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
(2).Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; (3).Menciptakan suasana
yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Desa adat dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian sewa menyewa tanah adat
telah sah karena telah memenuhi Kriteria dari Pasal 1320 BW, yaitu: (1) Sepakat
mercka yang mengikatkan dirinya; (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; (3)
Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal. Akan tetapi guna menjamin
kepasatian hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan seyogyanya
Pemerintah Cq Departemen Kehakiman (d/h Gubernur Jendral-Pasal 1 Stb 1870
No.64) menetapkan/menunjuk keberadaan dari desa adat di Bali sebagai badan
hukum keagamaan yang boleh memiliki hak atas tanah, karena merupakan syarat
mutlak untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah adanya pengaturan dalam
hukum positif yang berlaku pada suatu negara tertentu, pada waktu tertentu, dan pada
masyarakat tertentn, misalnya perseroan Firma diakui sebagai badan hukum di
Perancis dan Belgia. Sedangkan di Indonesia belum mengakui Firma sebagai badan
hukum dan adanya izin dari Pemerintah. Sedangkan bila terjadi suatu perselisihan
maka, pola-pola yang digunakan adalah: 1Negosiasi:Perundingan diantara pihak-

pihak yang berselisih dengan menggunakan cara-cara mereka yang dianggap baik;
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2 Mediasi:Kepala Adat bertindak sebagai mediator atau penengah bagi pihak-pihak
yang bersengketa; 3.Ajudikasi:Kepala adat bertindak sebagai hakim yang akan
membenkan keputusan terhadap perkara vang diajukan. Bagi kasus-kasus yang masih
pada ntngkatan infralegal atau belum menyentuh ketentraman desa, menggunakan
cara-cara negosiasi atau kalau diminta kepala adat hadir maka ia bertindak sebagai
penengah (mediator) vang tidak memberi keputusan tetapi bertindak mengarahkan,
memberi pertimbangan dan ikut memberi jalan keluar yang sepantasnya. Berbeda
kalau kepala adat (prajuru) bertindak sebagai ajudikator (hakim) maka tentu harus
memberi keputusan. Apakah itu perkara vang menyangkut pidana atau perdata,
kepala adat menangani berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat setempat. Keputusan
yang memberi hukuman (pidana} adat, hanya dimungkinkan sebatas dilakukan untuk

mengembalikan keseimbangan “religio magis” atau mengembalikan tatanan adat

yang terganggu

4.2. Saran

L. Keberadaan tanah-tanah adat yang ada di Bali harus segera dilakukan inventarisir
vaitu mendata tanah-tanah adat yang ada baik itu mengenai jumlah, jenis-jenisnya dan
luasnya. Yang mana hal itu perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait
dengan tanah tersebut guna menghindan berkurangnya atau bahkan tidak adanya
sama sekali fanah-tanah adat. Hal itu terkait dari melemahnya penguasaan dan desa
adat terhadap tanah adat karena adanya pensertifikatan oleh warga desa adat atau
orang-orang tertentu, sehingga tanah-tanah adat 1tu beralih status menjadi menjadi

tanah hak mlik perseorangan.
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2. Keberadaan dari desa adat di Bali dalam hal penguasaan terhadap tanah maupun
dalam tindakan yang lainnya menganut Prinsip-prinsip dari ajaran agama Hindu,
sehingga Pemerintah seharusnya konsisten dengan ketentuan Pasal 3 UUPA yang
mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada. Di Bali, hak
ulayar tidak saja ada tetapt kenyataanmya masih kuat diatur dalam hukum adat.
Dengan demikian pemerintah tidak ada alasan untuk tidak menumjuk desa adat
sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah, karena desa adat yang
ada di Bali yang pada kenyataannya selaku penunjang dari Pura, dalam hal int boleh
dikatakan desa adat selaku “pelaksana operasional” dari Pura itu sendiri dalam
melaksanakan segala kegiatannva, sehingga adanya kepastian hukum dalam
melaksanakan segala perbuatan hukum dan bukan malah mengambangkannya
keberadaan desa adat (dengan tidak menunjuk desa adat selaku badan hukum).

3. Perlu adanva sosialisasi, koordinasi, dan kepatuhan diantara para pihak yang terkait
khususnva desa adat selaku hakim perdamaian desa dan badan peradilan di Bali
dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum adat, sehingga tidak adanva perbenturan
kepentingan diantara para pithak yang terkait, serta pada akhimya terciptanya
ketertiban maupun kedamaian dimasyarakat sebagai dampak hubungan yang

hammonis antara desa adat dan badan peradilan.
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ARERATLRAN DAERAH RROPINSI BALL
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG
DESA PAKRAMAN

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALJ,

bahwa desa pakraman di Propmm Bali yang tumbuh dan berkembang

sepanjang sejarah sclama berabad-abad, yang memiliki otonomi ash

mengatur rumah tangganya sendid, telah memberikan kontribusi yang
sangat berharga terhadap kelangsungan kchxdupan masyarakat dan

permbangunan;

. bahwa desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang

dijiwai olch ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang } hidup di
Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya
schingga perlu diayomi, dilestarikan, dan dlbcrd.zyakan,

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan,

Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Magyarakat Hukum
Adat dalam Propinsi Dacrah Tingkat I Bali sudah tidak sesvai Iagi
dcngan p::rkcmbangan zatan sclungga dipandang perlu untuk diganti;

. ahwa bcrdasarkan pcrumbangan huruf a, b dan ¢, dipandang perlu
membentuk Peraturan Dacrah tentang Desa Palgraman.

. Undang-uhdang Nomeor 64 Talun 1968 tentang Pcmbcntuk_an Dacrah-

dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran -

Negara Nomor 1649) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peracrintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambalmn Lembaran
Negara Nomor 3839); .

. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3836);

. Undang-undang Nomor 34 Talun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Rcopublik Indoncsia Nomor 18 Tahua 1997 tentang
Pajak Daeralh dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tabun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40438),

. L.cpulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tcknik

Penyusunan Peratutan Pcmn&ang-undangm’ dan DBcntuk Rarleangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemcrintah, dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaranr Negara Tahun 1999 Nemor 70).
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Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan

. Gubernur adalah Gubemur Bali.

2. Bupati/walikota adalah Bupati/walikota di Propinsi Bali,

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat administrasi
kabupaten / kota,

Desa_pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinst Bali yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tfata krama pergaulan hidup masyarakat
umat. Hindu secara turun termurun dalam ikatan kaehyaengen tiga atau
kaliyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendin

_ serta berhak mengurus rumah tangganya sendi.

(5> Banjar pakraman adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian  desa

pakraman.
Krama .desa - /:krama banjar adalah mereka yang menempati karang desa
pakraman [ Karang banjar pakramen dan atau bertempat tinggal di wilayah
desa / banjar pakraman awzu di tempat Jain yang menjadi warga desa
pakraman / banjar pakraman. '

7. Krama pengempeon / pengemong adalah krama desa pakraman / krama banjas
pokraman yang mempunyai ikatan lahir dan batin terhadap kakyangan yang,
berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemcliharaan,
perawatan, dan pelaksanaan kegiatan -~ kegiatan upacara di kahyangan
< tersebut,

8. Krama penyungsung ﬂdalah krama dcsa pakraman / krama banjac pakraman
yang mempunyai ikatan batin terhadap suatu kakyangan dan atau ikut
berpartisipasi  dalam pemclharaan, perawatan, dan pclaksan:'.an kegiatan-
kegiatan upacara berupa dana punia,

9. Palemahan desa pakraman adalah wilayah yang dimiliki olch desa palkraman
yang lerdiri atas satu atau lebih palemahan banjar pakraman yang tidak dapat
dipigah-pisalikan.

Tanah ayahan desa pakraman adalah tansh milik desa pakraman vang berada
baik di dalam maupun di luar desa pakraman.

@Aw:‘g-awfg adalah aturan yang dibuat oleh Arama desa  pakraman dan atau
krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pcdoman dalam pelaksanaan Tri
Hita Karana sesuai dengan desa ~ Tnawacara dan dhamma agama di desa
pakraman [ banjar pakraman masing-masing,

12. Prajuri desa pakraman [ banjar paloaman adalah pengwrus desa pakraman !
banjar patraman di Propinsi Bali.

13. Paruman desa  / banjar pakraman adalah peruman permusyawaratan /
permufakatan krama desa  pakraman | banjar pakraman yang mempunyai
kekuasan tectinggi di dalam desa pakraman / banjac pakraman. )
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15. Paruman madya adalah sidang utusan paruman prajuru desa pakraman sc
kabupaten / kg%yggg&gmw&&g%%&atmgg di kabupaten / kota.

16. Paruman agung adalah sidang utusan prquru dcsa pakraman se- Bali yang
mempunyai kekuasaan tertinggi di Propinsi.

17. Pacalang adalah satgas (satuan tugas) kcamanan tradxsonal masyaraknt Dali
yang mempunyai wewenang unfuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah,
baik ditingkat banjar palkraman dan atau di wilayah desa pakraman. .

18. Pengayoman adalah memberi pzriindungan kepada desa pokraman.

19. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan desa
pakraman dapat lestan dan makin kokoh schingga berperan posmf dalam
pembangunan. R -

20. Pelestarian adalah 4paya unfik mcnjagq dan mcrnclﬂmra nfla-nilai adat
budaya masyarakat Bali terutama nilai etikay moral, dan peradaban yang
merupakan inti adat istiadat dzn wadisi masyarakat Bali agar keberadaannya
tetap terjaga dan berlanjut,

BABZI
PARHYAN GAI‘~I, PAWOIRGAN, PALEMAHAN
Bagian Pemama
Parhyanzan
_P:Lsal 2

(1) Hubungan antara krama dan Tukan discbut parfyangan.

(2) Kalyangan yang berstatus kah;av-gan tiga | kahyangan desa yang berada di
wilayah desa  pakraman ! binjar pakraman yang di crmpon oleh desa
peframan [ banjac pakraman ~enjadi tanggung jawab, baik sccara material
maupun imaterial dari frama ¢2sa  pakraman /| krama banjar pengempon,
yang pelaksanaannya diatur dalas ewig — awig masing — masing,.

(3) Kahyangan yang berstatus seizgai dang kalyangan dan sad kahyangan
merupakan sungsuagan umat Hirdu dan menjadi tanggung jawab pengempon.

Bagian Kzdua
» Pawongan
Pasal 3

1) Hubungan antarkrama disebut pawongan.

Mercka yang menempati karang desa  pekraman / karang banjar pakraman
dan atau bertempat tinggal di wilayah desa pakraman / banjar pakranan atau
ditempat lain yahg mcn_11d1 wargz desa / banjar discbut dengan krama desa /
krama banjat.

Krama desa  pairaman | krama banjar pakraman yang tclah mempunyal
ikatan kahyangan tiga I kahyangan desa di wilayah desa pakraman / banjar
pakramannya dan tinggal di wilzyah desa pakraman / banjar pakraman lain di
dalam atau di Juar kabupatcn / kota. scbagaimana dimaksud ayat (2) hanya
mcmpunyal ikatan pawongan dan palemahan di dalam desa pakrawan /
‘banjar pakraman tempat anggota frama desa / krama banjar tcmcbut inggal,
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{4) Krama dcsa pakraman | banjar pakraman scbagaimana dimaksud ayat (3)
tstap menjadi anpgofPRrdiARUHRSR" YNYAATAE PR esa / banjar paframan
ternpat asalnya yang hak dan kewajibznnya diatur dalam mvig-aw.'g dcsa /
banjar paframan tempat asalnya.

(5) Krama desa pakraman / krama banjar palraman scbagaimana dimaksud ayat
(3) dan ( 4) pasal ini di dalam dcsa pakraman / banjar pakramar ‘tempat
tinggalnya disebut warga krama desa / Sanjar pendatang / krama dura desa /

krama dura banjar.

@ gl krama desa / krama banjar pakrei:an yang bukan beragama lundu 1 hanya
mempunyal tkalan pawongan dan pale~:ahan a1 dalam wilayah desa / banjar
pakraman yang hak dan kewajibannya ciatur dalam awig — awig desa / banfar

pakraman masing — masing.

(7) Parlvangan dan tempat suct baik bag umat Hj.ndu maupun umat lajn yang
ada dalam wilayah desa pakraman [ to 'Uar pakraman, dijaga bersama-sama
oleh sclurult warga / krama dani desa poiraman / banjar pakraman atas dasar
toleransi dan kerukunan serta saling mex _z_,horman dalam rangka mcmbmn rasa

persatuan dan kesatuan masyarakat Indorz
@' ata cara dan syarat — syarat unfuk m*ﬂjadx krama desa  pakraman / krama
banjar pekraman diatur dalam ewig — av:g desa pakraman [ banjar pokraman

masing ~ mMasing,

-

B‘lgnn Keizga
Palemahion

@Hubﬁngm krama dengan linglungan . wilayah desa  pekraman [/ banjar
pakraman disebut palemahan. :

(2) Palemahan dosa pakraman { banjar pc:'-raman merupakan wilayah kesatuan
masyarakat hukum adat yang mempunys: batas batas tertentu dalam tkatan
kahyangan tiga / kahyangan desa .

@ Pcrubshan  palemahan desa . pakramgn / banjar pakraman  dilakukan
berdasarkan kesepakatan prajuru desa pzkraman / prajuru banjar pakraman
dui desa  palraman / banjac palramar: yang berbatasan melalui keputusan
paruman alit dan dicatatkan di kabupaten “kota yang bersangkutan.

"BAB Il
TUGAS DAN WEWLENANG DESA PAKRAMNMAN
Pasal 5

Desa palraman mempunyai tugas schagai ber=t :

a. membuat awig —Wig

b. mengatur krama dega

c. mengatur pengelolaan harta kekayaan desa ;  __

d. bersama — sama pemcriniah melaksanakan pcmbangunan di scgala bidang.
terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan ; '

¢. membina dan mengembangkan nilai ~ nilai budaya Bali dalam rangka
memperkdya, ‘melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada
umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “ paras-paros,

sagilik saguluk, salunginng-sabayantaka * { 1nusyaw1rah-muf1kat %
J’ . L

mengayomi krama desa ,

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.



5

ADLN - Perpustakaan Uni\ﬁrsit Airlangga
' asal 6

})cs:l pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut
a. menyclesaikan sengketa adat dan agama- dalam lingkungan wiiayahnya- dengun
. Setap membing. kerulaman, dan_toleransi mmr}\mma dcsa SCSUa dcnpap mmg-
: -enwlp dan adai kebiagaan setempai :
T 77b. turut scria menentukan scliap keputusan dah.m pelaksanaan pembangunan
‘ yang ada di wilayahnya terulama yang berkaitan denpan Tri Hite Karara ;
} . ....c, melakukan perbuatan hukum di dalaoy dan di luar desa pakraman.

BAB IV

- PRAJURU DESA-PAKRAMAN

; , Pasal 7

(11 Desa palranaz: dipimpin oleh-prajuri desa pabraman. .

(2) Prajuru desa pakraman dipith din atau ditelspkan© oleh frama desa
pekraman menurut aturan yang cietapkan dalam awig-awrg dess  pakraman
masinp-masing.

(3) Struktur dan susunan prajuru desa  palramarn diatur dalam ceig-awig desa
pakraman,

Pasal § .

}/:qu;:em desa pakraman mempunyal fugas-tugas ;
a. melaksanakan awig-envig desa  pokraman ; - .
b. mengatur penyclenggaraan upacara Keagamaan di desa  pokrcwan, sesuai
dengan gastra agama dan tradisi masing ~ masing;
mengusahalkan perdamaian dan penycelesaian sengketa-sengketa adat
d. mewakili desa gokraman dalam bertindak untuk melakukan pertuatan hukum
baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman casa |
mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakramc:» ;
f. membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakramen:.

o

L 1]

i BAB V

HARTA KEKAYAAN DESA PAKRAMAN

Pasal

| e e e S

@ Harta kckayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada mzupun yang
akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan
inmaterial seita benda-benda  yang bersifat relipius magis yang menjadi nulik
desa pakraman. _ _
(2) Pengelolaan hata kekayaan desa  pakraman dilakukan olch przirn desa
scsual dengan envig-awig desa  pakraman masing-masing.
. Sctiap pengalihan / perubahan statug harta kekayaan desa  pakraman harus
mendapal persetujuxn paruman.
Pcngawaaan h:u‘tz kekayaan desa pakraman dilakukan oleh Arama desa
-pekraman.
(5) Tanah desa  pakraman dan atau tanah milik desa pakraman tdak danat

atir
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{6) Tanah desa palraman dan tanah milik desa - pekraman bebas dza pajak bumi
7 dan bangun:m. . ADLN - Per.pustakaan Universitas Airlangga

BAB VI
PENDAPATAN DESA PAKRAMAN
Pasal 10

(1) Pendapatan desa pakraman diperolch dan ;
a. ununan krama desa pakraman;
b, hasil peagelolaan kekayaan desa pekraman,
c. hasil usaha lembaga perkreditan dosa (LPD);

I _bantuan pemenntah dan pemeriniah daerah ;-

pendapatan lainnya yang sah;

sumbangan pihak kectiga yang tidek mengikat.

(2) Pendapatan dcsa  pakraman scbagai dimaksud ayat (1) pasal iz Zpergunakan
untuk memenuli kebutuhan pembangunan dan penyclenpgarazn kegiatan di
desa pakraman masing-masing.

(3} Tata penpelolaan dan penggunaan pendapatan desa pakramearn Zmaksud ayat
(1) pasal ini diatur dalam awig-awig.

- n o

BAB VI
AWIG — AWIG DESA PAKRAMAN
Pasal 11

(1) Sctiap dcsa pakraman menyuratkan awig-awignya. Y
(2) Awig-awig desa pakraman tidak bolch bcncntangan dengan agama, Pancasila, -
Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia. /7

Pasal 12

(1) Awig-awig desa pakraman dibuat dan disahkan oleh krama d::z pakraman

melalvi paruman desa paleraman.
(2) Awig-awig desa  pakraman dicatatkan di k:mtor bupati / waziota masing-

masing.
BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
DI" SA PAKRAMAN

P‘IS'i[ 13

(1) Pemberdayaan dan pelestarian desa pakraman diarahkan kepada b:l - hal
berikut ¢
a. pembangunan krama sesuai dengan budaya Bali,
b. tersujudnya pelestarian kebudayaan di desa pakraman;
c. terciptanya Kcbudayaan dacrah Bali di desa yang mampu menyaring
sccara sclektif nilai-nilai.budaj:a asing;

M ih e alintne mammdnam A
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1), rEgLN e?‘u‘é‘?é'k ?rf‘rkat rcsil.tgg glumabat scriagati din ;
2). bcqamlfms; et dalam pciﬁc]snnaan petibangunan disegala bidang.
(2). Dalam meclakukan pemberdayaan dan  pelestadian  divt pakramen
scbagaimana dimaksud ayat (1), harus mepdorongacrciptanya - '
a. gikap demokratis, adil dan obyelaif di kal.‘mg.m prajura dan Aramc desa
pekranian masing-masing;

L. pclestarian adat dan budaya Bali dengan (:(hk mendiup penpaul nilal
budaya Iain yang positif,

BAB (X
MAZELIS DESA PAXRAMAN
_ Pasal 14

Majclis desa pakraman terdini atas :

a. Majelis utsma untuk propinsi berkedudukan di ibwé:ia propinsi;

b, Majelis madya uniuk kabupaten / kota berkedudul, + di kabupaten / kota;
¢. Majebs desa untuk kecamatan berkedudulkan di ko kecamalan.

Pasal 15

(1) Pembentukan majelis desa pakraman di kecan @ an dipiith oleh utusan prajumu
desa pekraman sc-kecamainn melahi paraman .t ’
(2) Pembentukan majelis madya desa  pakran o1 dipilih olch utugasn desa
pakraman se- kabupaten / kota melalui paruma: madya.
(3) Pembentukan majelis utama desa  pakran a dipilitt olch- uhugan cess
pdlratan sc Bali melalui perunan agung. -
(4) Penguros majelis utama desn  pokraman, majc 3 madya desa pakramar gar.
majelia desa pakraman dipilil dari peserta pary aan masing-masing,.
(5) Peserta paruman adalah s+bagai berikut ;
a. paruman agong dihadini olch vtusan majelis- aadya desa pafcmman
b. parwman madya dibadid oleh utusen majelis desa pakraman,
c. paruman alit dihadiri olch 2 ( dua ) orang ntusan dan masing-masing desc
pekraman.
(6) Paruman-paruman dipimpin oleh beberapa (rang pimpinan sementara yang
dipilih dari peserta paruman sebelwn terhentukiya pengurus majelis.

Pasal 16

(1) Majelis desa pakraman mempunyai tugas :

a. mengayomi adat istiadat;

b. memberikan saran,usul  dan  pendapit kepada  besbagad plhak  batk
perorangan, kelompok / lembaga terma:ux pemenintah leatang masalah-
masalah adat;

¢. molaksanikan sctiap keputusan-keputusan prerwman scsuai dengan aturan-
ahiran yang ditetapkan;

d. membanty penyuratan awig-awig;

c. melakmanakan penyuluhan adat istiadat seeara menychiruh .

(2) Majolis denr pakramarn menipunyai wewenang, |

a. memusyawarahkan berbagal hal yang menyan *ut masalah-masalah adat
dan agama untuk kepentingan desa pakraman;

b. scbagai pencngah dalam Kasus-kamse sed-s o
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- ¢. membantuADiperBaionggeranniversipacatanggkeagamaan  di kccamatan, &
kabupaten / kota, dan di propinsi.

BAB X
PACALANG
Pasal 17

(1) Keamanan dan kclcﬂiban wilayalh desan pakraman dilaksanakan alch
pacalang.

(2) Pacalang mc]aksamkm lugss-tupas penpamanan dalam walnah des
pakraman dalam hubungan pelarsannan teeas adat dan agaa,

(3) Pacalang diangkat dan dberhentikan oleh desa peiramas berdasanian
paruman desa

BAB X

KETENTUAN PERALIIAN
DAN
KETENTUAN PENUTUP

. Pagsal 18
Peraturan Dacrah ini diaksanakan sccara cfckiif sclambat-fambatnya 1 ( saur )
tahun setelah diundanglan.

Pasal 19 )

(1) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Dasrah Nomor 06
Tahun 1986 tcntang Kedudukan, Tungsi dan Peranan Desa Adal scbapa
Keratuan, Magyarakat Hukem Adat dalam Propinsi Dacrali Tingkat 1 Bail
dinyatakan tidak berlaku lag.

(2) Peratutan Daetah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sclidp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan dacrah ini dengan penempatanrya dalam Lembaran Dacrah Propinsi

Bali.
Ditotapkan di Denpasar
,r pada ’h‘m ! 21 Maret 2001
,-":" - .I 2N .
.";' f i \ ALL 7
o '\ |
1 K/
.'I,:I L y P_/x,.r.
. bnw “BERATHA
Diundang,kan di Denpasar SRR
d‘rt al ¢ 8 Mei 2007 S -
RIS

0\\
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PENJELASAN
. ADLN - Perpug{dRag§] Universitas Airlangga
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
DESA PAKRAMAN

I UMUM

1. DPeraturan Dacrali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Funpsi ¢an Peranan Deza
Adat scbagai Kesatuan Magyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Dacerah Tingkat 1 Bal
mempunyat arti yang sangat penting -Karcna peraturan daerah ini telah m"mbcn‘-..
landasan yuridis formal pada  cksistensi desa  adat di Bali, Namun, denpa
berkembangnya masyarakat dan terjadinya perubahan sosial yang demukian cepat seria
dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan &
Daerah dan Undang-undang Nombr 5° Tahut 1979 tentang Pemerintahan  Deea,

, dipandang perlu untuk mengadakan p‘-mbahax} terhadap Peraturan Dacrah Nomer 74
' Tahun 1986 scsuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjacki ¢i Bali.

§ 2. Berdasarkan Undang-undang Nemor 22 Tahun 1999 tentang Pemenintabian Daura:
bahwa dalam pcnyclcnggaraan otonomni dacrah sesual dengan  asaz  descntralisas
diarahkan pada prinsip-pringip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanckaragaman dacrah yang menghemmar
: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyat hak asal usul yang bersifat istimewa.

3. Dalam upaya mengadakan perubahan terhadap Peraturan Dacrah Nomor 06 Tahun 1986
tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa  Adat sebagai Kesatnan Magyarakat
Hulum Adat dalnm Propms1 Dacrah nglcat L B'dl telah digantl dengan’ Peraturait
Dacrah yang diberi ntdma Peraturan Daerah 'tentang Desd  Pakraman, mengagat istilah

‘pakraman” telah dipergunakan sojak adanya desa i Bali.
Peraturan Dacrah ini merupakan * aturan payung®  yang patut dijadikan dasar bLagi
peraturan dacrali kabupaten / kota di BaH.

4. Desa pakraman menurut peraturan daerah ini adalah suatw kesatuan mmsy"trak;:t hukum
yang mempunyai susunan asfi, hak asal usul yang bersifat -istimewa bersumber pada
agama Hindu, Kebudayaan Bah berdasarkan 7ri Hita Korana, mempunyal kalyangan
tiga / kalyangan desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan miengenai desa pakraman
adalah kcanckaragaman, partisipasi, otonoru asli demokratisasi dan  pemberdayaan
krama desa, _ K

5. Desa pakraman memiliki kewenangan unfuk mengatur dan mengurus kepentingan
krama-nya, prajuri desa bertanggung jawab kepada paruman desa.

§. Desa pairaman berwenang melakukan perbuatan hukum, baik dalam mengatur dan
menctapkan keputusan desa , memiliki kckayaan, harta dan bangunan serta  dapat
menggugat dan digugat di muka pengadilan. Untuk itu bendesa  atan yang dikcnal

~ dengan scbutan Jain dengan persctujuan Jrama desa  mempunyai wewenang untuk

' melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntunghan.

Desa  pakrgman  memiliki  sumber  pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan
¢ pemerintah dan pemerintah dacrah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak
! Ketiga dan pinjaman desa.

. Berdasarkan  hak asal usul desa pakraman yang bersangkutan majclis-majelis desa

herwwenana arhaaai nsdiatoa J-1- ..
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9. Hal - hal yang mondasar dalam peraturan  daerah ini adalah mendorong uniux
nemberdayakan krama, menimkintRanuspsean Usertaitakramggamengembangkan peran dan
fungsi desa palraman, Oleh karena jtu peraturan dacrah i mengukuhkan otonomi pada
desa pakraman. '

10. Peraturan dacrah ini merupakan payung hukum bagt pembentukan peraturan dacraly desa
di dalam pemerintahan kabupaten / kota di Bali. Peraturan Dacrah ini bukan berard
mengintervensi kewenangan  kabupaten  /  kKota, akan  letapi  mengingal  scyarals
perkembangan desa pakraman Kewcenangannya mcliputi antarkabupalen / kota. disamping,

§ itu, desa pakraman bc;ak:u' pada budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu.

11, Dalam pengukuhan otonomi desa pakraman, dasac desa pakraman adalah Pancasila dan
Undang-Undanp Dasar Republik Tndonesia 1945, Dasar inl mengandung kar:lktcnsnl-
filosofis yang membentuk nilai — nilai dasar keadilan, kebenaran, dan kepastian bagi sctap
aturan yang ditctapkan dan tindakan yang dihkuhan dalam lingkup tugas dan wewenang

& dead  pakraman. Asas  desa pakraman adalah  kebudayaan Dali yang mengandung

karaklcristik ctis hukumish yang menjddi dasar sumber material aluran yang ditetapkan.

;  Landasan desa pakraman adalah Tri Kita Karana vang mengandung karalienstk

: konstitutif yang menjadi tolok ukur spiritual etis bagi keseluruhan dasar -~ rhs'n‘ vang,

disucikan dalam prikchidupan desa pakraman

#PASAL DEMI PASAL

?j‘-;s.ﬂ 1 angka 1 . Cukup jelas

angka 2 : Cukup jelas

: apgka 3 . Cukup jelas _ o

' angka 4 . Dosa  pakraman scbhgaﬂ“"dc'sa dresta  merupakan  suatu kesafuan

masyarekat hukutd yang memiliki warpa krgma  terfentu,  wilmah
palemahan tertenty, dan pengurus yang dinamakan praqie-a desa.

Di Kabupaten Bangli disebut “banjar adat” tetapi mempunyai fungsi dan
peranan yang sama derigan desd pakraman,

angka 5 . Cukup jelas
anpka 6 . Cukup jelas
anpka 7 ;. Cukup jelas
anpka 8 : Cukup jelas
anpka 9 . Culup jelas
angka 10 ¢ Cukup jelas
angka 11 . Awig-awig dibual- dan ditetapkan olch Arama  desa  begdasarkan

kesepakaian bersama dan ditaati oleh Arama desa itu sendiri dan’yang
terpenting  Jdarl awig-awig it merupakan pengikal persaman dan
kegatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam
menyatukan  fujuan  bersama, mewujudkan kechidupan yang aman,
tentram, teitib dan sejahtera demi kedamaian desa.
: angka 12 . Prajuru desa pakraman adalah unsur pimpinan tertinggi yang tclah ada
' dan diwarisi accara turun temunun serta berkembang di tengah-tengah
: magyarakat desa.
Unsur pengurus dan unsur pimpinan  sckaligus pelaksana-pelansaia
sermua program dan permasalahan desa,
Pimpinan prajurie desa pakraman ini discbut bendesa dan atau kelihan
desa atau istilah lainnys, yang dibantu oleh unsur pimpinan ainnys,
sepertl penengen, penyarikan atau dengan sebutan lain yang scsual

dengan fungsinya,
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Pasal 2
{
‘ a
Pasal 3 _
]
1
i
i
!
i Pasal §
Pasal 5

| Pasal 6

Tesis

angka 13
angka 14
angka 15
angka 16
angka 17
angka 18
angka 19
angka 20

ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)

| ayat”_(l) |

ayat (2)

ayal (3)
ayat (4)
ayat (5)
ayat (h)
“ayat (7)
ayat (R)

ayat (1)
ayat (2)
ayal ()

huruf a
sl b

hum!{ ¢
huruf o

hural «
huruf

huruf a
horaf b
‘huruf ©

L Culdip B =

" ADLN - Pe‘zrpustakaan Universitas Airlangga

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas -
Cukup jclas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Hubungan antara masyarakat dan Tuhan dalam pesaturan
dacrah ini adalah hubungan verlikal dalam arti kei.owaan

. umat Hindhu terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

P Cukup _]clas

D Cukupjclas. ‘
Yang menjadl kroma desa  adalah orang yang menjadi |

anggota desa menurut tata cara dan syarit yang dmtur
dalam awig-awig D..sm ,
Untuk menjadi krama dcsa tidak hanya bcrdasa:mn atas
asas dormisili,- tetapi ju‘?g't“ dianut  stesel 'aktif yaitu adanya
permohonan / permintaan dar sescorang (yang sudah
bcrkeluarga) untuk metjadi krama desa

Dcngan demikian bisa terjadi bahwa krama tersebut berada
di tuar wﬂnyah desz yang bersangkutan dan sebaliknya.
Culdzp _;clas ' i
Cukup _;clas.

Cukup,jelas.

: . Cukup Jclas.

Cukup jelag

Cukupjclas.

Cukitp jelas

Pemberitukan atau pemekarain desa perly dipertimbangkan
palomahan, pawongan dan parhiyangan, sosial budaya, dan
potonst desanya. .

Cukugp Jclas _ _
Mengatur krama’ dcsa maksudnya, mengatur hubungan

“ kroma desa  dengan Tuhan / Maha Pencipta, mengatur

huburdgan scsama krama / Jrama desa, dan reengatur
hubungan dengafi lingkungan sckitarya.

Cukup jelas

Cukup JClZ‘lS.

Cukup jclas

Cukup jelas |

Cukup jelas
Cukup jelas
Mc]akukan perbuatan hukum dalam kedudukan scbagai

PR I R PR --In!- bl meenhnat atiran
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Pasal 7 ayat (1)

ayat-(2)
ayat (3)
Pasal 8
Pasal 9 ayat(l)
ayal (2)
ayat (3}

Pasal 10 aval (1)

avat {2)

ayat (3)

Pasal 11 avat (1)
ayat {2)

Pasal 12

Pasal 13 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 14

Pasal 15 ayai (1)

ADLN - PerptBasyarakatsukumangertindak mewakili desa diluar maupun

di dalam pengaditan.

Desa  pakraman disamping scbagai kesatuan masyarakat
hukum  juga sekaligus mcrupakan  suatu  orgamsasi
pemenntahan yang berdin sendini.

“Desa pakraman berfungsi dan  berperan mengatur
kehidupan /krama desa " yang dalam  pelaksanaannya
dilakukan olch prafuru desa .

Cukup jolas.

Struktur  organisasi dan  masa  bakti  prajuru desa
discrahkan kepada awig~awig desa  masing-masing.

Cukup jelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas
Harta kekayaan dega  dalam hal ini, termasuk pekarangan

‘désa, tanah desa / ayahan desa . Untuk lestarinya Desa

Adat, dilarang bagi krama desa_untuk  menjual atau
memindahtangankan tanah _desa / ayahan desa, '1\'1_r"n‘\
tanah tersebut selalu dukuu kcwajtban (aychan) tcrlmdm
desa ,

Bantuan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang

berdaku,

Pendapatan desa pakraman digunakan untuk biaya-biaya :

¢. penyclenggaraan ketatausahaan dan sangkepan (rapat)
prajuri desa - secta paruman krama desa;

d. pembangunan dibidang mental spititual;

¢. pembinaan dalam rangka membantu pengembangan
usaha-usaha magyarakat desa;

f. membantu pembangunan,

Culup jelas.

Cukup jelas.

Dalam hal ini termasuk pencrapan sanksi awig-awig tidak
boleh  Dertentangan  dengan  Pancasila dan  peraturan
perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Cukup jelas,

Datam hal ind termasuk bagaimana prajure desa  bisa
mengantisipasi dan . mcminimalisasi masuknya
kepentingan-kepentingan  pelitik  dan  ckonomi  dalam
pengambilan keputusan, yang pada akhimya bisa memicu
munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM  dengan
mengatasnamakan adat.

Culup jelas.

Cukup jclas.

Dalam hal ind tain cara pembentukan majelis  desa
naberman hamslah mengutamkan  musyawarah  dan

Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN ﬁETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKXAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi

telah maengambil putusan sebagai berikut dalam

perkara

NY. LUARNI PAIMAN, Direktur PT. KAR-

TIKA CITRA LESTARI, berkedudukan di
Denpasar, bertempat tinggal di Jalan
Angke Jaya XI/10, RT.014, RW.006,
Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat, yang dalam hal ini
bertindak wuntuk dan atas nama PT.
KARTIKA CITRA LESTARI tersebut , dan
selaku kuasa dari

1. HANDY TITRAWAN HALIM, bertempat

tinggal di Jalan Muara Karang

Blok N/VIII Utara ©No.5 Jakartia

Utara ;
2. PURWANTO, SH., bertempat tinggal

di Jalan Kenanga No.30 Bandar
Lampung, yang dalam hal ini di-
wakili masing-masing bertindak
untuk diri sendiri dan selaku
kuasa dari

a, ANAK _AGUNG GDE WIRATMA, Dber-

tempat tinggal 41 Jalan Ahmad
Yanl No.140 Denpasar ;

b. SINGGIH WIJAYA, bertempat ting

gal di Jalan Kranggan No.17

Surabava ;

Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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Yang dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : SURYATIN LIJAYA, SH., ber
alamat di Jalan Thamrin No.7 Lantai
II Denpasar, pemohon kasasi, dahulu
penggugat/pembanding-terbanding ;

Me ) awan

KRAMA_DESA NEGAK_ADAT KUBUTAMBAHAN,

yang dalam hal ini diwakili oleh

1. I _PUTU WIRYA,

2. KETUT SURAWAN,

3. I.GEDE GINTARAN, kesemuanvya ber-

tempat tinggal 4i Desa Xubutamba-
han, Kecamatan Kubutambahan, Kabu
paten Dati fI Buleleng, termohon
kasasi, dahulu tergugat terban-
ding/pembanding ;
Mahkamah Agung tersebut
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, banwa dari surat-surat tersebut
ternyata Dbahwa sekarang pemohon kaéasi sebagai
rpenggugat asli telah menggugat sekarang termohon
kasasl sebagal tergugat asli dimuka persidangan
Pengadilan Negeri Singérdja vang pada pokoknya
atas dalil-dalil
bahwa untuk menjalankan usahanya (menambang

dan selanjutnya mengeksport batu apung} penggugat

asli telah menvewa dari tergugat asli sebidang ta-

nah Desa seluas 100 Ha terleteak di Desa Kubutambah-
an, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Dati II Bule-
leng dengan batas-batas Sebagaimana tersebut dalam

gugatan ;

Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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bahwa lamanya persewaan itu adalah 30 tahun
terhitung seifak tanggal 20 September 1990 hingga
dan akan beraxhir pada tangcal 20 September 2020 ;

bahwa adapun besarnya uang cewa selama 30
tahun tersebut adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh
juta rupiah) jumlah mana telah dibayar penuh oleh
penggugat asli serta telah diterima coleh tergugat
asli ;

bahwa perihal sewa menyewa tersebui Dberikut
syarat-syaratnya lebih lanjut dituangkan dildalam
akta tertanggal 20 Septemwcer 1990 No. 44 vang dibuat
dihadap SCETJIIPTO, 8H. Notaris di Singaraja ;

hbahwa ©perdasarkan atas perjanjian sewa me-
nyewa tearsebut penggugat asli telah membangun sedi-
kitnya 6 unit bangunan vang berupa pabrik (proses-
sing), gudang-gudang, kantor dan perumahan karyawan
serta juga telah memasang mesin-mesin untuk pabrik
tersebut ;

bahwa namun demikian baru setahun berluang-
sung persewaan tersebut, targugat asli telah memper
sewakan kepada pihak lain selain penggugat asli
tanah Desa seliuas 220 Ha termasuk didalamnya tanan
vang disewa penggugat aéli Yaitu seluas 100 Ha. Hal
mana berakibat penggugat asli tidak dapat menjalaﬁ—
kan haknya atas tanah Yang telah disewanya dari
penggugat asli tersebut oleﬁ karena halanc¢an dari
pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut,
sehingga penggugat asli sangatlah dirugikan karena-
nya, palk untux modal yang sudah ditanamkan {inves-
tasi) vang tidak dapat kembali maupun kehilangan

keuntungan vang diharapkan ;

Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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bahwa perbuatan tersebut tergugat asli mem-

versewakan agi tanah vang telah disewa penggugat

asli tersebut serta tidak berupaya melindungi peng-

gugat asli terhadap gangguan pihak lain didalam me-

nixmati dan mempergunakan haknya berdasarkxan perse-

waan tersebut adalah merupakan perbuatan vang me-

langgar hukum (onrechtmatigedaad) dan/atau wanpres-
tasi ;

bahwa dalam kKeadaan seperti tersebut diates

maxa persewaan atas tanah Desa sebagaimana akta per

janjian sewa menvewa tertanggal 20 September 1990

Fo.44 vang dibuat dihadapan SOETJIPTC, SH. Notaris

di Singaraja tidaklah mungkin dapat diteruskan ber-

bahwa tergugat asli mempersewakan keseluruh-

arn tanah Desa seliuas 220 Ha tersebut kepada pihak
lain dengan harga Rp.660.000.000,- (enam rtatus enam
puluh juta rupiah)} untuk lamanya persewaan 30 tahun
atau sama dengan Rp.3.000.000,- setiap 4L Ha untuk
30 tahun oleh karenanya adalah sangat adil bilamana
renggugat asli menuntut agar tergugat asii Jdihukum
membayar ganti kerugian berupa penhgembalian uang
sewa tersebut diatas, yaitu 100 Ha ¥ Rp.3.000.000,~
atau sama dengan Rp.300.000,000,1 (tiga ratus duta
ruplah)

bpahwa selain dari pada itu maka segala

bangunan varg telah dibangun oleh penggugat asli di
atas tanah vang disewanya tersebut diatasz adalalr
tetap menjadil haknya penggugat asli, sehingga peng-
gqugat asli berhak  membongkarnya dan merngambil

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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segala hasil bongkaran bangunan tersebul ; SURABAY,a J

bahwa a%tas penerimaan uang sewa dari pihak

lain seperti tersebut diatas tergugat asli memiliki

Deposito dan/atau tabungan pada Bank Dagang Negara
Cabang Singaraja dan/atau Bank Bumi Daya Cabang
Singaraja, dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi
vang diajukan penggugat a2sli a quo, penggugat asli
mohon agar Pengadilan Negeri Singaraja terlebih

danulu memerintahkan diletakkannya sita jaminan

atas Deposito dan/atau tahungan tersebut, atau se-
andasnya Jjixa tidax dapat dis:ta, seblidang tanah
Desa celuas 100 Ha terletak di Desa KXubutambahan,
Xecamatan Xbutambahan, Kabupaten Datl II Buleleng
dengan batas-batas ssbagaimana tersébut dalam gugat
an

bahwa c¢leh karena gugatan ini didasarkan
atas bukti-bukti vang otentik maka adalah cukup ber
alasan kiranya bilamana penggugat asli mchon - agar
pucusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksa-

rakan terlebih dahulu meskipun tergugat asli melaku

kan upayva banding maupun Kasasi ;

bahwa berdasarkan haluhal tersebut diatas,
penggugat asli mohon 'kepada Pangadilan Negeri
Singaraja agar memberikén putusan ‘sebagal herikut

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat se-~

iuruhnya

2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi
dan/atau perbuatan melanggar hukum yvang merugi-
Kan penggugat ;

7, Mombatalkan oleh karenanya perjanjian sewa me-

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Eeri Noval,S.H.
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nyewa antara penggugat dengan tergugat sebagai-

mana akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 20
September 1990 No.44 yang dibuat dihadapan Soe-
tiipto, SH., Notaris di Singaraja ;

b 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi ke-
rugian kepada penggugat sebesar Rp.300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) dengan pembayaran seca-

ra kontan dan sekaligus ;

[ 541

Mengijinkan kepada penggugat untuk membongkar

bangunn-bangunan vang didirikannva diatas tanah
vang disewa terseput dan selanjutnya untuk meng=-
ambil segala hasil bongkaran bangunan-bangunan
tersebut ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan {conser
vatoir Dbeslag) yang diletakkan éleh Pengadilan
Negeri Singaraja atas deposito dan/atau tabungan
tergugat pada Bank Dagang Negarh Cabang Singara-
ja dan/atau Bank Bumi Dava Cabang Singaraja atau
sebidang tanah Desa geluas 100 Ha (seratus hek-
tare) terletak di Desa Kubutambahan, Kecamatan
Kabutambahan, Kabupaten Dati II Buleleng dengan
batas-batas

Utara : Tanah Desa ‘Adat Xubutambahan ;

Timur : Tanah Desga -Adat Kubutambahan ;
Selatan : Tanah Desa Adat Kubutambahan ;
Barat : Jalan Jurusan Kubutambahan - Bulian ;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

nenurut hukum ;

98]

Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat di-

laksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat me-

Tesis Perjanjian Sewa Menye-lv\é ku kan upaya ..., H: Feri Noval,S.H.
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lakukan upayva banding maupun kasasi ;

Atau penggugat mohon putusar seadil-adilnva

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan
Negeri Singaraja telah mengambil putusan, vaitu
putusannya tanggal 15 Juni 1935 Ne.75/pPdt/G/1994/
PN.Sgr., yang amarnya berbunvyi sebagai berikut
Menyatakan :
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi

dan/atau perbuatan melawan hukum vang merugikan
penggugat ;

3. Membatalkan oleh karenanya perjanjian sewa me-
nyewa antara penggugat dengan tergugat sebagai-
mana akta Perjanjlian Sewa Menyewa tertanggal 20
September 1990 No.44 yvang dibuat dihadapan Nota-
ris Sortjipto, SH. Noéaris di Singaraja ;

4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti Xerugiarn
kepada penggugat sebesar Rp.150.000.000,~ {sera-

tus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran

sekaligus ;

n

Mengijinkan kepada penggugat untuk membonghkar
bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah
vang disewa tersebut; dan salanjutnya untuk meng
ambil segala hasil bongkaran. bangunan-bangunan
tersebut

£. Menvatakan sah dan berharga sita jaminan atas sg
bidang tanah seluas 100 Ha vang terletak di Desa
Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Xabupaten
Dati II Buleleng yvang dilakukan oleh Juru Sita
Pengadilan Negeril Singareia ;

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.263.150,- (dua ratus enam puluh <tiga
ribu seratus lima puluh rupiah} ;

8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan

penggugat dan tergugat telah dibatalkan oleh Penga-

diian

Oxtober 1995 No.18%/p4t/1995/PT.Dps.,

Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 5

yang amarnya

herbunyl sebagai berikut

Menerima permohonan banding dari penggugat pem-

band_ng/terbanding dan dari tergugat pembanding/
terhanding ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeril Singaraja
tanggal 15 Juni 1995, Nomor 75/Pdt.G/1994/PN.Sgr.
vang dimohonkan banding, dan

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan penggugat +tidak dapat 4i-

terima ;
Memerintahkan penyvitaan atas tanah seluas 100 Ha.
terletak di Desa

Kubutambahan,

yang Kecamatan

Kupbutambahan, Xabupaten Buleleng yvang telah dilak

sanakan cleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singara-

ja berdasarkan Penétapannya tanggal 27 Desember
1994, Nomor 75/Pen/Pdt/1994{PN.Sgr. harus diang-
kat

Menghukum pengsugat untuk membayar blaya perkara
daiam dua tingkat peradilan, vang dalam tingka®

peradilan pertama sebecar Rp.2623.15C,- (dua ratus

aram puluh tiga =ibu seratus lima puluh rupian!

dan vyang ditingkat banding sebesar Rp.30.000,-

{tiga puluh ribu rupiah) ;

Perjanjian Sewa Menyewa ...

.........

H. Feri Noval,S.H.
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bahwa sesudah putusan terakhir ini diberita-
hukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30
Nopember 1995 kemudian terhadapnya oleh penggugat/
pembanding-terbanding dengan perantaraan kuasanva
khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13
Nopember 1995 diajukan permohonan KkKasasi secara
lisan pada tanggal 11 Desemher 1995 sebagaimana ter

nyata dari akte permohonan kasasi No.75/Pdt.G/1994/

PN.Sgr. jo. No.30/Pdt.Xass/1995/PN.Sgr. yvang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja permohon-
an mana Kemudian disusul oleh memori kasasi vyang
memuat alasan-alasan vang diterima dikepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember

1995

bahwa setelah itu oleh tergugat/terbanding-
Pembanding vyang pada tangcal 4 Januari 1995 telah
diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/
pembanding-terbanding diajukan jawaban memori kasa-~
si vang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja pada tanggal 15 Januari 1995

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo be-
serta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditqntukan dalam Undang-

Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi ter-

sebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kebevatan-keberatan vang di
ajukan oleh pemohon kasasi dalam memori Xasasinya
tersebut pada pokoknya 1lalah
1. Bahwa Pengadilan Tinggi lJenpasar telah KkKeliru

H. Feri Noval,S.H.

Tesis . Perjanjian Sewa Menyewa ... .
jan Y didalam .......
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didalam menerapkan hukum, oleh karena pemohon
kasasi/penggugat asal menuntut pembatalan sewa
menyewa (antara pemohon kasasi/penggugat asal
dan termohon kasasi/tergugat asal) disertai de-
ngan tuntutan mengganti kerugian, maka tidaklah
ralevan untuk mengikut sertakan pihak ketiga di-
dalam perkara a quo ;

Bahwa gugatan a quo adaiah mendasarkan pada wan-

prestasi dan/atau perbuatan melanggar hukum ber-

kenaan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menye-

wa antara pemohon kasasi/penggugat asal dengan

termohon kasasi/tergugat asal, maka adalah benar

menurut hukum bilamana tuntutan diajukan terha-

dap pihak didalam perjanjian tersebut (contrac-

tant) tanpa mengikut sertakan pihak lain diluar
perjaniian ;

Bahwa lagl pula menurut hukum pemchon kasasi/
penggugat asal lah yang berwenang untuk menentu-
kan siapa-siapa yang akan digugatnya {(vide putus
an Mahkamah Agung R.I. tanggal 16‘Juni 1971 Ho.
305 K/8ip/1971) ;

2. Bahwa Jjudex facti telah keliru didalam menurut
hukum, Dbahwa gantilrugi vyang dituntut pemohon
kasasi/penggugat asal dari termochon Kasasi/tergu
gat asal adalah meliputi kerugian atas keuntung-
an yvang sedianya dapat diperclehnya, 1in casu ada
lah nyata (terbuktl) termohon kasasi/tergugat
asal mempersewakan tanah Desa seluas 220 Ha (ter
masuk didalamnya 100 Ha yang sudah dipersewakan

kepada pemohon kasasl/penggugat asal) dengan

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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‘harga Rp.550.000.000,- selama 30 tahun atau sama
dangan Rp.3.000.000,- setiap 1 Ha untuk lama per
sewaan 30 tahun herarti sama dengan 100 x Rp.3.
6065.000,- = Rp.300.000.000,- ;

Bahwa adalah tidak berdasarkan hukum pertimbang-
an Pengadilan Negeri: 3ingaraja vang renbagi "ke-
untungan' masing-masing 1/2 bagian dengan men-
dasarxan atas vurisprudensi tentang perubahan
nilai uarng, sebab sencketa a guo bukanlah menge-
rail perjarjian pinjam meminjam uang/hutang piu-

tang ;

Menimbang

mangenai keberatan ad.1l

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan,

karena Pengadilan Tinggl Denpasar tidak salah me-

nerapkan hukum

mengenal keberatan ad.2

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenhar-

xarn, karena xeberatan itu tidak mengenal apa vyang
menjadi pokok persocalan dalam perkara ini ({irrele-
vant} ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa vang diper-
timbangkan diatas, lagi pula dari sebab “idak ter-

nyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar

dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/
atal Undang-Jndang, maka permohonén kasasl vang
diajukan ©leh pemchon kasasi : Ny. Zuarni Paiman,
Cirektur PT. Xartika Citra Lestari, yang Zdalam hal

ini wertindax untux dan a*ag nama PT. Xartika Citra

Lestari tersebut, dan selaku kKuasa dari : Handy

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... Trgwar. Halirmr H. Feri Noval,S.H.
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Irawan Halim dan Purwanto, SH., yang dalam hal inil

diwakili masing-masing bertindak untuk diri sendiri
dan selaku kuasa darl : Anak Agung Gde Wiratma dan
Singgih Wijaya, yvyang dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : Suryatin Lijaya, SH. tersebut harus dgi-
telak ;

Memperhatikan pesal-pasal dari Undang-Undang
No.l4 +tahun 1970 dan Undang No.14 tahun 198% vyang
bersangkutan ;

MENGADTITULTI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon

kasasi : NY. LUARNI PAIMAMN, Direktur PT. KARTIKA

CITRA LESTARI, vang dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama PT. KARTIKA CITRA LESTARI tiersebut,

dan selaku kuasa dari : 1. HANDY IRAWAN HALIM, 2.

PURWANTO,. SH., yvang dalam hal ini diwakili masing-

masinc bertirdak untuk diri sendiri dan selaku

kuasa dari : 1. ANAK AGUNG GDE WIRATMA, 2. SINGGIH

WIJAYA, vang dalam hal ini diwakili oleh kuasanva

SURYATIN LIJAYA, SH. tersebut ;

Menghukum pemohon kasasl membavar biava per-
kara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak
Rp.50.000,- (lima puiuh ribu rupiah} ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya-
waratan Mahkamah Agung pa&a hari : Senin, tanggal
11 Agustus 1997 dengan H. Yahya, SH., Ketua Muda
yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagal
ketua Sidang, H. Suwardi Martowirono, SH. dan Drs.
H. Taufigq, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan di-

ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

JUM'AT,

Perjanjian Sewa Menyewa ... Tt " HI Feti Noval,SH.
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Administrasi
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UstTus 1997, h Ketua

dihadiri olah H. Zainal
Taufiq, 8i.,
Rooglya, SH., Panitera

oleh kedua helah pihak.-

H. Yahva, ZSH.

Panitera Pengganti
©vd./

Rooslya, 8H.

Untuk Salinan
KAMAH AGUNG R.I.
iREKTUR. PERDATA ,

IN A TUMPA, SH.
NIP.O40003094
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MURDHA-CITTA
! AUM, OM,

Om Awighnamastu Namasidham

Madasar antuk Perda No. 06 tahun 1986 lan putusing paseban Krama Desa Kubutambahan.
gumawe Awig - awig Desa Pakraman makesepat siku-siku pematu(,wastu kasidhan prayojanan
mami kabeh prasama angidep mwah amanggehakem kadi linging Awig-awig iki.

SARGA 1
ARAN LAN WEWIDANGAN DESA

Pawos 1,
{ 1). Desa Adat puniki mawasta Desa Kubutambaharn.
(2). Jebar kakuwub wewidangannyz mawates nyaur:
a. Sisih wetan ring Desa Sanih.
b. Sisih kulon ring Desa Bungkulan.
¢. Sisih lor segara.
d. Sisih kidul Desa Bengkala / Bulian.

{ 3). Desa puniki kawangan antuk karang ayahan desa. turmaning kepah dados 4 (petang) pebanjaran,
luwire :

" a. Banjar Tegal.
b. Banjar Pasck,
C. B:mj:ir Kubuanyar.
d. Banjar Kajakangin.

SARGA 1I
PETITIS LAN.PAMIKUKUH

Pawos 2.
Desa Adat Kubutambahan ngamanggehang pamikukub minakadi :
(15, Pancasila.
(2). UUD 1943 pamekas pasal 13.
( 3). Perda No. 06 tahun 1986.
( 4). Tr Hita Karana manut sada cara Agama Hindu.

Pawos 3.
( 1). Luir petitis Desa Adat Kubutambahan :
{2}, Mikukuh miwah ngarajegang Sang Hyvang Agama.
( 3). Nginggilang tata prawertina megama.

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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SARGA HI
SUKERTA TATA PAKRAMAN

Palet 1
Indik Krama
Pawos 4,
{1). Sane kabawos Krama Desa. inggih punika; kulawarga sane magama Hindu tur sampun
“mawiwaha, sampun saba ngelingzihin  Kafang desg\ ingginan tan miwah nvunzsung Kanvan-

gan Desga Kubutanbahan. %,.f,;..., I

2y . Sejabz punika sinanggeh tamiu

.

Pawos 5.
Krama Desa wenten 3 ( ( liga ) pawos. luwire :
{13 Krame Desa Negak fw irg: sane ngameng Karang desa Teer. WW_ /LW? ;/ v
% Krama Desa latan,” Kuldwarga Desa Negak Ay W Woewn Reh ity 3 e

(31 édnhl Desa Sampingan. /Dh«wm.— W 'be/qla‘ (4' 1z f,w‘-*
b g ! PJ:Z 6 /fé? % . Mﬁw Ll

ﬁ
Bt

Kawit dados Krama Desa :W : iy W

{ .} Sangkaning ngamong kdmnw utawi namnw

{2 Mawiwit Pawiwahan,

( 33 Sangkaning Ngarereh puang pa jiwa, JanI\ malinggih r}u pawidangan Desa Kubutamba-

han. T Pt Y, b

7o e 2

/ I Ll M ¢ \\fr { /
A

Pawos 7 g R ,
1 - L \\ i
Panemahan (edyn meXrama  Des ' 'k"' : PN
M . . Y .
e g wid (W,&L’/ /C{,Avmt“ s %W b S N
r1. \le.v:l Privwiwg 1]‘.11‘. sefanipune mawid! widai nuiu pargman Dokt L B ‘Lﬂfﬂ\» . Wt

SASANIDUN, ﬂ% VHF i.r

penanjung batu manut perarem. o '- £ '.
Pawos 8 ﬁfﬁé
o{(zt
‘f&

Subanun Krama Desa sami kend avalan, pepesen lan petuturan, ./Z’Wz/z,e, ‘y /CMM 54.,4(/» gl?m% »

(23 Sangkaning ngarereh pangupa jiwa 610 2nem ; sasih nuju paruman Desa,

pawos 9

L?""f e

A 144

Krama Desa kadadosan . yhﬂb{“ W
gyl )

¢ 1 Mapoangkid  utawi tan tedul S A S i 4
. - " . , ‘ WA ! 4
a. Rikala mapewangunan, ngeraabin. mayadnya. nandur { memula j, .\f[atcpu - keluwasan lan 7

sivsan punika.
b. Kengin tempo wantah apisan. sejawaning wenten kabebasan Prajuru / Dult-dulu.
(2). Nvada
a.  Prade sampun mavusy 63 {enem dasa:ima) tahun van tan madruwe oka lanang.
b. Prade okane sinalih  tunggil marabian.
{ 3). Nyuksukin, wr sane kawenangang risampur manggeh deha teruna utawi meresidavang
nganutin Kramo.
(43 Kruma Desa kedadosang ngampel prade malinggih ring dura desa. Y
L Pawos 10

—luire sanekaning o ' !
/CWM ;&ﬁ G e u"m’/w %/%,WP M’?j’ o
& bbani pimaah g st
KN dUadnd oo G G s Kolirs /?‘M*/'tj M

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa H. Feri Noval,S.H.
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(1}, Pinunas ngeraga, menawikesah kadura Desa utami ngelanghkungin s¢gara.

{ 2. Kenorayvang, duaning sampun tan ngesehin seolah maprawerti setata nguwug Kecaping awig-
awig.
=

Pawos 11
(1 )-. Sejaba Krama Desa melingih kalth krama desa Lantan tan kawenangang wusan dados

: krama desa,sejabaning cgput. : :
& G S g Pl [ s e e ey
’ &2 . PCUHA
Swasdharmaning Krama Desa : 7“"’
(1), Anut Satinui ring daging Awig.awig A ¢ -
(2). Patut Mpiocah ring Prajurmq" TLA AT MM" ke A’ .
a. Maduwe Oka. =
b. Kapademan.
c. Nampi anmiu jantis makclem., ""’“{ﬁ”l/&? mg/b‘ 7”'4:
Palet 2
Indik Prajuru.

M Pawos 13. . P

: ! Le/C

(1), Desa¥Kubutambahan kesntef anmk Pengulu Desa _'ZM ! e,

{2 ). Banjar keenter antuk Kelian Banjar . ; N/

( 3). Penghuluy Desa mawiwit~saking ‘E:asn-séﬁagg;m (LW _

( 4). Kelian Banjar mawiwit saking Krama ncranepﬂ_m:m melarapan antuk pemifihan olih parumannya
SOang-30ang ""V‘M S?‘ mm;a *"f“’“"“tf’ Werto, prrSol hini foo /(MVQ/M

(3} Keduluran Dewa saksi nng Pum Bal

A(
by Madlfong P bt By 3{'0?{4 “’“’“‘C:';M %&M w‘& ﬂ’“f’u’
(1). Pengulu 76 pasek Kesanggra ancuk [;:ﬂ MM{

a. Prewayah Dulu-Kiwa, tengen, Prawayah Bahu-giwa, tencren nmw[mt \Icnrep
pmaka . . (}VL_(’,({(IQJ (A4 \7/3(‘, “W( , %Qﬂ LQ /({‘ﬁ(,m

Jero Manghku Dalem maw fhg xcfumnanpnaka peengen pe'lﬂamonrr Druwr:'1
Desa. kesangggra antuk Xalih diri Krama Desa Ngarep manut peraremafl.

d. Tamvang kolem mawiwit saking keturupan pinaka Pecalang Desa,
. 1% 'Wi IM /éw @f/izr? : .

a. Sava Base pinaka swadhamoning Jym argh Iurénawis'*ncr sekar. f‘-ﬂfd_o O/b‘cnfe_ Mr%ﬁf
o .
b. Saya Padikan mawmbasanl/nyawisang saluinng upaesra. cedae, AdAria,,
¢, Sava Gede muputang Xarva nng pwareuan. S«fa. /“""’“j
. d. Saya Ganti nkala Kaunwap ke panti - panti sane ngeranjing ke Desa Ada kenl teteba-
g san fur nunas fira ke pura puncak rikala wenten Pujawali ring Desa Adat.

( 3). Sajeroning nyenterang kasukenaan niskala Jero Pasek 'n.lsmggm:mo Pemangiu Kahvanzan
. PR
Desa Adat Kubutambafan. QLﬁ cﬁu’.{ﬁ%mf&()
Swadharmaning Penghulu 7 Jero Pasek luwire

( 1). Ngenterang pelaksanaan sedaging Awig-awig miwah perarem Desa.

(2). Nuntun tur Ngenterang Krama rawuhing warga desa ngupadi antuk pettis.
(3). Mawosin kalih niwakang pemurus arep rng wicara warga desa. ,

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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Maka duita matemiuang bawos ring sapa sira ugl
Pinaka saksl nxalaning wenien sang naur punagl (Ing Sodng-sodng. 5ch'£’ Desa 3\{:'-1' Kubu-
tambahan fz« 0/4“ ks bt % I ﬁw,,, Auj—;f,;g
%j{”vmg"""a 4 Pawos 16, é’-h—q KW% :

Petias ngawi olih - olihan Pr’tjuru /Dulu Desa luwire
Luput reramposan (pepes@ru
Polih landing tengah.
Upon pecatu / pelaba carik/tégal.
Petiag SEWDIAN Menut pracem.
Pawos 17.
Prajurz/Dulu desa kagentosin rantukan
1. Seda
b. Kenorayang dwaning iwang pemargi menawi nilar sesana
c. Wit saking pekayun rahayu utami pinunas ngeraga
Ngenoravang utami ngentosin Prajuru / Dulu - duly parut sajeroning pa“uma.n tur kaingkupin

antuk Krama Des: /1
QAJMW M“X pike “%alew W{A" prof C‘l_fb}/

Indik Kulkul.
Pawos 18.

(1}). Rulkulring Desa Kubutambahan iuwire :

{ 1), Kulkul Desa tan wenang ketepak vaning tan sangkaning pituduh

Tesis

R

a. Kulkul Desa

Kulkul Banjar / Tempekan,
Kulkul Subak - Subak .
Kulkul Panii - panti,

e oo

Kuixul Sckeha - sekeha.

L]

f.  Kulkul Pondok - pondokarn.

Tabuh tetapkan Kalkul Desa
a.  Desn ngewentenang puja-wali ¢ Atuludan ning tung
b. Ngayah » Awludan fambat
c. Sangkepan : Lima mludan lambat
d. Maduwe QOka : Tiga tuludan lambat
e. Maw{waha » Kalih tuludan lambat
f.  Kepanca bava
- Jiwa bava @ — o Tigan tuludan bulus .
- Geni baya : Kalih tuludan bulus
- Toya bava © Kalih tuludan bulus
- Bavu bava  Kalih wludan bulus
- Lindu baya . Ningtung

Pawos 19. %;,c» fovel
D‘: Isa, sejawaning
tengeran kepanca bava.

Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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(2). Sang nepak tan sangkaning piiuduh patut digelis atur supeksa buatan panepake, yan lan
mangkana sang mamurung kadanda manut prarem.

(3). Kulkul sekeha - sekeha semaliha kulkul pondok - pondokan tan kalugra nyawerin (matehin)
sukat kulkul desa, prade mamurug taler kadanda manut prarem.

Palet 4
Indik Paruman
Pawos 2.
{ 1). Paruman/sangkepan ring Desa Kubutambahan, wenten :
Paruman Desa Melinggih, nyabran ngesasih nuju pumama. tanpa arah - arah druwaning

sampun tetep neElayg Ela t p/e.r rem, W ,6.%% Q;‘ . s w%l %},WM\; 5’”7:
g‘ %’aruman esa nyabran ﬁ‘fg’?ﬁé{ Wm Ut perarem, U tiafrly W Masy

]
b. Paruman Dulu desa. kawentenang nganut Wiguna ’W-

¢y, Paruman sekehg - sekeha Wmn. : _

ook e e il R
( 2). Parvindn "Desa maducorrdin “sekadi ning sor . W

. Prasida lemaksan risampun katedunin anrul&ﬂgg&g&%ut Q&Eﬂﬁﬁﬁn, kemanggala antuk
tengeran kulkul miwah abusanany:fﬁempog/ aha tan kalugra makta gegawan sakaluwire.

b. Tan marem ngarcana ring Ida Bhagawan Penyarkan makasarana widi widana care. Qe

¢. Tan kalugra ngawetuang suara gora utami Dyota. yan hanawangkana kenipamidanda
beya pecami] kadi dandaning nguman - uman ring sabdha,

a

d. Pamutus bawos briuk sepanggul (ingkup) punika kemanggehang.

'(3). Prade pidaging paruman tan kaingkupin/ kasungkemin ping tiga. ring sangkepan selantumya

(kaping empat) Prajumi wenang niwakang pemutus.
Paiwgs 21.
o Fe fancte 9, : &;1‘ :
{1). Sajeroning paruman DesafPenyarikan patut nyiarafig pemargin ngenterang desa. pemekas
ngeninin indik ;
a. Munjuk lungsuring pekraman saha ayah - ayahan, sulur arta berana, druwe Desa.
. b. . Rencana Prajuru/ Dulu nganining usaén Desa kapungkur. )
{21 Pa?utus parumian Desa sinanggeh perarem maka pamitegep pelaksanaan Awig - awig
€5 pawos 22,
( 1). Sangkepang Prajuru/ Dule Desa kawenangan wanizh ngerincikang pengerencanaan utsaha
Desa Kapungkur.
(2). Sangkepang Prajuru/Dulu Desa tan kawenangan ngemedalang tetegenan ring Krama
sedereng kaingkupang antuk Krama Desa.

(3). Ring sangkepang, Prajuru / Dulu Desa Kadadosang ngewetuang pasuara, maka pidagin% {éu}w""ff
pituduh sang ngawenang utamj ngonekan perarem peg

() Rt P Tn oot b Py i, (vt hd
)0 Pradl, mmspt oS faRa Al froprpn
Indik Druwen Desa.
Pawos 23,
Padruwen Desa Kubutambahan, sekadi ring sor
{1). Pura-pura Desa:
a. PHiBle Agung /Pura Desa.

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... "H. Feri Noval,S.H.
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Vv (2). Wates sisi kuler miwah kangin patut kekaryvanin antuk

5% & ra
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\/ b. Pura Dalem,
¢.  Pura Maduwekarang.
d. P ra Scgara.

(25 Balc Des

(3). Tanah:
a. Tegal : 415,395 Ha. :/
b. Carik : 0,87 Ha

{4). Karang ayahan Desa 1,036 Km?

{5). Setra-sctra palemahan minakadi :
a. Setra pengarep 0. 20 Ha

b. Setra Pengilang -ilang 0.30 Ha

yﬁ‘gﬁl bm /W: "4 -

c.  Setra YehUBuah/setra Genit 0. 40 Ha, keanggan mendem sawe sane kenl sakit gede. la.
d. Sctra Mendem anak alit ring palemahan Taman Bhagendra/ Banjar Kubuanyar.

{6). Lelungusn minakadi :

_na. Gong Gede abarung.

t; f?ﬂj-/ﬁ- L fomra ¢ ﬁ”,{m?a

PlOl]h— olzh Desa Kubutambahan,
( 1 ). Piolih - olih saking Pelaba Pura.
(2). Urnunan Krama Desa adat.
(3). Paica suking Guru Wisesa.

wos 24
fuwire :

(4). Paica - paica sane tiosan. sane patu[(/cd WM

(5) LPD

Pawos 23,

{1).
( 2). Pikolih lan pamuponnya kaang
(3).

Prajuru / Dulu Desa wenang ngetangan pam

ing padruwe ring Krama Desa.

{(4). Sakaluwiring druwen Desa, patut wenten ilikitannya. H«ﬁﬁ f

P PraAvns %fw Pigr

n laba Purd. lansepanunggalan druwe Desa.
gen prabea piodalan saha wewangunan ring Pura.
Nyabran sangkcepun Desa. Dulu pengemong druwe ngawentenang pardindik mun_]uk lungsur-

’aéx/ow

{5). Tan kalugra ngadpl utami ngesahang padruwen Desa van tan kasungkemin antuk Krama

G Mm

Kaping 1

'MWW W M?W/M

Sukerta Pamitegep

Karang, Tegal lan Carik

Pawos 26,

(1). Krama Desa Pengamong karang, patut ngawatesin karang inucap antuk pagehan/wrus uiami

tembok mangda pakantenannya aso.

sang ngamong Karang inucap. sane

mawasta gegaleng kaluwan, sejawaning tanah pecatu, tegal carik utawi lanah pacruweyan nger-
aga, sanc kapiara batese sisi kelod miwah kauh, reh punika mawasta gegaleng keteben.
‘/( 3). Prade kerasa vang pagehan/turus inucap ngalikadin, yan pada arsa penyandinge kengin batese

Tesis
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nganggen pinget kemanten kasaksi antuk Prajuni/dulu Desa utawi pracibna Pal.
Kaursahayang mangda tan wenten karang kebebeng,
i Pawds 27
Sinalib tunggil Krama Desa/Banjar tan-l{ziiugra :
a. Ngalah-alah margi, tegal ayahan desa, karang desa lan selanturi ipun.
b. Ngalah-alah tanah, tegak kahyangan, setra, lan sekancan tegak sinanggeh svci.

Prade wenten sekadi ajeng, sang ngelahlah patut nge w:'diang tanah inucap saha keni pamidanda
sepatutnya, kaduluran upakararing pangelahlah tanah sucl.

Kaping 2
Pepayvonan.
Pawos 28.
Ngawit nandur pepayonan tanem tuwuh patut adepa agung ngajeroang sakeng bates. prade
jantos ngeliwat bates wenang kasepat gantungin

Yening wenten tetanduran naungin  semaliba mawasty mayanin kapisaga patut kawara
antuk paiguman ping ajeng prasida sang nruwenang ngerobah utawi notor.

Prade sampun kewara taler tan wenten utsaha sang ngruwenang, sang rumasa kKetetahan /
kajerihang wenang masadok ring Prajuru / Dulu tur risampun kaparitatas kalugra ngicalang
inucap, sakewanten patin pepayonan paiut kadruwe antuk Desa.

Sang Keni Pamidanda penyangaskara saha prabeyz manui perarem arep ring wewangunan
sang karubuhan, luwire

4. Sang nruwenang sinanggeh mayanin, prade pungkat ngerubuhin druwe krama tivos.
b. Sang notor, mungkul utami ngerebah taru ngerubuhin druwen Krama tivos.

Krama Desa patut ngemanggehang kawerdian tanem tuwuh Sane ngawinang desane asri tur
lestari (lingkungan hidup).

Kaping 3
Wewangunan,
Pawos 29.
Nvyabran ngewangun patut ;
a. Masadok ring Prajuru / Dulu ping ajeng prade wewangunan ngeninin bates.
b. Ngangge Asta Bumi miwah gegulnk Asta Kosala Kosali
¢. Tan Ngayubin kapisaga

. Prade wewangunan jantos ngayubin bilih - bilih temboke ring telenging bates risampun

kewargftur kasadokang ring dulu, wenang kedanda manut perarem saha tembok inucap
kegubar utawi sanistane mangda kakaryaning abangan.

Kaping 4.
Wewalungan
Fawos 30.

Sahanan Krama Desa sane mamiara wewalungan patul sayaga nitenin negul /ngelogor
mangda tan ngarusakin karang utawi pabian Krama sewos, bilih - bilih jantos ngeranjing
ngeletehin Kayangan.

Prade wenten wewalungan nglumbar utawl ngeleb ngerusakin pekarangan pabian Krama
tiyosan, risampun kewara kengin ketahan tur kedanda ngewaliang tetanduran sane kerusak
saha nawur penebas piaraan tetabanan, anut pengeloikan Prajuru / Dulu Desa.

Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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(3). Prade jantos ngeletehin tegak suci, risampun kaparitatas antuk Prajuru / Dulu, wenang sang
nruwenang kedanda panrayascita manut dresta.

(4). Krama Desa patut nyanggra wewalungan miwah sarwa prani, tan kapatut ngemademang
paksi miwah nuba ulam miwah sane tiyosan

Kaping 8.
Bhaya ¢
Pawos 31,
(1). Par indik bhaya. luwire : Panca bhaya miwah dura cararing agama.
(2). Sang manggihin kehanan panca bhaya, patut nepak kulkul bulus mapitulung.
(3). Prude ring Desa kehana Jiwg bhaya, patut Desane nganutang pramayascita fur sang may-
anin, katur ring sang agawewenang.
Pawos 32.

{ 1). Sang manggihin kehanan arta bhaya (kemalingan}, patut ngulkul mapitulung utawi sang
kamalingan atur sepeksa ring Prajuru/Dulu Desa sane pacang nimbangin utawi nambanin
anut daging KHUP saha mawuwuh penyangaskara prade wenten jauna ngemialing barang
sinanggeh  suci.

{2). Pratingkahe mapailon ring dusta kebwos siom / sarupen, prade wenten jatma nyaduang,
patut kadanda kadi dandaning maling, tur pra de jantos ping tiga melaksana asapunika
wenang kasukserah ring ngawewenang,

(3). Prade wenten jatma ngrereh reramon, minekadi daun kelapa . ron, 1an pasadok ring sang
nruwenang , prade kecunduk (ketara) patut kadanda kadi dandane maling.

(4) Yening weten jatma ngeranjingin pakubon wiadin  pikarangan rkala suung mewastu sang
mdruwe karang kaicalan, wenang jama inucap ketuekang antuk ma-Dewa saksi ring Pura
Bale Agung.

(5). Mangda tan katuekang manut ring ajeng, asing - asing ngeranjingin kubon jatma tivos patu:
a. Matenggeran suara ( mekaukan }.
b. Nyantos sang nruwenang karang rauh utawi masadok ring pengapit pinih nampek
machualan  pengeranjinge. .

c. Pemedal karangnya kadanging sawen, mak a pengarah rikala suwung.

Kaping 6.
Penyanggag Banjar,
Pawos 33.
Krama Desa rikala ngawentenang karya Suka - Duka, panfkesangc_rra antuk Banjar, Luwire :

{ 1). Prade ngewangun Pitra Yadnya Utawi Manusa Y ny 13&;tpm nas sang mena'adnya J{"‘y
e e,

(2). Pengerombo utawi karya gotong royong Krama ]3.[1[08 sepupu{n

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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SARGA IV
SUKERTA TATA AGAMA
Palet 1
Indik Dewa Yadnya.

ﬁcﬁwp ' Pawos 34.
ahyangan sewidangan Desa Kubutambahan Luire :

Pura Desa/Bale Agung/Puseh Frabu
Pura Dalem
Pura Segara -
Pura Mduwekarang | ﬁq/w??(
Pura Pand}.rca:g‘ 12 _ ‘ {DU”V:{

ioddlan ring Pura- pura dnfiven Desa luire ; ;\.&‘6

a. Pura Desa/Bale Agung : /(’.ﬂ/!/“
- Pumama Kasa ring Kemulan Desa et

Pumama Ketiga ring Ratu Gede Penyﬂw Nﬁ‘j A bing Jﬂaj @60-714/([‘

Pumama Kapat ring Puseh/Bale Agung .

- Purmama Kedasa ngemargiang pakiis rauhing Nunas Sari.
b. Pura Dalem :

- Pumama Keenem

- Tilem Keenem - 7

c. Pura Segara:
- Pumama Kapitu
d. Pura Mduwekarang :
- Pumama Kawulu

Pura Pandya : /U wn

i L e

Pumama Kelima Ngaturang bakti ring Ratu Angurah Tengahing Toya./ F

Pengaci ring Pura inucap manut kecap sastra Agamg miwah Dresta kclaksanayang nista.
madya, utama manut . kawgntenan miwah perarem..xé‘ibw.frﬂw ' fC/&W‘- ‘é’/h‘
Aafn S (oragfio Ma\vos 35.

Ring soang - soang Pura inucap kawentenang Pemangku.

Ngadegang Pemangku manut dudonan

a. Turunan utawl ngewaris

b. Nyanjan utawi masemuran. soang-soang mapireges mapinunas ring ajeng penataran
wiadin kedura Desa menawi ring Balian Conteng, lan sepenunggalnya.

¢. Kecatd (Dipilih / ditunjuk } Olih Krama Desa.

Tan kewenangan angge Pemangku luwire :

a. Cedangga, luwire; peceng perot, cungihi lan sapenuggilan.
b. Sang sapasira ugi sane tan kapatutang manut pararem.
c. Sakit 1la, ayan buduh, wiadin edan.

d. Sane maderbe kasucian urip tan becik.

Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H.
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(4). Prabeva ka-Pemangkuan

a.  Adiksa widhi (mawinten), kamedalin saha kelaksanavang antuk sang ngad€gang mekadi
Krama Desa utanii pengeffbn Pura soang - suung.

b.  Mapitra Yadnya riwekas prade kaluarga pemangku tan mresidayang, patut sungkemin
antuk  Krama Desa wawi Pengemong, saniftane Brahma Prayascita wiadin penvang
grane manui perarem prade yadnya kelaksanayang antuk wargan sira Mangku

{ 5). Pemangku patut ngemanggehang sesananing Pemanzku.

Pawos 36.

Swardarmaning Pemangku luwire

{ 1) Ngenterang uapacara piodalan ring Kahyangan Desa Adat utawl nng soang-soang pekuben
Krama

(23, Tan wenang salah suluh, yang miamuneg wenang mangku inucap nyepuhin taga.

(3). Prade salah sinunggil Mangxu kapialangan utawi Cuntaka. kengin nveiang Mangku
tiyosan utawi nuwur sang Suliggih..

(4). Semaliha yen sampun Pemangku ngayah tigang rahina rng Pura. kancit wenren Keluar-
gania kepademan, Mangku inucap tan kenen Cuniaka, sakewanten Mangkuy tan budal
selami piodalan.

Pawos 37.

Petias utawi olih - olihan Pemangku / sulinggih luwire :

( 1). Penyolasan wantah saking saiin canang,

{23 Upon pelaba carik Yman tegal manut perarem.

(3)., Lupyf pgkarvan lan rerampen/reramon, pidangingan keni kadi paiut.
() P Torssins. bapsnsms lisian Sfctss B ’7"‘%’% -

{ 1. Pemangku kagentosin nantukan .
a. Scda
b, Pinunas ngeraga. menawi kageringan lan sepenunggialanya manut perarem.
¢. Kawusanang antuk Krama duwaning nilar scsena. /M eyl )
Pawos 39.
Kasukzan Kabhvansan kadi ring sor ¢
{13 Tan kaiugra ngeranjing ke Pura juwire
a.  Catur Cumntaka. .
- Sebel kandel ngeraga sewala | s, /Bema/% Vn ot it -
Sebel maduwe  putra W 2 Az, 4 @MQ
Sebel pengantenan, >  FetAe, P i '
- Sehel sangkaning kapademian / keiayu sckar, ~dkétgon W d—f—&/ Ay ,

Makia sahanan barang sinanggeh ngeletihin.

b

b
c. Sata agung, sejawaning rikala mepada.
d. Mabusana tan manut kadi tata caraning ngeraniing k a Pura.
e. Sedereng polih uak - uskan (pituduh) Projura/ Duly desa.
(-2} Pratingkahe tan wenang ring Pura h
4. Masumpal (cor), sejawaning pituduh Prajury Duly Desa Adat,
b.  Muakobetan . mesesencngan, makolem dados asikl lanang waden, mebuacin, nyangsang
busana.
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¢c. Mungah teduh palinggih sejawaning pituduh Prajuru/ Dulu,
(3 ). Sang mawurung kecaping ajeng, keni pamidanda pamerayascita sepatutmya.
Pawos 4(.

(1). Yen wenten jatma karavhan ring Pura, kengin kapintonin prade rumasa kssumangsayaan.
yan tan wiakti, jatma inucap kasisipang manut perarem.

{2). Prade Kahyangan kehanan durmanggala. minekadi kepanca bhaya. pemangku patut digelis
nyadokang ring Prajuru/Dulu mangda marumang Krama Desa tumgawenienang
pamerayascita Sepatuinya.

Palet 2
Indik Resi Yadnya
N Pawos 41
(1). Sang pacang madeg Pandita utawi Pinandita (Minckadi Balian Sonteng. Daiang) Sekeluwiring

- jagi ngenterang Yadnya, Patut masadok ring Prajuru/ Dulu desa. Kalih Parisada Hindu
Dhama,

(2). Prajuru Desa patut ngawas nintenin tur wenang mialangin prade wenien xacinanan sasar
kekecap miwah drestane, tur sareng nyaksinin upakara saha nyiarang ring paruman Desa,
tegep rauhing bates kawenangan pangenter Yadnya prade nepek ring sastra miwah dresta. ‘}

.(3). Krama Desa patut ngaturang ayah sepemadeg miwah ring pengelepas sang Sulinggih riwekas '
katuntun antuk Prajuru / Duelu - dulu,
Pawos 42
(1), Sang Sulinggih/Pinandita pawet ngriyvinang yadnya"ring wewidangan Desa Kubu-
tambhan, sesampune wawu muputan yvadnya ka dure Desa.

(2). Krama Desa sami patut sareng ngawas nitcnin kantuntun antuk Prajuru / Dulu - dulu, mangda
sehana yadnya sane kawentenang kaicen pamupui olih Sulinggih utawi Pinandiia manut
kawenangannya scang - Soang.

Pawaos 43.
Pemargin Pitra Yadnya madudconan manut sekadi ring sor :
( 1). Pangupacaraan sang kelayu sekar :

a. Antuk mendem utawi ngeseng, makacihna mkingsan ring ibu pertiwi utawi ring Betara
Brahma, selami nuptupang praba.

b. Atiwa-tiwa (upacara pengabenan/palebonan) :
Ngeseng.
Ngeroras.
Maja-ajar (sekama-kama).
Nganturang ring Pura Dalem.
Nuntun Dewa Hyang ring paibon.
Ngelinting/datengan sekar, ring pamerajan soang-soang.
Pawos 44,

Swak:larmaning lan teteganan prade wenten sinalih tunggil Krama kelayu sekar :

(1). Sang kaduhkitan patut :
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4. Nyendekang ring kelian banjar fur nunas imbangan ring Kewentenannya.

b. Ngaturin Banjar ngarombo makarya eteh-eteh sarwa kadulurin  panyembrama
canang sesida antuk utawi maweweh sajeng ring pangerombo NZanier Xaseua.

Swardamaning Banjar / Desa

a. Kelian Banjar maritatas pamargin sang kaduhkitan, napike pacang kapendem me .
kisang riyin utawi lantur keabenang. .

Penvanggran Banjar selanjutnya :

b.  Prade kapendem, raris Kawentenang kulkul petahu W /C&—L;, AR '/"4‘57 M

- Soang - soang Krama Banjar nedunin patus sami 0.5 kg. adeng miwang kelapa
sawung.
- Ngerombo ngaryaning eteh - eteh sawa saha Kasarengin antuk Krama sane rawuh
- Sami Krama Banjar anganter Kkascira jantos pamendem ipun pupul. '
Tan kengin ngcleBt lzﬁgunang ring 42 (abulan piung dina} wr patt golih pagebagan manuk
paitungan Pr;ajuTu. Wﬁw ﬂvb@/ww 7’(_/7'1';'«)
Tan kalugra nginepang Bang< bang.
Tun wenang mendem  rikala,
a. Prawani. Yoy, Z\WM '
b. Purmama.
¢, Tilem.
d. Rerahinan.
Prade wenten kelayu sekar, rikala piodalan .‘}engix} mendem {appa—sadok—tur-memargi—

Pawos 43,
Sane kasinanggeh kecuntaka kadi ring sor :
Cuntaka antk kelayu sekar.
Cuntaka antuk ngeraja sewala.
Cuntaka antuk ngembasang putra.
Cuntaka antuk karuron.
Cuntaka antuk saki Ila. Buduh.
Cuntaka antuk pawiwahan,
Cuntaka antuk gamia - gamana.
. Cuntaka antuk salah timpal.
Sengker cuntaka manut kwenienannya,
a. Cuntaka ngeraja sewala : sesampun mekramas / mebersih.
b. Cuntaka Ngembasang putra :

- Ngeninen sang istri lamine 42 rahina ( abulan pitung dind) nagiwit saking putrane
embas, utawi ngantos sampun kaupakarayangan mekekabuhan tur meprayascita manut
sekadi agama,

gm0 on g

- Ngeninin sang lanang lamine ngantos putrang kepus pungsed.

¢. Cuniaka karuron, cuntakannia abulan pitung rahina (42 rahina ) tur sampun matirta
panirayascita.

d. Cuntaka pawiwahan, cuntakanmia ngantos sesaumpune upaca mawidi - widana
{Masakapan ).
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e. Cuntaka gamia - gamia , cuntakannia ngantos s$esampune kepalasang /masapiang tur
sampun kawentenang pemrayascita raga tur sampun kawentenang pemrayascita Desa
adat / Kahyangan.

f.  Cuntaka salah timpal, Keselesaiyang sekadi manut Agama Hindu turdresta / adat
soang - soang, luwire .

Cuntaka kelayu sekar /kapedeman :
a. Kapendzm cuntakannia
- Sajeroning ping arep solas (11) ranina.
- Sanmietonan pitung (7) rahina
- Sinunggil tigang (3) rahina.
b. Keabenang cuntakania. sang nyabut karya rawuh riwus yadnyania (mepegat).
Tan kenen cuntaka

a. ikala piodalan risampun njafang sasih/ngalang tengah, kawanten Pemangku dados -
budal.

Pawos 46.
Atiwa - tiwa (pengabcnan) kelaksanayang anfuk
a. Nyawa Resi (nguasta geni) santukan tan ngagah utawi menawi sawa tan kekeniang.
b. Sawa Prasteka
Penemayan Pengabenan wenten kalih pawos

a. Ngaben dadakan/bah bangun, kedadosang sajeroning 42 rahina, langkungan ring
punika tan kawghangan, ¢

b, Ngaben ngemasa sajeroning tempekan/ Banjar. W&q L L'
Dudonan pengabenan ngawit saking ngagah (seda), ngsseng jantos pengiriman  utawi
nganyut, majar - ajar miwah sekama - kama.

Pawoes 47.
Pepatusang Pengabenan wenten kalih pawos :#

a. Ngaben ngemasa luire : beras arong (4 kg. ), ayam asiki, kelapa awungkul gesing
akatih miwah papah jaka saha kalangsah ( manut pinunas sang madruwe karya).

b. Ngaben dadakan patut/pateh sekadi putus seda kapendem.
Pengingu ring Krama Banjar ngawit ayah anut abot dangan kawentenan karya. @

Palet 4
Indik Manusa Yadnya
Pawos 48.

. Manusa yadnya ingih punika upacara - upacara darmaning manusa ngawit saking pate-g

moning kama bang sajeroning garba ngantos kelayu sekar riwekas.

. Upacara sekadi ring ajeng madudonan sekadi ring sor :

Magedong - gedongan duk pangerempinian I Biang.
Duk sang Kama raka medal

Kepus odel.

Roras rahina. _

Tutug kambuhan (42 rahina)

Nigang sasihin{ 3 sasih ).

oA o gop
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g. Pawfvan/otonan / odalan ( 6 sasih).

h. Tutug Kelih { ngeraja wadone, ngembakin lanange ).

i. Metatah.

j-  Mawiwaha.

k. Mawinten. .

(3). Upacara - upacara inucap nista, madya, utama manut sastra Agama saha catur dresta. »
ngawinang sima cara desa.

Palet 5
Indik Bhuta Yadnya
Pawos 49

(1). Bhuta Yadnya inggih punika upacara - upacara pabeakala ring peritwi lan Kahyangan,
sarwa saha upacara - upacara ring bebhutan.
(2). Upacara pabyakala ring sarwa prani, luwire .
a. Ring sarwa wmuruh rikala tumpek pengatag ( Saniscara Kliwon Wariga ).
b. Ring sarwa ingon -ingon rikala tumpek Kandang ( Saniscara Kliwon Uye)
¢. Upacara pakala - kala manusa anut wiguna, kabawos pabyakala.
(3). Upakara pabyakala ring Pertiwi, Kahyangan lan bebhuta kawastanin Mecaru.
(4). Pecaruan inucaping ajeng; alit. madya, utama manut wiguna kadi ring sor.
Eka Sata.
Panca Sanak.
Tawur Agung.
Panca Sata.
Resi Gana
Panca Kelud.
(5). Sajawaning kadi ajeng kawentenang upakara :
a. Majot - jotan wtami Yadnya Sesa; nyabran wusan ngerateng
b. Masapuh - sapuh rikala pacang wali ring Pura
Pawos 50. .

e ae oo

(1). Nangken kewarsa rikalaning Tilem Kesanga kawentenang Tawur Kasanga. ketah pawose
ngerupuk. makacihna pacang mapag rahina penyepian benjange.

—

(2). Brata Penyepian sane kamargian antuk Krama Desa %«k&w&x) I g _
- a. Amati Geni; tan kengin ma-api-api jf{f:w\vz_ el Q'kﬂt; AL
b. Amati Karya; tan kengin nyambut karya. Ma..,ﬂ,% <

¢. Amati Jelangunan: tan kengin maoneng - onengan, masuara gora lan sapanunggalannia.

d. Amati lelungan;
(3). Pebratan inucap kemargiang arahina wengi, rarnis kasuarayang kulkul pinaka ngembak

benjang semeng. :ﬁ
(4). Sang amurug kecaping ajeng keni pamidanda mamut perarem tempek /Banjar, lan Krama

Desa Melinggih C{ margiang antuk Sambang ( pecalang Desa)/a;;uh /d-umq,am ecpey
(5). Riwus rahina Nyepil (benjangne) makacihna Pangembak patut soang - scang Krama Desa

sami ngaksama/ Dharma santi.

(é) %@'q—{/ﬂgm&hﬁ /;xw/{gfdw.,ﬁxﬁfj ftfauMi}S//t;;\f- "LI’ZJ’/E}: it
A, . gl

Fa b, £, Vﬂhtty’dhp 72
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SARGA V¥V
SEKERTA TATA PAWONGAN -
Palet 1 '
Indik Pawiwahan
Pawos 51

(1). Pawiwahan inggih punika patemoning purusa prdana, melarapan perunggalan kayun suka
cita kadulurin upesaksi sekala niskala. N

(2). Pelaksanaan Pawiwahan luwire :
a. Pepadikan, kemanggala antuk pekraman.

1

b. Ngerorod, merangkat riyin wawu kakurenayang.

¢. Nyeburin utawi Sentana Nyeburin (rikala sampun nganutin upakara peperasan).
( 3). Pidabdab sang pacang mawiwaha patut :

a. Sampun manggeh deha - teruna ( prasida nganutin Undang - undang).

b. Sangkaning pada rena, (tan kapaksa).

¢. Manut kecaping agama (lan gamia gamana ).

d. Kawisudayang prade pengambile tios agama miwah kapati wangi.

(4). Pamargl pawiwahan mangda taler nganutin Undang - undang Perkawinan No. 1 tahun
1974.

(1). Pawiwahan sane kapamutang ring Desa, s€kadi nng sor:

a.  Sesampun kamargiang pabyakala utawi pesakapan. kasinaksiang sekata niskala antuk

Pandita utawi Pinandita. 4 ,* i, 4dr/
b. Wenten pesaksi Prajum/ a sane mapekeling utawi ngelikitayang
pawiwahan. .
¢. Sampun matengeran kuikul. s A
(2). Perabian sane fan manut ring ajﬂlg nanggeh tan p:iruL (tan sah ).
Pawos 53,
Tata caraning perabian patut sekadi ring sor: Ay

(1). Sapa sira ugi pacang ngewarangang pakuluwargan patut masdok ring Prajuru-daulu, SRV
lanjumya Prajuruﬂﬂ’%ritatas manut tan kekecap perabiane. ' /.5’

(2). Pemargin pepadikan manut dudonan ;
a. Upacarane jantos ping tiga, saha soang - soang melarapan :
- Kapartama antuk canang dudonan.
- Kaping kalih antuk canang ring ajeng.
- Kaping tiga tipat bantal

b. Risampun mapragat raris sang istri diajak budal ring pakubon sang lanang saha
kalanturang antuk pabyakala. '

c. Mangda pragat mutus sekala niskala, raris Kulawarga purusa makta pejatic ring
merajan wadone,

(3). Prade Ngrorod/merangkal palut: reruman lanange pgawenicnang pamilaku / pejati antuk
dhura sekirangnya 2 ( kalh) dir.

(4). Sajeroning pakurenan/ pengelakuan patut :
a. Kemanggala antuk geng pengampure arep ring reraman wadone.
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b. Kalgumang bawos indik pakidih ulewi pelegayvang arcp ring pasewakan sang ngidih
saha dewasa pakrab-kambeyanc riwcekas,
¢. Kahcinuyang indik Kapura utawi Prade sentana  rajag kajejarang  pamt ngidih anak
lanang sahe kabawos Pawiwahan Nycburin, tur nisampun sulur pamerasan kalegepin
kamanggehang sentana nveburin.

( 5). Pakecrab - kambeyan mapitegas upakara tias apadang (pupu! ) mapikuren dwaning manut
~sekadi ning sor :
a. Sajeroning kabawos ambe, kelaksanayang ring niskala antuk sarana jejauman miwah
pawidi widana.
b. Sajeroning hawos pekerab pelaksana ring sekala . antuk penyaksi Prajum duwaning
kekerzbiah  anmk tengeran kulkul.

Palet 2
Indik Nyapian

fens, Pawos 54,
Pawiwahan prasida ke-kfm;géemrapan antuk palas perabian utawl kepademan

(1)
( 2. Usan mapikuren rianmekan  sinalih tunggil  seda mapiteges balu, mekadi belu lanang [ istr.
( 3). Palas perabian wenten kalih pawos, inggih punika sangkaning pada lia . miwah

mawiwit  wicara.
(4 ). Sang ayat palas merabian patut atur supsksa pailikitan riyin ring sang rumawos, (Penga-

dilan Negerd ) wasmu tinas apadang pamutuse kebawos Nyapian wawu Aarhng "“"
kawentenannya ring paruman keni pemeli kulkul manut perarem
Pawos 55,

Tata cara palas merabialy sangkaning pada lila sekadi ring sor :

Nawur Prabya pesaksi sinalih tunggil sami mategen,
{2). Peguna kayang polih pahan pada.
( 3). Pebekel, tadtadan soang - scang kekuasa nir - nii muwah warsan kekuasa anwmk purusa.,,
(43, Ngewehwehin muwah ngupa jiwain prati senlanz manut swardarmianing Purusa .
f5%, Nawnr namidanda panembas kulla] manut Peraremn,
(6). Ngeluh jinah logika Prajuru/ Dulw.

Pawos 356.

Prade riwekas sang palas kacihnan adung malih. pamut mangda :
{1). Ngelaksanayang Pawiwahan malih.
( 2). Kedanda nikel saking palase, yadiastu wit palase pecak sangkaning pada iiia.

Pawos 57,

{1). Sang balu kabinayangz dados :

a. Balu luh wit sentana (sentana rajeg) miwah balu luh boya sentana.

b. Balu muani kapurusan (wit senwana) miwah balu muani nyeburin, ( boya sentana).
(2). Swadamaning balu inucap patut :

a. Ngemanggehang patebrata tan kengin ngemargiang paradara / drati krama.

b. Muponin waris, pagunakayan tan dados ngadel, ngadeang. mekidihang lan siosan

punika. scjawaning kebehbasang  saking planak utawi  kaluarga pinith tampek saking
kerunannyc prade pianak kantun alir - alit,
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¢.  Kengin ngidih sentana prade wenten pidabdab sadurung simulin nunggll  padem, saha
kabebasang antuk kaluarga sinanggeh purusi,
pawps 38,
Balu inucap tan pageh sekadi ring sor !
(1). Drad krama utawi paradara. .
(2). Matilar saking pakubon tan pasadok jantos 6 (enam} sasih.
(3). Lempas ring swadarma seos - segsan, tan presida ngeschin solah maprewerti arep ring
pituduh kuluarga purusa.

Palet 3
Indik Sentana
Pawos 39
(1), Sentana wenten kalibh pawos. sane kaucap prati Sentlana, miwah sentania peperasin
(2). Prati semtana inggih punika scnlana  sane metu saking pawiwahane kepatut.
( 3). Prade pawiwahane tan kepatut kawetuang sentana . mangda tan kantun kewastugnin
babinjat utawi astra yogia kemanggala antuk penyangaskara. g
(4 ). Prade Pawiwahane tanngawetuang sentana. kengin ngidih  sentana antuk upasakst sekala
niskala sane kawastanin Saniana Peperasan.
(5). Sentana rajeg inggih punika. prati sentana wadon (pradana) sane kemanggehang lanang
(purusa) tur risampun kalaksanayang pawiwahan nyeburin
{ 6). Sang sane Dados kearsayang sentana rajeg inucap.
a. Sinalih tunggil sentana wadon. ,
b. Sampun kemanggehang dados prati sentana lanang (purusaj. -

¢. Pawiwghan kaceburin, kautamayang antuk jatma sane sampun ngelaksanayang pe
mansudha raga utawi sidiwadana.
d. Sane mengehang sentana rajeg patut mapesadok rning Prajuru, Prajuru patut nyiar
ang ring parumarn.
Pawos 60.
( 1). Ngangkai Semntana manut dudonan pacut makacihna aria berana pemerasan sane kasi-
naksiang sckala niskala.
(2). Sapasira ugi Krama pacang ngidih sentana patut masadok ring Prajuru/Dulu Desa sancs-
tane asasih sadereng pamerasan.
(3). Prajuru/Dulu Desa kewakilif antuk Kelian - kelian Bamjar nyiarang ring sawidangan
Desa, sang sapa sira ugi rumaksa tanlila mangda nyadokang masengker kalih  wuku
sebanan pemerasan rng Prajuru /Dulu Desa. '

(4). Prajuru/Dulu desa digelis mawosin saha ngicenin pamutus nepek ring dresta perarem.
(5). Prade sulur peperasane tan manut ring kecaping ajeng . Prajuru/Duiu desa wenang ngan-
deg sang pacang makarya. saha ngicenin penuntun, mangda kapuputang rivin bebawos
sulur  utawi wicarannya,
Pawos 61
( 1). Peperasan sane kapatut ring desa risampun makaciiina :
a. Widi - widana pemerasan
b. Kesaksinin anwk Prajuru/Dulu Desa sane makelingan utawi ngilikitayang.
¢. Kesiarang ring wewidakngan desane.
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(2). Suane Kapatul peras anggen sentana kadi ring sor:
a. Jalma me-Agama Hindu,
b Papemahan nedunang saking sang meras.
¢. Kulawarga saking purusa. prade tan wenten kengin  saking wadon. yemng taler tan
wenten., wawu kengin sckama - kama { saking kayun).
d. Kautamavang saking waris pancer kapurusa.
e. Sinalih 1tunggil mawiwit saking kaluarga mnggal sangéh utawi merajan, paibon
“lan dadia utawi ngambil anak tiyos sakewanten sane me -Agama Hindu
{3). Kengin ngangkat sentana langkungan ring adiri, lanang wiadin wadon.

Palet 4
Indik Warisan
Pawos 62

( 1). Warisan inggih punika tetamian arta berana saha ayah-ayahan ngupad: sukeria sekala
niskalaning keluhurannia, marep ring turunannya.

(2) Kang sinaggeh warisan luwire :
a. Duwe tengah, mekadi tegal ayahan desa. Kahyangan, pusaka siwa kerana.
b. Pememrjan kemulan
c. Psgounakavan, tad-tadan/ jiwa dana sesampune katunggalang, utang piutang,
{3). Wawu kengin kabawos warisan prade wenten ;
a. Sang mapituruh (pewaris) -
b, Keturunan ( ahli waris ).
¢. Arla berana miwah tategenan ( ayah-ayahan makecihna warisan ).
Pawos 63.
(1), Ahli Wans luwire :
a. Prati sentana purusa.
b.  Prati sentana predana, (sentana rajeg).
¢.  Sentana peperasan Lanang
(2} Prade tan wenten sckadi ajeng, kang sinaggeh ahli waris,

2. Turunan purusa pemah ngunggahang, rerama lanang, pekak selantur ipun rerama misan
midon.

b. Turunan rerama pernah kesamping mekadi keponakan miwah mindon.
A Pawos 064
Swafd:fmaning ahli waris patut :
( 1). Ncrima saha nguwasayang fctamian pahan saking keluhyrannia mekadi ngggmpon sanggah,
Pura saha pangupai@Minia miwah nyelidihin avah - ayahan pewaris.
(2). Ngabenang pewaris saha ngelaniurang upakara - upakara Pitra,
(3). Nawurin utang - utang pewaris sane manut pengelokika,
Pawos 65.
Pengepahan waris sekadi ring sor
(1’)“ Risampun Kelaksanayang Pitra Yadnya lan utang - utang pewaris buntas Katawur.
(2). Para ahli waris polih pahan pada sangkaning pagunakayan, sajabaning karang wtawi tegal
ayahan desa kaamong antk al-‘%i vkang sinanggeh Krama Ngarep (melinggih).

’L\J’\?""U,_)_.

¥
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(33 Sinalih nggil ahli waris kengin tan polih pahan prade
a. Nilar Kawitan tan sehananing Agama,
b.  Alpika Guru rupaka sesampun wenten bisama,
¢.  Sentana rajeg kesah mawiwaha utawi prad sentzna nyebunn. soang-scang Kabawos
ninggal kedaton.
(4). Boya ahli wans kengin mupenin hasil manul dudonan luwire
a. Sentana luh, selami dereng kesah mawiwaha utawl alpaka Guru miwah prade mad
erbe pianak tan kenkenin antuk wong tua inucap, kengin ngewaris wantah pikolih
{pegunakayan) sentana [uh inucap kemawon.
b. Bali Iuh wiadin muani nyeburin (socang - soang boya sentana). '
Mulih deha utawi teruna rnantukan rng pawiwahane pecak sanmpun kabawos v
ninggal kedataon.
(53 Pewaris kengin mawewch rikala maurip pinaka jiwa dana. tadtadan / bekel macihna
paweweh tetep ring pianak sanc kesah mawiwaha. . <c%%ezy Jor e w7 freeiscey f/é’ff‘wuz /'r"’{:*’f/

=~ — 1
7< SARGA VI

WICARA LAN PAMIDANDA
Palet 1
Indik Wicara
Pawos 66.
{ 1). Sane wenang mawesin niinzkadi niutusang wicara ring Desa inggih punika Prajuru / Dulu
Desa sinagech kerta desa. :
(2). Prade sang mawicard tan wenlen cumpu ring panwlus kerta desa kengin nunasang wicara
inucap ring sang rumawos { Pengadilan Negeri }.
Pawos  67.
( 1). Sahanan wicara mawiwit kacorahan makaluwire sinanggeh nungkasin daging awig - awig
pasuwara miwah perarem desa, Prajuro/ Dulv patut digelis mawosin lan nyantos pesadok.

t

(2. Sejuba wicara kadi gjeng patut nyemosang pesadok sang nunas bawos.

v T owsonpaneno e et I P R T . Tl e 1.
B LTS S T PN SV T -t‘llh utuu._. I)lA\LI. Lacl ululu.ua ara o Tanadina \ Godanial.

miwah .tan marem nepek ning dresta.

R
i

-
Lad

1- L
TRiea, Dl

Paiet 2
Indik Pamidanda
}{\ f ot Pawos 68.
(1) Prajurn wenang niwakang pamidanda fng Krama Desa  sane sisip manut perarem,
(2). Peniwak inucap Kelaksanavang olih prajuru manul peraren.
(3. Bacakan pami d’m}da uwire
:Aa an  panukun kesisipan manut perarem.

b. "Denda arta(dcsa.danda saha panikel - panikelnya miwah panikel - panikel unnan)
manut perareni.

Rerampaggan manut perarem.
Kesepﬂke%g manut perareni.
Keumbil karang dayashan manut perarent.

om0

Kenoravang (kausung).
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Pamidanda sane katiwakang pamt mesor singgih manut ring kasisipane .
Jinah vtawi arta brana pamidanda ngeranjing dados druwe Desa
Pawos 69.

Krama sane langkung ring tigang paruman ngelantur tan nawur urunan miwah dedandan
wenang kerampag.

Rerampagan ngangge tata cara kadi ring sor:
a. Kelaksanayang anfuk Prajuru/Dulu kaserengin anruk Krama tigang diri maka saksi.

b. Sang ngerampag sangkaning darsana ngambil barang utawi nyawenin tanem tuwuh,
akehnya manut ring utang sang kerampag.
C. Prajuru/Dulu m jketang mangda baran IP ang sane kerampag digelis katebus,
masenzker %&hﬂ&af&ﬁﬁ
d. Tan ngeninin saluwiring barang sarne patut mggﬂang manut Agama miwah mademang .
pengupa jiwa sang kerampag.
Pawas 70

. Prade sang pacang kerampag ngewara (mialagns pelaksana inucap mewastu sampun tan

nganutin awig - awig desa wenang kasepekang. .

Semaliha yan purun taler mial:k‘ln pelaksana kadi ajeng tan wenien pemargi sejawaning
kedaut /kaambil karang ayahan antuk Krama Desa Prade mialangin pamt kenorayang .
Pamidanda inucaping ajeng keni buntas risampun sang kakeninin :

a. Nunas geng sinampura ring Krama Desa riantukan nguak pasubaya (perarem) pecak.

b. Naur pengargar penguak pasubayane duk pacang kerampag kadulurin prayascita
penyapsap kaiwangane ring Desa.

SARGA VI
NGUWAH - NGUWEHIN AWIG - AWIG
Pawos 71
Nguwah - nguwé&ﬂn Awig - awig Desa puniki kemargiang antu paruman Desa.
Paruman inucap mangda kasungkemin antuk pefkarsan Desa.

Pidaging nguwnh - nguwehin melarmpan  antk segilik segulpk | salulung eabayantaka, -
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SARGA VIII
PEMUPUT
Pawes 72
(1). Seluinng sane wenten sederengnia patut kanutang ring sedanging awig - awig puniis.
(2). Saluwiring sane durung kebawos sajeroning awig - awig puniki patut kelaksanavang manut
taza cara sampun ketah memargi kedulurin  antuk perarem - perarem.
Pawos 73

(1), Awig-awig puniki kararemin duk rahina Soma Wage, 8 September 1990 tanggal masehi.
nng Bale Desa Kubutambahan,

{2). Awig-awig puniki kemargiang ngawit keraremin /keingkupin,
(3). Awig-awig puniki kalingga tanganin anfuk

?HSANG NGELIGGA TANGANIN
1 lian- Tasa Adar Kuburambahan

S (M.é}Dg CAKRA ) ;.-

. 'PE h
/{W a TUlu ~
2. Kelian Ba.njar Tegal et 3. Kelian Banjar Pasek
T i
= { . S e
TRVOMAN RARA Y { GEDF PERASTY

. Kelian Banjhr Kuebuayar. 5. Kelian Ba 'ar/{'(ajekangm
e ,:,‘"" : 7/ —
‘:\.. HE A :

/’\/v“ ! L”M;??Obvm\{ PARTHA )

XP. mamzsr; '

.' tatkarn .
o4 Tehuu {99z~

. e oesombm.(giL
NGKAT 11 BULELEN& __~7
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PIPIL KRAMA DESA NEGAK
DESA ADAT KUBUTAMBAHAN BULELENG

JERO PASEK MADE WEDANA 4
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6. MADE ARI 6. WAYAN NABA TUSAN- *
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11. GEDE RAI 11. DESAN WAYAN MEPEK . .,
12. KETUT SUKRANA 12. GEDE SUKANGADEG |
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SUSUNAN KEFENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN TETAP
KERAMA DESA ADAT KUBUTAMBAHAN
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L__ SURABAYa
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PENGHULY DESA ADAT . : JERD PASEK I KETUT WARKADEA
PENYARTHAN DESA : JERG PENYARTIKAN I PUTU WIRYA
PETENGEN DESBA : JLRO MANGRU DALEM I KETUT =SUMANIRA

PRAWAYAH DULU KIWA TENGEN .JERO PRAWAYAH I NYCMAN GEDE ARKA

1
2.JEROC PRAWAYAH I KETUT PAHING

FRAWAYAH BAHU KIWA TENGEN : 1 JERO PRAWAYAH T MADE TANTERA
2.JERO PRAWAYAH I NENGAH SUMERASTA

TAMYANC WOLEM KIWA TENGEN I NENGAH SUKERTA

oy

2. I NYOMAN KERTA
SRAME DZsA NEGAR 1 DESAN KETUT RATMADA

Z. DESAN 1 MADE SUWESEN

3. DESAN MADE ARI

4. DESAN MADE GIKAWA TUSAN
5. DESAN NYOMAN GEDE TAMU
. DESAN NYOMAN SETIAWAN

7 DESAN KETUT TAMBUN

3. DESAN GEDE DASTREA TAMU
S, DEGBAN NYOMAN SENA
10. DESAN GEDE DAMAI

Tl DESAN KETUT SURAWAN
12. DESAN GEDE RAT

13, DESAN WAYAN MEPEK

14. DESAN KETUT SUKRANA

15, DESAN GEDE SUKANGADREG
16 DESAN KETUT WIDIADI

17 DESAN NYOMAN GEDE EBUMUH

i€. ©DESAN GEDE WIDIARSA

i@ DESAN HKETUT NGURAH MARKOTA
20 SESAN NYOMAN GTNASTEA
L TE3AN GEDE PUTEA
2% GESAN GEDE ARTAD]
23 DTESAN MADLE CKA
24 DESAN PUTU MATARAM
2% SESAN MADE SURAREZANA
\*Meﬂo@ta’mn, Kubutambaharn, 21 September 1994
\T‘h\“d vesz Adat K_I{l")d cambanan Feunyarlkar Desa,
NI
\&J H\d 'r\lu.n'\l'f d ! H,,_-—-—-"’
N \ AN
s QJfRO PASEK 1 hETLT WARKADFH ' I PUTU WIRYA

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... ) H. Feri Noval,S.H.



OTARYS

{1 Sh
LEL 30

Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
¢

e o ) ) Nz 44
s ’-_ RERJANIIAN GEWS HENYEWS

Peador 1@y Lo Lorn, sdntid e Lanis b dlviaynn g wmep o anb -

Gotlolltd 32y Llyul AGANS D L3 e i

TR U RPHYS e P P Iis i, oerganias | RN PENT NI RS

arEby 2

i
13 . . - . . n . 1 - ! .
HIP TN E L, P N 1 B N T SO B (L B S P Ao b e
. Hf"‘ T PR l:ll-' "l " N vl ' 2 T I
¥
oery e bwal dan e L we s il pacn i and Lt

d‘.l: ol 104 : e e - e i e e mm e e e e e o

caw

[2anan;

tuan T MEDE CeREE, netani, Frowayar Desa Adat

!
r
1 -
I

i e b e s am mig e m mn mm s

Faubutambahanyg

")

Fubufamsahan ) rmeemme o mre e e e i

tulars kg gs i l A sbor Doy bepag g e

PLRb @ gy e e

oo el perteruat Loomogual ol Dae UGB E eninl s

coeaa e s St o anada sy alieepr e

Loaboedearyegs o e R T,

iezcoen b s angaaily s ey o nAS e nas L nyg dal

Meal il berkbindab e=:laiar BEoasa

aasa o yvanyg dibuat odisawaly tang an biErmeberatl oo
=l ehn

\

HMubutanbahan, tertango.sl wmpatozlas Septzinder o

yvaryg diketaboi/dibluasran Fenala Lessa

L, 1l gsennbsdlarnr abus o wmeanlil Larpus iy e TREL L

dilekatkan pada minuta akba 1mp, oo

' P R Y TR S | R I P P L T R I PR

. ' ' Perjanjian Sewa Menyewa ...’

Tt e e ]

Fuen FETUT SURAWAN, petant, letua HEsy Adab ~-

1 VoLt e -

frr s ey iain D o

Laamie B

Em oo me o

[
[} w
VAR -

o
“

F

ariun

Vi 1‘.1_;}._ :
B !

T T —




3 - i
I ol b Aoy [ A TR TSN S B ;".x'l'.l [T b LN '
|
| ADLN - Perpustakaan Unlver5|tas Alrlangga )
. [ |{-u \.I ! 'i.
i D ! 1 vho b

I NI P B T

.» ' :\ i)(—\LEM, Brran Woean Py IdME, L an MY ORAR !f-j[—‘;‘D.[_-'_ F‘;UHI.'!II.‘ -

- tuan 1 EODE DAMG,  bwan NEMEAR SURERTA, tuan MADE

AW NURY A, buar BYOMSK EERTA, b wanT KETUT WIDANL,

- tuan RETUT rammus,  supo NENEAR GUMERASTA, Huan «v-

FELDE sk N 3600 E.V."i, Grarn NYOMAR g Tl !3.'.-].‘?-:« Ny buar 1R s
I  '¥ SUKARARAN, tuan BEDE LASTRA TAML, tuan HETIT RATHADA
B | DANSIN, tuen NYORAN TAMS, tuan NYOMAN SENA. tuan
D LAvAN TABA TUSAN, tuan GEDE WIDIARSA, tuan WAYAN -
MEPEK, tuan BEDE RAL, toar HADE ART, tosn G20 w--

o~ . ARTATIHIT , tuan SR ELTRA RLTANS,  buarn FETLY Meil T

MAREDTA,  booan WNYHMAN G TRHASTRO BOR, b ooar MADE

LIENANA PAGEE , Sonay 1PHTLD MATARAY, rlan Toan B e n

SANDAT ; et e et e u i we e e e = ot tn e o e e 1w

| I(L-*.r.".l.;i‘1|11"..\|'1 yasoownae ooy, ol T b b b bt Lol e ke
Fubotambabian bevomaubs R
ceemems e BIWAK RESATU/YANE MENYEWAKAN; oo =
Z.o— buam HlAaNLyY Ié:r:‘.lAJrl-\rJ sl U, Dirveibur dar L ey sorooawn -
Ferbrabtos yaro av oy ddlseb ot diboawaly, s Leappal e
Eilogaal oy Jneay ba, dal \._n- Maar o boaee cog e et E
JSara noewar 9, Jakarie Ubarva, cang o« gmEnt aen i
: Derada l;\f‘ Samgar o iag S
h A I N W O AT L BT R . [ T UL R TR B A, BT I S S i i_i\_r i
e
i TR -
NMWMWW%W ‘h i ’i“

. A U
Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ...




"

b e
d o f ’./ ) .
o A -~ ‘P'--" L= T bea -diset 33 rer Lannal
: _ erserosan lerbatas yang disebut dibawah, berbtszanatl

tinggal. di Bandar Lampung, Jalan Kenanga nu:-n..;'-‘.---' PETR I
ang  sementara ini berada di Singaraja; ————wwee--m -
N

keterangannya Mmereka Masing-hasing deoiamn o

bl i g smEnd i L oha : : L

beo omGitk meyngalanban Jababan merab o Masing: dhac oo

e balba Direhktor i.lt.‘:\nlu.r. I T PAITI N T C BEYOR O I AR TYOR

tlant Har winanya anbuk dan stas pama serta mideas o

Ferserianr Terbatas "Fob BEae Theon e Ll o0y
bk seterusnya tdalam alkta iny cwkup diset.at -

LAY BT Cun, berkeduduhau i penpasar , yany sa -

L3

pehdiri

WIBISOND, Sarjana Hukum, Notaris di Denpass; e—s
tertarggal tud Wh 'F\Q'..néft Me tallun meYIbu wemb i) ane -

CERege- 100 pomar B, o me .- '

- PR LY

akta peacly Pam. Mana yendg turUnat resminya el alh -

.,f'r.J'-ll-.-Ffl."E.‘,?_‘.-_-.'l- fdrat ka1 epuac e " #rdyel, AVEL ar L, e SR
;sammaulsaatu1nhubelumymwmpmfolmm péngegahe- d& i
_ frejabatryang ey wen :.-:\I‘li;l ' B R
lrerdasar I{én hal ter 5;5—\,13 Wt untuk mel akukan tindakar
calam akita ini.para peﬁqh;d@p, YAND Juga mﬂrﬁp@hén
para pendiri dan pemegang saham pada parse. .oman -
tersaebut, Ite'l ah memperoleh kuasa dari pare  -—-—--+ 7
;3E-ndi}‘ i/pemegang saham lairnnya pada purser: @ -
terws eb.l..: L, sebagalmarna K barn S skl kan _
~}. | | | R
TR PN PR T W S AP Laddrth, ‘..
Tesis o Perjanjian Sewa Menyewa ... r ‘

TN A TR T e e - 1 -



O L R
SR L LI N R e TN P T PR IR % R A
g - VDN F;érfpﬁ-stakiqaﬁ 'tﬁ_rhh?’er_sl'itas Airlangga L
g |-1:»-'. T R s TN P PR Pyl Pagal! A
‘\’ ' P ey, Al v sodemeal Yaunn d o o I TN AT .
SRLE AR ¢ R TNk R e N T DT AT SR B
; Lo seehil, Lo fempat YVinggal i Surabayédy Jala
* .
- Franaggan nomor 17, mrmerevemmes s sn s o e i S i
demikian sebagaimana ternyata dard surat-surat ~
' tuase dibuat dibawah tangan bermetorfi cuk”
i Kuasa yang dibu »
" ) \ ) i . - . A .
e aleh masing-masing yang bersangbuten; bedianys
-ﬂ - !{ﬂ- . ' tertangaal capatbelas Septombor tabun mmrﬁhu'mf' 3
b - oY ' _ . . :
- 4 . . : . - e i
. : SR gsembilanratus sembilanpul b CL4~9-1TFFA01 e vms
3 ; e . : o,
] i surat~aurat kuasa mana dileobkatkan pada minuka -
3 BREA 1111} rmemm e s oo simmn sl e s
5 . e . T
‘ ¢ e e PITHAK WEDUA/PENYEWA . e

Fara pernghadap saya, notaris. telabh menpenslinye. --
' oo ' . ’

Para peanAdap teriebin dahulul meEnaranohars it o e
- = Bahwa pihal kesakuw telah memilitd dan hmnmpmsdi
5ep}d5hg #anqﬁngﬁaﬁselQas kurarng lebibh « (00 MHa e
".:".E'I‘-'étl.l!'.‘v.'_ .hs'."l-:f .';'LPeﬂ:l abau F.000.000 M2 (sabu jula wnk 2
aPEfﬁﬁqiﬂ,'tmrletah ai Uesn ﬁﬁbutm%bahan. B emalan

_Kubutambahaﬁ, Hauﬁpaten Daw'ah Timgkal rf Hod e,

dengan batas-hatas : sebelah utara -tanah Dess Mdal .

Kubutambahan, sebelan.timur tanah Dess adab @ o - =
Fubut ambaban, seholah selalan ban s Poon Adal
Eubutambahan, “dan sebelab barat Salar furusae . o

Jubutambaban. - Bub fan, . wo

N\\N\SElanJUtnyn para penghadap meneyanokan, haﬁw@ RN
i .

M““n
T
",
il

)




e L AT o

st

e T

LA e, -

e TR b e g ne

N Tr—

T e

STy

Retings

I, R

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Ao e o el g g e Dawng g ogemed
* ST Y m@EAE Eeas FALIPURLEY s o v v yas
T N I BT Tl I S T b R R B e R F A T VT TN B R B AR N LR
. . 4 .
K [IEERI RS { v [RERER] .«i P ) '] J ‘_;“:_, 1Emn ‘E 1 ¥ h}T ‘ﬁf"lt_:‘ A UE’JLU ."'54’ r-.;)l?‘

t v

1N Y g TERNR0as USNIUS At URnqus Ry uep’ tw lekalnean b

1Rty RURW U T OUeC dad ey wooed el and ) e g g ubn

TR Y TR S|y UTECL tanta r(esaag Bued BdTd 1aen
DY e as MR T M BUwA R i el 2 U n e et e e
XEE Vaty Wanau@ ey L huwantiuug wept g ebuap T annas aa g

Frivove @ wepen ceAugre o deneo Rt Nars At wexae rRoo

Trr e e deeadienn Beas gy o daad gedQuaw gt
et e e rag oreord osoamel myau fseqeRIn nNaaEsaEl o
YV e 10y BURA Tuy pRL e e se D aag w Auaniue 1ag

SRR WA UR @Y PN e e s padusd uesmp astdtn

s chfutyas ‘eAusequaeseien undnew wAyuwepess ten

“

P gy rd R e InugEgaaNTr UnTa] wUel Leoe

.

e Adegsy Huwmaen

ComeQas defbuw ta Wty rigan e @ Loy s

CrE A Bued Cyngas sy geuR) SR T A T1rAan
T e S e Frvigs &1y PR e T Gas HT oAmp pre o rmong

[ AR AL TRy Las ) * SUSEENTER T A 'E’KU'L]TW LT B
IO ouebuap femge T noas ] yeweg  Bueptg U 1as
et v e it vt tn e A T

frvpeany yeyrd ﬂ@uwu4ﬁurwl 1.

et dgy e 1Ry upqmqw!ua@ Fore A0 derpay ”PQfd?dwpﬁuﬁUﬂd.

SR VIR MDA L T o e AL RSBy st ez’
- - . "'-

-~




S T S N e A I
PR R R : . . .
/‘% ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

~. o dme b s s TR N ot it T
.

sy sy besaboe oradt R

: ' ' P ey . Poaegpnra o e
[ a. gEilal wewdinna s B e Codeniinda oo |

covbesden sed Lap Doae Lioohn s

Giaban banasihr barseh
Ve bemb bavr Car i Lacan Feo sevul seloong ke Lehih

dotkdiganr tahun, e ey Prreianmys Jelile Larsal wlan

L b arve e b b baneradeg . L - ’ .

b, setian baglan Lariah meloes Tig Ky cmcanawla e baov
vang-telah selesal digal: tdibamipangr csbo onanea

selama kurang lebih 3 <tigasy babhan, wadihn ﬂ:howmaki-&'

Fan calam eadaan womong. Jari perghurelan oled o lnalk

beedua bepada pihabt besaba Lanma pengoantian e s

apapan dar 1l pihnak desabo, ey e lancinboyn g e e

Lemalh tovesebho damal aile aeayr don ddiagan o ety T
ot o
DA ) R AR S T B N AR R S ¥ < PR ER NER R

\ TeoLamian-van coa Banale oyang, beeb i et e i N I T NRC YR
|
i
[
|
|
|

. Voo W ot

PRI TR . R R
--.'j“'-r-'“"'i T P T

e 1) A Y A 3

AP b e o et ey oo g

meaakot carkes s alvan prEp oo s, e ke oL i fiat ‘

o+

kesaloe Lidak e mmnpaniegy Lamaiman b aa oo Lo

clar fuaas boeadal e Lol st Lo Cnvisr drpiny afeey 0 by e

L o B L L T BT U P S I P DI S T

Bearborbiendat, o b mmmmo sl 0 Lmern b e b Foey e Do s

tanab: b sl e o leab lemagi we 20l nmy o han

-y .
M — - 0t - 1 y ) ) II‘ 4 ‘I
[ ?-'.L-.:‘f-.‘i_illjul Ipovrak oo iine b Daar s Lpgec iper Foomnge vy el If’ .
. . s !
- : i :
Aaovamanc Bavcamaay e wpiiot, - s e
,
: - [
’ - 7

G A b AN S R
R

|"1;|'.|;’
¥ 1

f

Tesis : ' Perjanjian Sewa Menyewa ... ) H. Ferl} Novall,S.H.
. , i ) o £ ;



e Fasal 2
l"J.’ 3 . ! .
FARG. Bewa anlbul S0 Cbigapulul tamo

§
!
i

Tesis

Lit LAinr Vit R 2T |‘-‘.[.' R SRTIRT I IR

Coutapitl uh juta v upiabhy . - !"“ L S
Tumlah Gang sewa tersecul Llelah dibayar alel

. . - 4 ™
Bedos dengas, tumal bBeppada Do fobal dibar voe ool
) A

g bwe denyrant praenwaly ot Lo o 1, wunmbah 1 to Wbk
aalaxtn pava pibak dianoggan Soboogar Sanda-toEe Lo

3

Sishy beagdl pitvak Lheddios,

[rdtviab b iii.";i- aliw ! ! (R I P boworr Lo = beezv1b ok .

sersnta b dlathﬁﬁya Lisi owiedul b e gvitiah i o et

AR

SN0 car v pEenghtu T Can barand-bharang

Loesoardaar b

pergtiun i, pada har: mi, o crfe i s ubniya S,

tar sebio abran dd bt s 0 Lo b tonars beneo b b i ol cbre e
Fopambingan pibral Badiua, e e
i
1

ek kesabu mendanin

N CE) A S EO T W S SV LW SR

salbtu-satunya oibian e

ralvwa pibiak Loediaa Lisial s niad a0an @ nmoiey O

rpyat e eyl pitial chaanrae meGe el bbal 1l o

Froteands Hasalbo mazaagamin 2ok Dslhvoa pada a1

Vel belahy dopab meoesdna opa a0l Jdisegan, o ..

ETRE T N B ) o

dalzun beadadan Froassaing dar i oo e ) mEnnghior o L)

I o NSRRI TN

RTIER NI I

Perjanjian Sewa Menyewa ...

[ R

L
I LN

vl T
[
[

[ P

hEs

. .Fel-ri Noval,-éfj H

T T

e T A T R 1 G S BT

i

N T L e e e e e e, L




/*/ rnihak bLedoaaspenyega L hak ook meeow baatban Lanah

vang disewanya  io ABN s Rerpustakaan Universitas Airlangga - T 1 cittiaa fan -

i Neahanya, diecnon Db o b bonbuaer e o e b

! a. Fibvak loriaa Dol ni ngaal o res gt eang oy ralae- e

apuig diatas btanah lecsebual sssus) dengan ketentuan

pasal 1. avat hkedua diatas, "——"""""~"m4"ﬁ4"ff:

. . : - EERE
Fernambangan babtu apung sebagalmana dimaksud diabas,;

<l eh ihal kedua waiib dilaksanakan dengal ——emioeeee-
p ! = : B

memperhatikan/nedenuhl senua betentuan yang seee- -

-

tercantuam dalam Surat [jin Feriambangan. Dasrak--yang. 7 .

dikeluarkan aleh Bupati lHepala Darrabh Timghat 12 —--

Buleleng di Singeraja tertarggal serbilanbzlas ——ew—

September . taliun gevibu, serailanrabus serhilanpulub =

s, R

[19~“B~1'3ﬂﬂnr-hlwwhr:_Jju.frahyul:iz

diperlihation Yepadp saya., Nobarie, e e

SE LA

-_-_:"’-“-—‘:";:_..:,m. .

b. Fihak hedua dicerboloblkan tibuk e v 1 ban P L

L

bangunan diataz tanah, tersebut baoi Leoentinc.am, - -

wsahanya, termasul porkaniaoran, tempal-=Lompal g iy

perumahan karyvawan, dan lain=lalrmrmya, =eeowae o Lo 3

i}
. _ i
C. Fihal kedoae bidalt aban menaaangau-gligat bLamguian— ¥ ’
bamgunan permanen Lrivmab dan ltadn-lalnnya) vang 1
telah ada diatas taran yvanuo disewasnya Yeraochul, SR 3
Ly
: . b
banyuran-bangunan masa adatab milik ool ynt nWJHmphl,.g.
. .. - . r.;
dengan ketenbuan—kebenltuan 0 e &
| !é-
- T Copie e e H P ;5
grihad bmwmabto e damir bl E LAt ~E o e e sy &
\ - . ' o ('
pada sank bnd Do Jumlab s F ArfcirTato wrdd gt
‘J\ ! : . . s b
s bidak akan berbtambab Junl ahnyas
- : TR 4
) \‘_- ) .' -
- b
“'ﬁ.\ !
H
".‘"\.,_“ I.

BT Sy

Tesis : . Perjanjian Sewa Menyewa ...



bedetins am i S 0 O RS d obar 08 S04 B SRR MR SR AR
ADLN - Perpustakaan Universi Airflangga

areal btanah dialas morna masing=-masing Lanmguer v cLlu

i

Sreraivi o adalabh Totan dengan luas maksimal Lo i+l

1/”' - pihak kegsatu menjamin bahwa luas nas:ng-mas:i.oy
)
r
|
'

Camaraltos s Dhmapad Wi e [y Sl g

b
L -

: ‘-' . Coeopribhakcbhesalbul nengaanln balven niasing-masing Dengunian
| . . . N .

vartg Leraln ads caeiar any] Jdiavas tanalhn ser 2oboo

i gt baten il vngie s senala wan tidak akan -
Loz poirefars bzt tedos Lty dal o g o

Tartabs yang thrnaersowaban terasabul . :

e Fihads kedua Dealeo mzealiang semeia 0o I sl

[ T T B AT (1Y [ S SR R N TP R

5

¥
: . . 4N
tamaman—tanaman leinmiys yang ada diatas tama Cem A
IR WA I A PRI U B S AT 5‘#

L

' e @s wyang bizrakran oo tes Lengabh B0 Lm (enacoium :
. . ¥
o o
S R T o O O I I R A R U R A B U T 2l
1 " H

Phiee o odhde

! latinnya maupun Lidal, sogala sesuabtunya pi

cr .

Thamas - .

}
o . wea ) T memperbatikan dan semper tahankan kelesler 1w
l . . ;L

wlam diatas tanvah Lavs ohiok

Frodooaks s o Loy wiibos e nguetasas banal,

- T e =

1

Ao Aabart mencle LGy D) b e waebhagal Femppa b S

LA TG et Do Tl U

:

i

i

F- weaia yany dilarang abtao ey i

f ol ke Db, - - e - ' I

; ) f ‘ !

i.' . . (. Filvak bkocdua wad b maambeay or radak boml o gans b o |

1 . h

L . . " ' . r

i ! . . . . R . TR T o e mee b . |

! . CETEDY whan peurighute e ke lainnya atas Lo Beoogan |
. 1 . i

- o _, o i

g N i Aismwanya Loewsobhol coeea o pehiab oyvamy berwag b - o F

NYoOEY BEarn atau meEny Lo

! O Fibvae heddue w1iooo

o L

bio i =1

e i ) . : : S WA j‘f !

P | iernal 1 tamal torsebhut wopadae pibiabk lainnys, balk - zjﬂ ,d‘ o

{ . ' B i

| - ’ i B

i II _ O Y IR Tt BT NER R I E R I WA SR ) 'J . . ijj

| ‘ ! SEHE

; o o o
c P T L e d Te- . I . Do . T E

! Tesis ! Perjanjian Sewa Menyewa ... f . "fﬂ H. Feri Noval,S.H.7{ | !

T



: trar ang

Tate e |',|. LI I R T T S [

ADLN - Perpustakaan Unlver5|tas Alrlangga

AR RIS Y

IETE TN T R L R I I O IR HEDEL

TR

Tk o R PO T TR PR IR A R I I A L SN § L L RIS |

Yoz (_']5[_‘1,3.[] R TR A R S Y INR HY R I & I aitad

L -
AN
I

milik sepernubnya darid plhabk hkesatuw, pfhé_ﬂ

Lidal herhale untol cenurtet ganld rogl abtae hay

sebiul .,

bangunanshangunan dan hanamain—-tanaman  ter

' - Pasal &

Bil amapa sewa-menydwa ind bBarakhiyys makn

minak

diwajibkan untuk mEnyerabkar woembal i s ymrg e

tersebhut ikal Tesath dalam besd oo

e
Lepada

Cobadlk wmaerta glar i seneian

[DERETMIR IR
milil

prerghand . -

Pinak kedua dapai/berhal mernerpanjang per!
; M

SRYE MENYyeweE prv A a lredoaar

Lerdl . dangan sy abomyar o

betentuan bari yarag havog dipdhiosiar

sleh dan antar a arda pihiai . o e G e e e

' — A 1 Cry e N
Hal-hal lain yvansg Uat am per

abkan dicslesailan

I
|
’ ini,

rleven

antars ledus pihalb . e e ae el e

Flerulemal mer Jatsian AWMLy EwE T

P Sraa

abihatinya perva pribab Lelah anemdl (h Pompat. o oodiam o

LT N BN

E LY e | T Y T S TR T ET L L el | e
n
4 [T o .
q\\\-,‘:l‘:'_’\_']lj] i dio= LIVETAF & 38, v = s v e

~y

Perjanjian Sewa Menyewa ...

HE . Lt P P

T ETR Ut A R

b e 1

Prerrrgi e o LA e

RSN R IINE N N R T

1:1 fixt :

bediia

R [

dlar s e

L e

righwal uu.

i
i

. P S
T e e e T E
T e E
T T s A g :

1
E.

IR NI o I

. T

-.-_"
L AT DO S




ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

e BERG L LAN AKTA INT mm e

. .. . N
Dibvat don dilangsunakan ol Sipgacaja, pada ol dan

Cangnal separil torwebul pade awal abbte i, droaddagien

salisi--salsl woahl TSR MATAED Y o Suan RAGRIL

edttonny o pesgawal booarbar Shievar le dar evbenpat Lo al

1o Gaingarala.

Cobedabh o sava, o cbov s meanbacabar akle ini danhadapan

: e e sl G 2o waa s LRy L Al GRONE1T A3 Sar - -
[} ’ N ’ -
LIt bl vl T D B B S e Y L LT P o G R HE IR
k.

oty ot b, Akt sy Aed.

P langsuagbhgn fanpa Lasbialian, ganbian cdan oo b,

Memula abkba drr telad Jdidanda-tangan

ju}
r
=
]
e
]
i
d
|
e m P e e T I

T,

Slihar Y s ana Loy i

R TR ey e A

' e e
T

- L N
. L
v ;
el '
Ty .
. "-._‘; _ '_
Tz i

Tesis Perjanjian Sewa Menyewa ... H. Feri Noval,S.H. ;




	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR BACAAN
	LAMPIRAN

